Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
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Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
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duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
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keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  keg'iatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1 .  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


S TRATEGI  pengentasan  kemiskinan  yang  selama  ini  diterapkan  di  Indonesia  cende- 
rung  menekankan  pada  strategi  kesejahteraan  (welfare  strategy).  Menurut  Vidhyan- 
dika  Moeljarto  strategi  ini  dilakukan  karena  muncul  asumsi  bahwa  kemiskinan  meru- 
pakan  fenomena  rendahnya  kesejahteraan  dan  kurangnya  penguasaan  terhadap  sumber.  Pe- 
nerapan  strategi  ini  justru  menempatkan  obyek  kemiskinan  pada  posisi  yang  rentan  dan 
tidak  tahan  terhadap  goncangan  ekonomi.  Hal  tersebut  terjadi  karena  strategi  pengentasan 
kemiskinan  tidak  memperhitungkan  variabel  "profil  kemiskinan"  itu  sendiri.  Padahal  reali- 
tas  dari  "profil  kemiskinan"  merupakan  pijakan  dasar  dalam  menentukan  kebijakan. 

Dari  pengamatan  atas  interaksi  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  masyarakat  --  dalam 
hal  ini  kelompok^re^  Suroboyo  di  Jakarta,  Ruddy  Agusyanto  melihat  bahwa  kelompok  ini 
sengaja  mengaktifkan  identitas  kelompoknya  untuk  memperoleh  dukungan  sosial  dalam 
memperebutkan  lahan  penghasilan  yang  semakin  menyempit.  Kendati  kelompok  tersebut 
bermukim  di  berbagai  wilayah  dan  bersifat  plural,  namun  solidaritas  antar  kelompok  terse- 
but cukup  tinggi.  Menarik  pula  untuk  dilihat  apa  yang  disobui  Arek  Suroboyo  itu,  apa  pula 
ciri-ciri  identitas  mereka  yang  seringpula  bersifat  majemuk,  serta  apa  pula  nilai  moral  yang 
terkandung  dalam  pengelompokan  suatu  golongan  menjadi  suatu  suku  bangsa  baru. 

Baik  bagi  pekerja  maupun  pengusaha,  upah  merupakan  suatu  unsur  penting  dalam  pro- 
ses produksi.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  upah  buruh  atau  pekerja  di  Indonesia 
pada  saat  ini  dilihat  dari  segi  apapun  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimalnya. 
Murwatie  B.  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  da- 
lam menentukan  kriteria  upah  minimum;  antara  lain  kebutuhan  dasar  hidup  si  pekerja  dan 
keluarganya,  kemampuan  membayar  dari  pengusaha,  perubahan  biaya  hidup  dan  sebagai- 
nya.  Oleh  karena  itu  sampai  dengan  akhir  tahun  1991  secara  kumulatif  telah  ditetapkan  27 
Upah  Minimum  Regional,  68  Upah  Minimum  Sektoral  dan  560  Upah  Minimum  Subsekto- 
ral.  Semuanya  ini  dikaitkan  dengan  Kebutuhan  Fisik  Minimum  yang  harus  dipenuhi.  Per- 
soalannya  ialah  mengapa  para  buruh  dalam  kaitannya  dengan  upah  tersebut  sulit  mengem- 
bangkan  taraf  hidup  mereka.  Hanya  mereka  yang  memiliki  keterampilan  saja  yang  mampu 
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memperoleh  peluang  untuk  memperbaiki  taraf  hidupnya  melalui  upah  yang  diterimanya. 
Akan  tetapi  untuk  meningkatkan  keterampilan  perlu  biaya  yang  tidak  kecil.  Untuk  itu 
keikutsertaan  pengusaha  dalam  mencerdaskan  dan  meningkatkan  keterampilan  pekerjanya 
amat  diharapkan. 

Perkembangan  upah  minimum  dan  pasar  tenaga  kerja  diulas  oleh  Prijono  Tjiptoheri- 
janto.  Dikemukakan  bahwa  kenaikan  upah  pekerja  baik  secara  relatif  maupun  absolut  ber- 
jalan  terlalu  lambat  dibandingkan  dengan  kenaikan  biaya  hidup.  Tidak  ada  satu  pun  propin- 
si  di  Indonesia  sudah  melakukan  penyesuaian  upah  minimum  regional  setiap  tahunnya, 
padahal  inflasi  setiap  tahun  meningkat  cukup  tinggi.  Seharusnya  serikat  pekerja  berperan 
mewakili  dan  memperhatikan  kesejahteraan  para  pekerja  dan  bersama-sama  dengan  pengu- 
saha meningkatkan  kualitas  pekerja  serta  mengusahakan  agar  pekerja  memiliki  kesadaran 
turut  bertanggung  jawab  atas  kelangsungan  hidup  dan  kemajuan  perusahaan,  tanpa  menga- 
baikan  hak-hak  pekerja  seperti  hak  mogok  dan  unjuk  rasa. 

Marjinalisasi  penduduk  Riau  Kepulauan  dalam  segitiga  pembangunan  Sijori  diamati 
oleh  Riwanto  Tirtosudarmo.  Sebagai  penyebab  proses  ini  adalah  kebijakan  investasi  dan 
prioritas  industri  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dari 
mayoritas  penduduk  setempat.  Rendahnya  kualitas  penduduk  di  sana  tak  memungkinkan 
mereka  bersaing  dengan  para  pendatang.  Apalagi  kalau  ada  yang  memiliki  kualitas  itu,  kebi- 
jakan recn///me/7/'  tenaga  kerja  justru  dilakukan  dari  berbagai  daerah  yang  umumnya  di  luar 
dari  Propinsi  Riau.  Jika  proses  recruitment  pekerja  di  Bintan  yang  berpenduduk  jauh  lebih 
padat,  mengikuti  pola  Batam  seperti  yang  terjadi  itu,  bisa  diduga  marjinalisasi  dan  mem- 
bengkaknya  keresahan  penduduk  asli  akan  mempunyai  implikasi  sosial  politik  jauh  lebih 
besar.  Maka,  pengembangan  sumber  daya  manusia  setempat  merupakan  keharusan  dalam 
strategi  pembangunan  regional,  khususnya  dalam  paket  kebijakan  investasi  di  daerah  mana 
pun. 

Penelitian  Hans-Dieter  Evers  dan  Solvay  Gerke  mengungkapkan  bahwa  proyek  transmi- 
grasi  di  Kalimantan  Timur  merupakan  implementasi  pendekatan  "dari  atas  ke  bawah",  di 
mana  transmigran  tak  banyak  turut  berperan,  kecuali  dalam  hal  menyetujui  menjadi 
transmigran.  Makanya  proyek  ini  mengarah  pada  hasil  perencanaan  yang  tidak  sesuai.  Ke- 
senjangan  antara  perencanaan  pakar  dan  tujuan  transmigran  lebih  banyak  disebabkan 
adanya  perbedaan  sistem.  Para  pakar  mengestimasi  terlalu  berlebihan  kemampuan  proyek 
mengubah  sistem  sosial  dan  perekonomian  setempat.  Transmigran  belum  dipersiapkan 
dengan  hngkungan  baru,  sehingga  tahun-tahun  awal  mereka  menjadi  perjuangan  beraf 
harus  menyesuaikan  diri  pada  lingkungan  alam,  membiasakan  diri  dengan  tetangga  baru 
dan  membangun  jaringan  bantuan  sosial.  Kapasitas  transmigran  untuk  menolong  diri  sen- 
diri  merupakan  faktor  terpenting  dalam  meningkatkan  taraf  hidup.  tetapi  keberhasilan 
transmigran  acapkali  dipandang  sebagai  hasil  aktivitas  proyek. 
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Kemiskinan:  Hakekat,  Ciri, 
Dimensi  dan  Kebijakan 


Vidhyandika  Moeljarto 


AKHIR-AKHIR  ini,  perbincangan 
masalah  kemiskinan  muncul  kem- 
bali  ke  permukaan  dan  menjadi  te- 
nia utama  diskusi,  baik  bagi  kalangan  aka- 
demisi  maupun  para  praktisi.  Fenomena  ini' 
tetap  menarik  untuk  dikaji  karena  walaupun 
Indonesia  telah  berhasil  menurunkan  pendu- 
duk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan, 
yaitu  dari  60%  di  tahun  1970-an  menjadi 
15%  di  tahun  1990-an,^  namun  secara  kese- 
luruhan,  buah  pembangunan  nasional  masih 
lebih  banyak  dinikmati  oleh  lapisan  atas.. 
Atau  dengan  kata  lain,  proses  pembangunan 
masih  mensisakan  lubang-lubang  persoalan 
yang  perlu  ditimbun  yang  pada  hakekatnya 
harus  ditujukan  untuk  menanggulangi  masa- 
lah  kemiskinan  secara  tuntas. 


Lihat  Sjahrir,  Refleksi  Pembangunan  Ekonomi  In- 
donesia, 1968-1992,  Jakarta;  Gramedia,  1992. 

Yang  dimaksud  dengan  lubang-lubang  persoalan 
yang  menyertai  kemiskinan  antara  lain  adalah  kesen- 
jangan  pendapatan,  belum  adanya  pemerataan,  dan 
masalah-masalah  sosial  lainnya  yang  merupakan  pro- 
duk  dari  belum  tuntasnya  upaya  pengentasan  kemiskin- 
an. 


Pernyataan  di  atas  membawa  kita  pada 
dua  pertanyaan:  (a)  sudahkah  upaya  pe- 
nanggulangan  kemiskinan  dijalankan  de- 
ngan benar;  (b)  apakah  strategi  yang  selama 
ini  diterapkan  sudah  mencerminkan  kebu- 
tuhan  dasar  dari  obyek  kemiskinan.  Dua 
pertanyaan  tersebut  muncul  karena  didasari 
oleh  fenomena  yang  bertolak-belakang  an- 
tara realitas  sosial  dan  strategi  pengentasan 
kemiskinan  yang  diterapkan.  TuHsan  ini 
hendak  mengkaji  kemiskinan  dari  perspektif 
hakekat,  ciri,  dan  dimensi.  Ketiga  perspektif 
ini  pada  dasarnya  mencoba  mengidentifikasi 
kemiskinan  dari  beberapa  sudut  pandang. 
Sebagai  penutup  akan  diutarakan  implikasi 
kebijakan  yang  diharapkan  dapat  dijadikan 
masukan  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  me- 
nyempurnakan  strategi  pengentasan  kemis- 
kinan yang  sudah  ada. 

Meliha(  ke  Belakang 

Sejak  PeHta  I,  dari  pengamatan  terhadap 
proses  pembangunan  nasional  Indonesia  ter- 
ungkap  adanya  pergeseran  kebijaksanaan 
dan  strategi  pengentasan  kemiskinan.  Terja- 
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dinya  pergeseran  ini  tidak  lepas  dari  adanya 
perubahan  kontekstual  maupun  kemajuan 
tahapan  pembangunan  itu  sendiri.  Pada  ta- 
hapan  awal  dan  selama  PJPT  I,  strategi  pe- 
ngentasan  kemiskinan  merupakan  appen- 
dage dari  upaya  untuk  mempertahankan 
pertumbuhan  setinggi-tingginya.  Hal  terse- 
but  dapat  dilihat  dari  sejumlah  kebijakan  ke- 
miskinan yang  diambil  selama  ini  yaitu:  (a) 
pembangunan  infrastruktur  ekonomi  pede- 
saan;  (b)  pengembangan  kelembagaan  yang 
terkait  dengan  pengentasan  kemiskinan  se- 
perti  Program  Pengembangan  Wilayah 
(PPW),  Program  Peningkatan  Pendapatan 
Petani  Kecil  (P4KT);  (c)  perluasan  jangkau- 
an  lembaga  perkreditan  untuk  rakyat  kecil 
(Kupedes,  KCK,  BKK);  (d)  peningkatan 
akses  kaum  miskin  kepada  berbagai  pela- 
yanan  sosial,  seperti  pendidikan,  air  bersih, 
keluarga  berencana;  dan  (e)  pentransferan 
sumber-sumber  pembangunan  dari  pusat  ke 
berbagai  daerah  dalam  bentuk  Inpres  yang 
dimaksudkan  untuk  mendorong  kegiatan 
ekonomi  di  daerah. 

Upaya  pengentasan  kemiskinan  tersebut 
memang  mulai  menampakkan  hasilnya,'^  te- 
tapi  secara  keseluruhan  buah  pembangunan 
nasional  masih  lebih  banyak  dinikmati  oleh 
lapisan  atas.  Upaya  Indonesia  untuk  menga- 
tasi  krisis  ekonominya  melalui  berbagai  pe- 
nyesuaian  kebijakan  ternyata  telah  mewu- 
judkan  konteks  yang  baik  bagi  pertumbuhan 
konglomerat,  akan  tetapi  hanya  menimbul- 
kan  pengaruh  yang  terbatas  bagi  kaum  mis- 
kin. 

Bank  Dunia  dalam  laporannya  mencatat 

^Penduduk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan 
adaiah  60%  di  tahun  1970-an,  menjadi  15%  di  tahun 
1990-an.  Untuk  mendapat  gambaran  mengenai  data  ke- 
miskinan di  Indonesia  lihat  Anne  Booth,  "Counting  the 
Poor  in  Indonesia",  Bulletin  of  Indonesia  Economic 
Studies  29,  no.  1,  April  1993. 


sifat-sifat  kemiskinan  di  Indonesia  sebagai:'* 
(1)  secara  absolut  jumlah  penduduk  di  ba- 
wah garis  kemiskinan  masih  cukup  besar, 
demikian  pula  penduduk  yang  berada  sedikit 
di  atas  garis  kemiskinan;  (2)  variasi  regional 
incidence  of  poverty  masih  cukup  besar, 
konsentrasi  kaum  miskin  terutama  di  wila- 
yah Indonesia  Bagian  Timur  (IBT);  (3)  ditin- 
jau  dari  berbagai  indikator  sosial  yang  me- 
refleksikan  kemiskinan  (harapan  hidup, 
angka  kematian  bayi,  status  gizi,  dan  seba- 
gainya)  Indonesia  masih  tertinggal  jauh  dari 
kebanyakan  negara  Asia;  dan  (4)  pertum- 
buhan angkatan  kerja  yang  cukup  tinggi  di 
tahun  1990-an  (2,4  juta  per  tahun)  merupa- 
kan tantangan  yang  berat  bagi  upaya  pe- 
ngentasan kemiskinan. 

Melihat  hasil  yang  dicapai,  agaknya  mu- 
lai disadari  kalau  selama  ini  pengentasan  ke- 
miskinan hanya  menduduki  posisi  sebagai 
side-stream  of  development,  maka  pada  Pe- 
lita  VI  ini  upaya  pengentasan  kemiskinan  le- 
bih mendapatkan  tempat  pada  mainstream 
of  development.  Upaya  pengentasan  kemis- 
kinan tidak  lagi  sepenuhnya  menggantung- 
kan  diri  pada  trickle  down  effect,  tetapi 
melalui  langkah-langkah  "serangan  lang- 
sung"  yang  lebih  substansial  terhadap  pro- 
blema  tersebut,  seperti  melalui  pemetaan 
kantong  kemiskinan  dan  penerapan  Inpres 
Desa  Tertinggal  (IDT). 

Agaknya  asumsi  dasar  yang  dipakai  un- 
tuk menangani  masalah  kemiskinan  selama 
ini  adaiah  bahwa  kemiskinan  merupakan  fe- 
nomena  rendahnya  kesejahteraan  dan  ku- 
rangnya  penguasaan  terhadap  sumber.  Ti- 
daklah  heran  kalau  penanganan  masalah  ke- 
miskinan cenderung  menerapkan  welfare 
strategy  dengan  memberikan  sejumlah  pro- 

" World  Bank,  Indonesia:  Strategy  for  a  Sustained 
Reduction  of  Poverty,  Washington  D.C.:  The  World 
Bank,  1990. 
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gram-program  memuaskan  yang  bersifat  se- 
mentara.  Tetapi  masalahnya,  benarkah  ma- 
salah  kemiskinan  semata-mata  merupakan 
masalah  kesejahteraan  dan  apakah  upaya 
pengentasan  kemiskinan  sudah  memadai  ha- 
nya  dengan  mengandalkan  pada  welfare 
strategy  tanpa  memahami  poverty  profile.^ 
Pertanyaan  ini  dapat  dijawab  bila  menelaah 
hakekat,  ciri  dan  dimensi  kemiskinan. 

Hakekat  dan  Profil  Kemiskinan 

Apabila  kita  mengkaji  poverty  profile 
masyarakat,  maka  akan  terungkap  bahwa 
masalah  kemiskinan  bukan  saja  masalah 
welfare,  akan  tetapi  mengandung  enam 
buah  aXdiSSin'^  Pertama,  masalah  kemiskinan 
adalah  masalah  kerentanan  (vulnerability). 
Pembangunan  infrastruktur  ekonomi  dan 
pertanian  dapat  saja  meningkatkan  penda-, 
patan  petani  dalam  besaran  yang  memadai, 
akan  tetapi  kekeringan  musim  dua  tahun 
berturut-turut  akan  dapat  menurunkan  ting- 
kat  hidupnya  sampai  pada  titik  yang  teren- 
dah.  Dari  sini  terlihat  bahwa  para  petani  ma- 
sih  hidup  dalam  tahap  yang  subsisten. 

Kedua,  kemiskinan  berarti  tertutupnya 
akses  kepada  berbagai  peluang  kerja  karena 
hubungan  produksi  di  dalam  masyarakat  ti- 
dak  memberi  peluang  bagi  mereka  untuk 
berpartisipasi  dalam  proses  produksi,  atau 
mereka  terperangkap  dalam  hubungan  pro- 


Ada  kecenderungan  bahwa  kegagalan  memahami 
dan  menghayati  hakekat  kemiskinan  akan  melahirkan 
kebijakan  dan  strategi  pengentasan  yang  salah  dan  ka- 
renanya  tidak  efektif. 

^Moeljarto  Tjokrowinoto,  Strategi  Alternatif  Pe- 
ngentasan Kemiskinan,  makalah  untuk  seminar  bulan- 
an  P3PK  UGM,  Yogyakarta,  13  September  1993. 

^Lihat,  James  C.  Scott,  The  Moral  Economy  of  the 
Peasant:  Rebellion  and  Subsistence  in  Southeast  Asia. 
New  Haven:  Yale  University  Press,  1976. 


duksi  yang  eksploitatif  yang  menuntut  kerja 
keras  dalam  jam  kerja  yang  panjang  dan 
dengan  imbalan  yang  rendah.  Hal  ini  dise- 
babkan  oleh  posisi  tawar  menawar  mere- 
ka dalam  struktur  hubungan  produksi  amat 
lemah.  Kemiskinan  dengan  demikian  juga 
berarti  hubungan  dependensi  kepada  pemi- 
lik  tanah,  rentenir,  pimpinan  proyek,  eht 
desa,  dan  sebagainya. 

Ketiga,  kemiskinan  adalah  masalah  keti- 
dakpercayaan,  perasaan  impotensi  emosio- 
nal  dan  sosial  menghadapi  elite  desa  dan 
para  birokrat  yang  menentukan  keputusan 
yang  menyangkut  dirinya  tanpa  memberi  ke- 
sempatan  untuk  mengaktualisasikan  diri; 
ketidakberdayaan  menghadapi  penyakit  dan 
kematian,  kekumuhan  dan  kekotoran. 

Keempat,  kemiskinan  juga  berarti  meng- 
habiskan  semua  atau  sebagian  terbesar  peng- 
hasilannya  untuk  konsumsi  pangan  dalam 
kuantitas  dan  kualitas  yang  terbatas  sehing- 
ga  konsumsi  gizi  mereka  amat  rendah  yang 
mengakibatkan  produktivitas  (dan  kadang- 
kadang  juga  etos  kerja)  mereka  rendah.  Ke- 
tahanan  fisik  juga  menjadi  rendah. 

Kelima,  kemiskinan  juga  ditandai  oleh 
tingginya  rasio  ketergantungan,  karena  be- 
sarnya  keluarga  dan  beberapa  di  antaranya 
masih  balita.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada 
rendahnya  konsumsi  yang  akan  mengganggu 
fingkat  kecerdasan  mereka  sehingga  di  da- 
lam kompetisi  merebut  peluang  dan  sumber 
dalam  masyarakat,  anak-anak  kaum  miskin 
akan  berada  pada  pihak  yang  lemah. 

Dan  keenam,  kemiskinan  juga  terefleksi- 
kan  dalam  budaya  kemiskinan  yang  diwaris- 
kan  dari  satu  genierasi  ke  generasi  yang  lain. 
Penghapusan  physical  poverty  tidak  secara 

o 

otomatis  menghapuskan  culture  of  poverty. 

^Oscar  Lewis,  The  Study  of  Slum  Culture-Back- 
ground for  La  Vida,  New  York:  Random  House,  1968. 


KEMISKINAN:  HAKEKAT,  CIRI,  DIMENSI  DAN  KEBIJAKAN 


199 


Oscar  Lewis  menggambarkan  budaya  kemis- 
kinan  dari  dua  sisi.  Di  satu  pihak  budaya  ke- 
miskinan  bersifat  negatif,  seperti  dikatakan 
Lewis: 

"...  high  incidence  of  maternal  deprivation,  oforali- 
ty  of  weak  ego  structure;  lack  of  impulsive  control; 
strong  present-time  orientation,  with  relatively  little 
ability  to  defer  gratification  and  to  plan  for  the 
future;  sense  of  resignation  and  fatalism;  wide- 
spread belief  in  male  superiority;  and  high  tolerance 
of  psychological  pathology  of  all  sorts  ...  provincial 
and  locally  oriented,  have  very  little  sense  of  history, 
...  very  sensitive  to  status  distinction. " 

Budaya  kemiskinan  yang  diwariskan  se- 
cara  antar-generasi  ini  cenderung  mengham- 
bat  motivasi  untuk  melakukan  mobilitas  ke 
atas.  Namun  bila  ditinjau  dari  sisi  lain,  bu- 
daya kemiskinan  memberi  manfaat  tertentu 
bagi  mereka,  seperti  yang  digambarkan  oleh 
Lewis: 

"...  culture  provides  human  beings  with  a  design  for 
living,  with  a  ready-made  set  of  solutions  for  human 
problems  so  that  individuals  in  each  generation  do 
not  have  to  begin  all-over  again  from  scratch.  That 
is.  the  core  of  culture  is  its  positive  adaptive  func- 
tion. ...  low  level  of  aspiration  level  helps  to  reduce 
frustation,  the  legitimization  of  short  range  hedon- 
ism makes  possible  spontaneity  and  enjoyment.  In- 
deed, it  seems  that  in  some  ways  the  people  with  a 
culture  of  poverty  suffer  less  from  alienation  than 
do  those  of  the  middle  class. " 

Pernyataan  di  atas  membawa  pengertian 
bahwa  meskipun  secara  subyektif  budaya 
kemiskinan  dapat  memberi  security  feeling, 
namun  secara  obyektif  budaya  tadi  dapat 
menghambat  kemajuan  mereka. 

Ukuran-ukuran  dan  Ciri-ciri  Kemis- 
kinan 

Saat  ini  terdapat  banyak  cara  pengukur- 
an  kemiskinan  dengan  standar  yang  berbe- 
da-beda.  Ada  dua  kategori  tingkat  kemiskin- 


an, yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskin- 

Q 

an  relatif .  Kemiskinan  absolut  adalah  suatu 
kondisi  di  mana  tingkat  pendapatan  sese- 
orang  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebu- 
tuhan  pokoknya,  seperti  pangan,  sandang, 
papan,  kesehatan,  dan  pendidikan,  Sedang- 
kan  kemiskinan  relatif  adalah  penghitungan 
kemiskinan  berdasarkan  proporsi  distribusi 
pendapatan  dalam  suatu  daerah.  Kemiskin- 
an jenis  ini  dikatakan  relatif  karena  lebih 
berkaitan  dengan  distribusi  pendapatan  an- 
tar  lapisan  sosial.  Misalnya,  membanding- 
kan  proporsi  pendapatan  nasional  yang  di- 
terima  oleh  sekelompok  tertentu  dengan  ke- 
lompok  sosial  lainnya.  Namun  yang  menjadi 
alat  utama  ukuran  kemiskinan  saat  ini  ada- 
lah ukuran  kemiskinan  jenis  pertama. 

Operasionalisasi  dari  kemiskinan  absolut 
tidak  saja  mewujudkan  suatu  kesepakatan 
dalam  ukuran  kuantitatifnya,  tetapi  terjadi 
berbagai  ketidaksepakatan.  Bank  Dunia  me- 
netapkan  bahwa  garis  batas  kemiskinan  ada- 
lah US$50  dan  US$75  per  kapita  per  tahun, 
masing-masing  untuk  daerah  pedesaan  dan 
perkotaan.  Perbedaan  garis  batas  antara 
kota  dan  desa  ini  berkaitan  dengan  perbeda- 
an biaya  hidup  di  antara  kedua  wilayah  itu. 

Pada  tahun  1971,  Prof.  Sajogyo^°  meng- 
usulkan  cara  mengukur  kemiskinan  dengan 
pendekatan  kemiskinan  absolut.  Cara  yang 
dikembangkan  adalah  memperhitungkan 
standar  kebutuhan  pokok  berdasarkan  atas 
kebutuhan  beras  dan  gizi.  Ada  tiga  golongan 
orang  miskin,  yaitu  golongan  paling  miskin 
dan  mempunyai  pendapatan  per  kapita  per 

'Lihat  juga  Alfian,  Mely  G.  Tan,  Selo  Soemardjan, 
Kemiskinan  Struktural,  Suatu  Bunga  Rampai,  Jakarta: 
YIIS,  i980. 

'"Meskipun  upaya  yang  dilakukan  Sajogyo  pada 
akhirnya  juga  menimbulkan  perdebatan,  namun  dia  te- 
tap  berjasa  dalam  meletakkan  standar  obyektif  peng- 
ukuran  garis  kemiskinan. 
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tahun  beras  sebanyak  240  kg  atau  kurang, 
golongan  miskin  sekali  yang  memiliki  penda- 
patan  per  kapita  per  tahun  beras  sebanyak 
240  kg  hingga  360  kg,  dan  lapisan  miskin 
yang  memiliki  pendapatan  beras  per  kapita 
per  tahun  lebih  dari  360  kg  tetapi  kurang 
dari  480  kg. 

Biro  Pusat  Statistik  juga  memberikan 
alternatif  untuk  mengukur  garis  kemiskinan 
dengan  cara  menentukan  berapa  besar  kalori 
minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap 
orang  dalam  sehari.  Badan  ini  mengusulkan 
bahwa  setiap  orang  minimum  harus  meme- 
nuhi  2.100  kalori  setiap  harinya.  Jadi,  2.100 
kalori  ini  merupakan  batas  garis  kemiskin- 
an. Namun  tidak  hanya  itu,  karena  hal-hal 
lain  yang  juga  diperhitungkan  adalah  kebu- 
tuhan  non-pangan  seperti  kebutuhan  peru- 
mahan,  bahan  bakar,  penerangan,  air,  san- 
dang,  jenis  barang  yang  tahan  lama  serta 
jasa-jasa.  Kemudian  kriteria-kriteria  itu  diu-' 
bah  dalam  angka  rupiah.  Namun  karena 
harga  kebutuhan- kebutuhan  itu  berubah- 
ubah,  maka  harga  yang  ditetapkan  oleh  BPS 
juga  mengalami  perubahan  setiap  tahun. 
Dengan  kata  lain,  inflasi  yang  terjadi  setiap 
tahun  mengakibatkan  perubahan  harga  yang 
pada  akhirnya  mengakibatkan  pula  peru- 
bahan garis  kemiskinan. 

Oleh  karena  ukuran-ukuran  obyektif  ke- 
miskinan itu  sangat  bervariasi,  maka  perlu 
berhati-hati  dan  juga  bersifat  kritis  terhadap 
penggunaan  atau  pemilihan  alat  ukur  terse- 
but.'^  Selain  itu,  ukuran-ukuran  yang  diaju- 
kan  banyak  mendapat  kritik  tajam  karena 
hanya  bersifat  ekonomi  semata-mata.  Pada 
kenyataannya,  kebutuhan  manusia  sangat 
bervariasi  sehingga  setiap  upaya  penentuan 
garis  kemiskinan  yang  direduksi  dalam  soal- 

' 'Samuel  Mencher,  "The  Problem  of  Measuring 
Poverty",  dalam  Jack  L.  Roach  dan  Janet  K.  Roach 
(ed.),  Poverty,  USA:  Penguin  Book,  1972. 


soal  ekonomi  tidak  akan  mewakili  persoalan 
kemiskinan  yang  sebenarnya.'^  Kebutuhan 
manusia  sangat  beraneka  macam  yang  juga 
berkaitan  dengan  dimensi  poHtis,  kebudaya- 
an,  dan  sosial.  Sehingga  kemiskinan  pun  ti- 
dak hanya  berdimensi  tunggal,  yaitu  ekono- 
mi, tetapi  perlu  mempertimbangkan  dimen- 
si-dimensi  lainnya. 

Dimensi-dimensi  Kemiskinan 

Masalah  kemiskinan  pada  dasarnya  bu- 
kan  saja  berurusan  dengan  persoalan  ekono- 
mi tetapi  bersifat  multidimensional  karena 
dalam  kenyataannya  juga  berurusan  dengan 
persoalan-persoalan  non-ekonomi  (sosial, 
budaya,  dan  politik).  Karena  sifat  multidi- 
mensionalnya  tersebut,  maka  kemiskinan  ti- 
dak hanya  berurusan  dengan  kesejahteraan 
materi  (material  well-being)  tetapi  juga  ber- 
urusan dengan  kesejahteraan  sosial  (social 
well-being).  Untuk  mengejar  seberapa  jauh 
seseorang  memerlukan  kesejahteraan  materi 
dapat  diukur  secara  kuantitatif  seperti  da- 
lam mengukur  kemiskinan  absolut.  Namun 
untuk  mengetahui  berapa  besar  kesejahtera- 
an sosial  yang  harus  dipenuhi  seseorang, 
ukurannya  menjadi  relatif  dan  sangat  kuali- 
tatif.  Dalam  bagian  ini  yang  dipersoalkan 
bukan  berapa  ukurannya  tetapi  dimensi-di- 
mensi apa  saja  yang  menyertai  kemiskinan 


Harold  Watts,  "An  Economic  Definition  of 
Poverty"  dan  Gerald  Rosenthal,  "Identifying  the  Poor: 
Economic  Measures  of  Poverty",  keduanya  dalam  Da- 
niel P.  Moynihan  (ed.).  On  Understanding  Poverty, 
New  York:  Basic  Book  Inc.,  1969. 

'•'G.F.R.  Ellis,  "The  Dimension  of  Poverty",  dalam 
Social  Indicators  Research,  1984.  Lihat  juga  Heru  N. 
Soegiarto,  "Kemiskinan  dan  Kesenjangan  Pendapat- 
an", makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Pengem- 
bangan  Sumber  Daya  Manusia  Angkatan  1, 118-28  Okto- 
ber  1993  di  Pusat  Penelitian  Kependudukan  UGM. 
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Pertama,  yang  paling  jelas  adalah  bahwa 
kemiskinan  berdimensi  ekonomi  atau  mate- 
rial. Dimensi  ini  menjelma  dalam  berbagai 
kebutuhan  dasar  manusia  yang  sifatnya  ma- 
terial, yaitu  seperti  pangan,  sandang  dan  pe- 
rumahan.  Dimensi  ini  dapat  diukur  dalam 
rupiah  meskipun  harganya  akan  selalu  beru- 
bah-ubah  setiap  tahunnya  tergantung  dari 
tingkat  inflasi  rupiah  itu  sendiri. 

Kedua,  kemiskinan  berdimensi  sosial  dan 
budaya.  Ukuran  kuantitatif  kurang  dapat 
dipergunakan  untuk  memahami  dimensi  ini 
sehingga  ukurannya  sangat  bersifat  kualita- 
tif.  Lapisan  yang  secara  ekonomis  miskin 
akan  membentuk  kantong-kantong  kebuda- 
yaan  yang  disebut  budaya  kemiskinan  demi 
kelangsungan  hidup  mereka.  Budaya  kemis- 
kinan ini  dapat  ditunjukkan  dengan  terlem- 
baganya  nilai-nilai  seperti  apatis,  apolitis, 
fatalistik,  ketidakberdayaan,  dan  lain  seba- 
gainya.  Untuk  itu,  serangan  terhadap  kemis- 
kinan sama  artinya  pula  dengan  pengikisan 
budaya  ini.  Apabila  budaya  ini  tidak  dihi- 
langkan,  maka  kemiskinan  ekonomi  juga 
akan  sulit  untuk  ditanggulangi. 

Ketiga,  kemiskinan  berdimensi  struktu- 
ral  atau  politik,  artinya  orang  yang  menga- 
lami  kemiskinan  ekonomi  pada  hakekatnya 
karena  mengalami  kemiskinan  struktural 
dan  politis.  Kemiskinan  ini  terjadi  karena 
orang  miskin  tersebut  tidak  memiliki  sarana 
untuk  terlibat  dalam  proses  politik,  tidak 
memiliki  kekuatan  politik,  sehingga  men- 
duduki  struktur  sosial  paling  bawah.  Ada 
asumsi  yang  menegaskan  bahwa  orang  yang 
miskin  secara  struktural  dan  politis  akan 
miskin  dalam  bidang  material  (ekonomi). 
Untuk  itu,  langkah  pengentasan  kemiskinan 
yang  efektif  harus  pula  mengatasi  hambat- 
an-hambatan  yang  sifatnya  struktural  dan 
politis. 


Dimensi-dimensi  kemiskinan  ini  pada  ha- 
kekatnya merupakan  refleksi  bahwa  kebu- 
tuhan manusia  tidak  hanya  bersifat  ekono- 
mi. Untuk  itu,  program  pengentasan  kemis- 
kinan seyogyanya  juga  tidak  hanya  mem- 
prioritaskan  ekonomi  tetapi  memperhatikan 
dimensi  yang  lain.  Dengan  kata  lain,  peme- 
nuhan  kebutuhan  pokok  memang  perlu  men- 
dapat  prioritas,  namun  setelah  itu  tercapai 
seyogyanya  juga  mengejar  target  mengatasi 
kemiskinan  non-ekonomik.  Hal  ini  sejalan 
dengan  pergeseran  strategi  pembangunan 
nasional,  bahwa  yang  dikejar  bukan  semata- 
mata  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga 
pembangunan  kualitas  manusia  seutuhnya. 

Implikasi  Kebijakan 

Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas  dapat 
ditarik  kesimpulan  bahwa  kemiskinan  seba- 
gai  fenomena  sosial  tidak  saja  berdimensi 
ekonomi,  akan  tetapi  juga  berdimensi  struk- 
tural, psikologis,  kultural  dan  sebagainya. 
Karenanya,  upaya  pengentasan  kemiskinan 
juga  harus  bersifat  multidimensional.  Stra- 
tegi pengentasan  kemiskinan  yang  hanya 
mengandalkan  pada  welfare  strategy  dan 
charity  strategy  pada  dasarnya  tidak  akan 
memadai.  Perencana  pembangunan  harus- 
lah  menghayati  benar  apa  yang  menjadi 
hakekat  kemiskinan  melalui  pemahaman 
profil  kemiskinan  tanpa  mengabaikan  ,ciri 
dan  dimensi  kemiskinan.  Upaya  pengentas- 
an kemiskinan  tidak  seharusnya  terbatas 
pada  pengadaan  dan  alokasi  aset  dan  pela- 
yanan  sosial,  serta  peningkatan  pendapatan, 
akan  tetapi  juga  peningkatan  self-respect, 
dan  peluang  untuk  melakukan  mobilitas  so- 
sial dan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  da- 
lam berbagai  bentuk  pengambilan  keputus- 


'''Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  merealisasi  peru- 
musan  pembangunan  dengan  meiibatkan  masyarakat 
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Guimaraes     mengemukakan  beberapa 
strategi  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Per- 
tama,  strategi  de-linking.  Strategi  ini  dilatar- 
belakangi  oleh  asumsi  bahwa  kemiskinan 
terjadi  karena  hubungan  dependensi  antara 
kaum  miskin  dengan  elite  desa,  pelepas  uang 
dan  birokrasi.  Hubungan  dependensi  ini  ha- 
rus  dipatahkan  dan  digantikan  dengan  ben- 
tuk  hubungan  yang  lain,  misalnya  yang 
mengandalkan  interdependensi  (saling  meng- 
untungkan)  antara  kaum  miskin  dengan  pro- 
yek  atau  birokrasi  yang  lebih  bersifat  supor- 
tif  dan  memberikan  akses  kepada  sumber- 
sumber  ekonomi  daripada  bersifat  eksploi- 
tif .  Tetapi  bagaimana  pun  bentiik  hubungan 
yang  baru  itu,  ia  harus  bersifat  sustainable. 
Strategi  de-linking  ini  bukan  tanpa  kelemah- 
an.  Pilihan  di  antara  berbagai  strategi  me- 
mang  menuntut  adanya  efekti vitas  kebijak- 
an  antara  jangka  pendek  dan  jangka  pan- 
jang. 

Kedua,  strategi  pembangunan  kultural. 
Karena  kemiskinan  juga  berakar  pada  kultur 
masyarakat,  maka  pengentasan  kemiskinan 
perlu  memberi  perhatian  pada  kemiskinan 
kultural  ini.  Hal  ini  tidak  mudah  karena 
adanya  kecenderungan  budaya  kemiskinan 
tadi  melestarikan  dirinya  melalui  proses 
sosiaUsasi.  Karena  kultur  dan  struktur  ber- 


miskin  secara  penuh.  Sebagai  contoh,  bagaimana  me- 
realisasikan  program  Proyek  Kawasan  Terpadu  (PKT) 
dengan  perumus  utama  proyek  jtu  adalah  lapisan  mis- 
kin. Ini  hanya  bisa  tercapai  kalau  komunikasi  politik 
antara  pemegang  kekuasaan,  kelompok-kelompok-dan 
person-person  strategis  tidak  mengalami  distorsi.  Apa- 
bila  komunikasi  politik  mengalami  distorsi,  maka  ru- 
musan  pembangunan  hanya  mencerminkan  kepenting- 
an  bukan  lapisan  miskin.  Gejala  ini  banyak  dijumpai 
dalam  proses  pembangunan  kita. 

'^J.P.  de  Campos  Guimaraes,  "Integrated  Rural 
Development:  What  Have  We  Learned",  makalah  di- 
presentasikan  pada  Seminar  on  Integrated  Rural  Devel- 
opment in  Asia,  Bangalore,  India,  7-9  Juli  1988. 


kaitan  satu  sama  lainnya,  maka  penghapus- 
an  budaya  kemiskinan  ini  harus  dimulai  dari 
perubahan  struktural  melalui  redistribusi 
aset  dalam  masyarakat. 

Ketiga,  strategi  integrasi  spatial.  Hal  ini 
berarti  adanya  keterpaduan  antara  region- 
wide  programmes  dengan  desa  atau  kota  se- 
bagai sub-sistemnya,  di  dalam  hubungan 
yang  kompatibel  dan  konsisten.  Penerapan 
strategi  integrasi  spatial  ini  akan  memung- 
kinkan  terintegrasikannya  hubungan  desa- 
kota  di  dalam  perencanaan  pengentasan  ke- 
miskinan dengan  memperhatikan  struktur 
dan  mekanisme  pasar. 

Keempat,  strategi  desentralisasi.  Dengan 
menempatkan  fokus  pengambilan  keputus- 
an  pada  unit  yang  paling  dekat  pada  kelom- 
pok  sasaran,  akan  terwujud  keputusan-ke- 
putusan  yang  paling  merefleksikan  aspirasi 
dan  kepentingan  obyektif  kaum  miskin.  De- 
sentralisasi ini  secara  implisit  akan  terkait 
dengan  beneficiary  assessment  terhadap  pe- 
laksanaan  proyek  pembangunan,  sistem  mo- 
nitoring dan  evaluasi  yang  dirancang  berda- 
sarkan  norma  dan  kriteria  evaluasi  dari 
kaum  miskin  tadi. 

Secara  singkat  dapat  disimpulkan  bahwa 
upaya  pengentasan  kemiskinan  haruslah 
mempertanyakan  dua  hal:'^  (a)  aspek  kemis- 
kinan apa  yang  dituju  oleh  suatu  program 
pengentasan  kemiskinan;  (b)  wahana  apa 
yang  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan 
tadi.  Dengan  dua  pertanyaan  yang  spesifik 
tadi  diharapkan  bahwa  program-program 
kemiskinan  yang  mempunyai  cakupan  luas 
dan  non-spesifik  akan  menjadi  lebih  terarah. 
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Pengelompokan  Sosial  dan 
Perebutan  Sumber  Daya: 

Kasus  Arek-arek  Suroboyo  di  Jakarta 

Ruddy  Agusyanto 


Pendahuluan 


B^A  TAS-BA  TAS  kelompok  suku  bang- ' 
sa  sering  berubah-ubah  atau  tidak 
'  stabil.  Artinya,  kelompok  suku  bang- 
sa  dapat  meluas  atau  menyempit,  dengan 
kata  lain  bisa  menjadi  lebih  atau  kurang  eks- 
klusif  (lihat  Horowitz,  1975).  Batas-batas 
kelompok  suku  bangsa  menyempit  atau  me- 
luas adalah  salah  satu  strategi  adaptasi  dari 
sebuah  kelompok  suku  bangsa  dalam  rangka 
menjaga  dan  memelihara  eksistensinya  se- 
suai  dengan  lingkungan  yang  dihadapinya. 
Begitu  juga  yang  terjadi  dengan  pengelom- 
pokan sosial  Arek-arek  Suroboyo  di  Jakar- 
ta. Mereka  berusaha  mengaktifkan  identitas 
kesamaan  daerah  asal  yang  merupakan  mo- 
difikasi  atau  perluasan  atau  diferensiasi  dari 
suku  bangsa  Jawa  yang  ada  di  Jawa  Timur 
guna  mendapatkan  dukungan  solidaritas  da- 
lam rangka  perebutan  sumber  daya  di  Jakar- 
ta. 

Salah  satu  pendorong  yang  menyebab- 
kan  terjadinya  perluasan  batas-batas  suku 


bangsa  yang  terjadi  pada  kelompok  Arek- 
arek  Suroboyo  adalah  lingkungan  yang  diha- 
dapi,  yaitu  masyarakat  Jakarta  itu  sendiri. 
Pluralisme  masyarakat  Jakarta  mendorong 
setiap  suku  bangsa  mengaktifkan  identitas 
kesukubangsaannya  dalarii  arti  membentuk 
kelompok- kelompok  kesukubangsaan  yang 
cenderung  eksklusif  dalam  menghadapi  ke- 
langkaan  sumber  daya  yang  tersedia  di  Ja- 
karta. Seperti  juga  yang  dikatakan  oleh 
Barth  bahwa  suku  bangsa  mempunyai  po- 
tensi  lebih  besar  dibanding  identitas  umur 
dan  jenis  kelamin  untuk  menjadi  wadah  bagi 
kekuatan  politik  (dalam  kasus  ini  adalah  pe- 
rebutan sumber  daya)  karena  di  dalam  pro- 
ses penggolongannya  (menggunakan  kebu- 
dayaan  sebagai  atribut)  melibatkan  emosi 
dan  perasaan  yang  berakar  dalam  kehidupan 
manusia  (Barth:  1969).  Identitas  suku  bang- 
sa ini  akan  muncul  bila,  dalam  interaksi, 
menghadapi  suku  bangsa  lain.  Jadi,  tidak  se- 
tiap saat  identitas  suku  bangsa  yang  muncul 
dalam  interaksi  sosial  bersifat  situasional. 

Berangkat  dari  kerangka  pemikiran  ini, 
penulis  mencoba  mengkaji  bagaimana  pro- 


KASUS  AREK-AREK  SUROBOYO 


205 


ses  dan  mekanisme  kelompok  Arek-arek  Su- 
roboyo  mengaktifkan  atau  memanipulasi 
identitas  kedaerahan  asal  untuk  mendapat- 
kan  solidaritas  dalam  rangka  perebutan 
sumber  daya  di  tengah-tengah  kelompok- 
kelompok  suku  bangsa  lain  di  kota  Jakarta. 

Arek-arek  Suroboyo  dan  Langkanya 
Sumber  Daya  Kota  Jakarta 

Menurut   Koentjaraningrat,   di  dalam 
hampir  semua  masyarakat  di  dunia,  baik 
yang  amat  sederhana  maupun  yang  amat 
kompleks  sifatnya,  dalam  pergaulan  antar 
individu  ada  perbedaan  kedudukan  dan  de- 
rajat  atau  status  (Koentjaraningrat,  1981). 
Adanya  perbedaan  status  dalam  pergaulan 
antar  individu,  salah  satunya  menyebabkan 
timbulnya  stratifikasi  hirarkis  dalam  suatu 
masyarakat,  yang  mendudukkan  seseorang 
pada  posisi  golongan  status  sosial  entah  ren- 
dah,  kurang  terpandang,  atau  menengah 
maupun  golongan  status  atas.  Setiap  golong- 
an status  sosial  memiliki  atau  membentuk 
gaya  hidupnya  sendiri,  juga  adat  kebiasaan 
yang  khas  serta  sikap  yang  berbeda  pula  se- 
waktu  berhadapan  atau  berinteraksi  dengan 
individu  dari  golongan  status  sosial  lain. 

Golongan  status  rendah  atau  kurang  ter- 
pandang cenderung  bersikap  hormat,  sopan, 
bahkan  kadang-kadang  siap  sedia  menjadi 
pesuruh  atau  bersikap  patuh  kepada  indivi- 
du-individu  dari  golongan  status  yang  lebih 
terpandang.  Sebagian  individu  dari  golong- 
an status  sosial  bawah/rendah  tersebut 
menganggap  bahwa  sikap  merendah  seperti 
itu  merupakan  suatu  "tekanan".  Hal  ini  me- 
nimbulkan  keinginan-keinginan  untuk  dapat 
menempati  posisi  status  sosial  yang  lebih  ter- 
pandang, karena  itulah  para  orang  tua  se- 
ringkali  menganjurkan  anak-anaknya  agar 


berusaha  supaya  bisa  mengangkat  derajat 
keluarganya  dan  jangan  sampai  mengalami 
nasib  yang  sama  dengan  orang  tua  mereka. 
Kecenderungan  usaha  meningkatkan  jen- 
jang  status  sosial  itu  terjadi  pula  pada  kaum 
imigran  dari  kota  Surabaya  yang  berstatus 
sosial  rendah  di  Jakarta.' 

Jakarta  sebagai  ibukota  Negara  Repu- 
blik  Indonesia  memiliki  daya  tarik  yang  me- 
mukau,  termasuk  kemudahan  mencari  naf- 
kah  dan  meraih  kesuksesan  atau  menaikkan 
taraf  hidup,  yang  tidak  terdapat  di  kota- 
kota  besar  lain  di  Indonesia.^  Hal  inilah 
yang  mengundang  penduduk  luar  Jakarta 
untuk  mengadu  nasib  dengan  harapan  dapat 
hidup  lebih  layak  dari  sebelumnya.  Tidak  se- 
dikit  penduduk  kota  Surabaya  dan  sekitar- 
nya  yang  hijrah  ke  Jakarta,  terutama  kaum 
mudanya.  Sebagian  dari  mereka  tertarik 
pergi  ke  Jakarta  karena  pengaruh  ajakan 
teman  atau  kerabat,  dan  ada  juga  yang  da- 
tang  karena  inisiatif  sendiri  dengan  berbagai 
alasan.  Sebagian  besar  dari  mereka  kurang 
memperdulikan  atau  berpikir  tentang  ke- 
mampuan  atau  modal  keahlian  apakah  yang 
dimilikinya  sebagai  persiapan  untuk  mem- 
peroleh  pekerjaan  atau  penghasilan  di  kota 
yang  akan  ditujunya  tersebut,  apalagi  modal 
yang  berupa  materi.  Akibatnya,  seringkali 
kekurang-pedulian  itu  hanya  menambah 


'"Banyak  juga  orang  dengan  kedudukan  sosial  dan 
ekonomi  rendah,  tetapi  mempunyai  cita-cita  agar  anak- 
nya  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  orang 
tuanya.  Di  samping  itu  ada  pula  orang  tua  yang  berpen- 
dapat  bahwa  yang  penting  ialah  agar  kehidupan  ekono- 
mi anaknya  di  kemudian  hari  dapat  tercukupi"  (Soe- 
djito:  1986,  45).  Dan,  lihat  Suparlan,  dalam  Kern iskin- 
an  di  Perkotaan. 

Banyak  masyarakat  desa  yang  beranggapan  bahwa 
di  Jakarta  banyak  pekerjaan  dan  mudah  mencari  uang. 
Anggapan  semacam  itu  berdasarkan  keterangan  yang 
diperoleh  terutama  dari  orang-orang  desa  yang  bekerja 
di  Jakarta  (PPMPL  DKI:  1980,  65). 
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jumlah  pengangguran  dan  meningkatnya 
angka  kriminalitas  sebab  di  kota  Jakarta  ini 
mereka  tidak  berhasil  memperoleh  peker- 
jaan  yang  layak  dan  terpaksa  menghalalkan 
segala  cara.  Seperti  halnya  yang  ditegaskan 
oleh  Suparlan: 

"Kesembilan,  mereka  yang  tergolong  berpenghasil- 
an  rendah  pada  umumnya  sadar  akan  kerendahan 
dan  kelemahan  kedudukan  sosial  dan  ekonomi  me- 
reka dalam  struktur  kota  Jakarta  (di  mana  yang 
kaya  sangat  kaya  dan  yang  miskin  sangat  miskin). 
Sebagian  dari  mereka  menerima  kenyataan  ini  de- 
ngan  pasrah  (fatalistik),  sedangkan  sebagian  lain- 
nya  memberontak  dan  terlibat  dalam  berbagai  ke- 
giatan  kriminil.  Jumlah  kedua  golongan  yang  ber- 
tentangan  ini  amat  kecil  dibandingkan  dengan  jum- 
lah mereka  yang  berada  di  antara  kedua  golongan 
ini,  yaitu  mereka  yang  mempunyai  kecenderungan 
untuk  pasrah  tetapi  yang  pada  kesempatan-kesem- 
patan  di  mana  mereka  dapat  menggunakannya  un- 
tuk memperoleh  keuntungan  akan  mereka  gunakan 
walaupun  harus  melanggar  hukum  yang  berlaku" 
(Suparlan:  1980,  him.  12). 

Kaum  migran  Surabaya  ini  harus  ber- 
juang  keras  demi  pemenuhan  kebutuhan  hi- 
dup  mereka  agar  bisa  tetap  bertahan  hidup 
(survive)  di  kota  Jakarta.  Untuk  hal  ini, 
mereka  bersikap  tidak  memilih-milih  jenis 
pekerjaan.  Apa  saja  jenis  pekerjaan  yang  di- 
peroieh  tidak  jadi  masalah;  yang  penting  ke- 
butuhan hidup  mereka  terpenuhi.  Sesuai  de- 
ngan situasi  dan  kondisi  yang  berkaitan  de- 
ngan kelangkaan  sumber  daya  yang  tersedia 
di  Jakarta,  kegiatan  ekonomi  yang  ada  sa- 
ngat beragam  dan  tidak  harus  sesuai  dengan 
kemampuan  dan  minat  masing-masing  indi- 
vidu  yang  bersangkutan.  Dalam  mencapai 
tujuan  tersebut,  tak  jarang  pula  mereka  ter- 
paksa menggunakan  kekerasan.  Dengan  de- 
mikian,  para  migran  dari  kota  Surabaya  dan 
sekitarnya  ini  benar-benar  dituntut  memiliki 
daya  adaptasi  yang  tinggi  agar  mereka  tetap 
survive  di  kota  Jakarta  ini. 

Sebagaimana  halnya  para  migran  dari 


kota  Surabaya  dan  sekitarnya,  para  migran 
dari  berbagai  daerah  dan  kota  lainnya  di  In- 
donesia yang  datang  dan  hidup  di  Jakarta 
mengalami  hal  yang  serupa.  Dengan  kondisi 
semacam  ini,  tidak  heran  bila  sumber  daya 
yang  ada  di  Jakarta  semakin  terasa  "lang- 
ka"  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  keahli- 
an  dan  jaringan  sosial  ke  arah  sumber  daya 
yang  tersedia.  Akibatnya,  berbagai  bentuk 
"cara"  muncul  dalam  rangka  memperoleh 
sumber  daya.  Salah  satu  cara  adalah  dengan 
mengaktifkan  identitas  suku  bangsa  untuk 
dapat  ikut  menikmati  dan  menjaga  sumber 
daya  yang  langka  tersebut,  yang  telah  ber- 
hasil diperoleh  atau  dikuasainya.  Maka  ter- 
wuj udlah  pengelompokan- pengelompokan 
berdasarkan  kesukubangsaan,  dan  Arek- 
arek  Suroboyo  adalah  salah  satu  bentuk  per- 
wujudan  dari  modifikasi  pengelompokan 
berdasarkan  kesukubangsaan  tersebut. 


"Pluralisme"  Arek-arek  Suroboyo 

Arek-arek  Suroboyo  bergabung  berda- 
sarkan persamaan  bidang  mata  pencaharian 
dan  minat  di  suatu  wilayah  (sumber  daya  ter- 
tentu),  di  Jakarta.  Mereka  mengelompok 
terbagi  menurut  wilayah,  seperti  Arek-arek 
Suroboyo  Blok  M,  Terminal  Pulo  Gadung, 
Terminal  Rawamangun,  Stasiun  Kereta  Api 
Senen,  Stasiun  Kereta  Api  Gambir,  Jl.  Sa- 
bang  dan  masih  banyak  lagi  lainnya.  Sekali- 
pun  mungkin  mereka  tidak  berhubungan,  te- 
tapi mudah  untuk  meminta  bantuan  jika  me- 
ngalami kesulitan  berkaitan  dengan  sumber 
daya  yang  dikuasainya.  Kelompok  Arek- 
arek  Suroboyo  ini  menurut  pandangan  dan 
penilaian  masyarakat  adalah  kelompok 
anak-anak  nakal,  berandalan  atau  istilah 
Jakarta-nya  yaitu  preman  atau  prokem. 

Pengelompokan  sosial  ini  berdasarkan 
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persamaan  daerah  asal,  yaitu  Surabaya  dan 
sekitarnya.  Mereka  menyebut  identitasnya 
sebagai  orang  Wetan  (Timur)  yang  berarti 
orang-orang  yang  berasal  dari  Jawa  Timur, 
dan  orang  luar  menyebut  mereka  sebagai 
"Arek"  (karena  sebutan  "arek"  adalah 
khas  bagi  masyarakat  Surabaya  dan  sekitar- 
nya yang  tidak  ada  atau  dipergunakan  oleh 
orang  Jawa  kecuali  orang-orang  Jawa  Sura- 
baya dan  sekitarnya).  Dalam  pengelompok- 
an  sosial  ini,  menggunakan  kebudayaan  atau 
sub-kebudayaan  sebagai  atributnya  di  mana 
simbol  atau  gejala  yang  tampak,  yaitu  ben- 
tuk  kebudayaan  atau  sub-kebudayaan  yang 
bersifat  membedakan  yang  biasanya  diguna- 
kan  untuk  menentukan  identitas  para  anggo- 
tanya  dan  orang  Iain;  dan  nilai-nilai  dasar, 
misalnya  standar  moral  yang  digunakan 
anggota  untuk  menilai  perilaku  seseorang. 
Di   dalam   proses   penggolongan  dengan 
menggunakan  atribut  kebudayaan  atau  sub- 
kebudayaan  ini  melibatkan  emosi  dan  pera- 
saan,  yang  di  dalamnya  tercakup  atau  ber- 
sangkutpaut  dengan  eksistensi  dan  kelang- 
sungan  hidup  kelompok  yang  bersangkutan, 
sebagaimana  halnya  suku  bangsa  sehingga 
sangat  mudah  untuk  membangkitkan  rasa 
solidaritas  guna  pencapaian  tujuan-tujuan 
para  pelaku  yang  bersangkutan  (lihat  Barth: 
1969). 

Selayaknya  identitas  suku  bangsa,  "Arek 
Suroboyo"  juga  dibentuk  oleh  komponen 
rasional  dan  irrasional  (Devos  dan  Roma- 
nucci  Ross:  1982).  Di  satu  pihak,  pemakaian 
secara  rasional  untuk  berbagai  kepentingan 
seperti  politis,  ekonomik  seperti  yang  kita 
lihat  dalam  rangka  perebutan  sumber  daya 
dengan  pengaktifan  identitas  "Arek  Suro- 
boyo", dan  sebagainya.  Di  lain  pihak,  ter- 
dapat  ciri-ciri  irrasional  tertentu  sebagai 
counter  bagi  kepentingan  eksistensi  dan  kon- 
tinuitas  kelompok  Arek  Suroboyo  itu  sen- 
diri. 


Mereka,  Arek-arek  Suroboyo  ini  tidak 
menutup  diri  untuk  menerima  anggota  dari 
suku  bangsa  lain  (selain  orang  Jawa,  khusus- 
nya  Jawa  Timur).  Sebenarnya,  hal  ini  juga 
terjadi  di  Surabaya  karena  selain  adanya  do- 
minasi  sub-kebudayaan  Jawa  Timur  juga 
adanya  "sejarah  perjuangan"  yang  menya- 
tukan  masyarakat  Surabaya  dan  sekitarnya 
(tanpa  memandang  kesukubangsaan)  ke  da- 
lam satu  identitas,  yaitu  "Arek  Suroboyo"^ 
sebagaimana  halnya  suku  bangsa  baru.  Ha- 
nya,  di  Jakarta  dimodifikasi  atau  mengalami 
perluasan  batas-batas  identitas  "Arek  Suro- 
boyo" ini.  Tadinya,  identitas  "Arek  Suro- 
boyo" ini  berlaku  bagi  orang-orang  yang  di- 
lahirkan  dan  atau  dibesarkan  di  Jawa  Ti- 
mur, khususnya  Surabaya.  Kini  di  Jakarta 
tidak  tertutup  kemungkinan  bagi  mereka 
(berbagai  suku  bangsa)  yang  bukan  lahir  dan 
atau  dibesarkan  di  Jawa  Timur.  Fleksibilitas 
atau  meluasnya  batas-batas  "etnik"  (Arek 
Suroboyo)  adalah  sangat  adaptif  dalam  me- 
nunjang  keberadaan  kelompok  Arek-arek 
Suroboyo  di  Jakarta  yang  masyarakatnya 
majemuk,   dengan  pengelompokan-penge- 
lompokan  suku  bangsanya  dalam  rangka  pe- 
rebutan sumber  daya. 

Oleh  karena  itu,  kelompok  Arek-arek 
Suroboyo  dapat  digolongkan  ke  dalam  dua 
kategori  besar,  yaitu: 

1.  Individu  yang  lahir  dan  atau  dibesarkan 
di  Jawa  Timur; 

2.  Individu  yang  lahir  dan  atau  dibesarkan 
bukan  di  Jawa  Timur. 


^Makna  yang  paling  dalam  Peristiwa  10  November 
1945  di  Surabaya  adalah  lahirnya  sebuah  ungkapan 
kata  Arek  Suroboyo  yang  kemudian  memiliki  potensi 
spiritual  yang  begitu  hebat  bagi  warga  kota  Surabaya 
maupun  di  dada  seluruh  penduduk  Jalim.  Dua  kata  ber- 
tuah  itu  selalu  mencuat  apabila  warga  Jatim  mengingin- 
kan  sebuah  simbol  penyatu  dan  pendorong  semangat 
{Surabaya  Post,  10  November  1989). 
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/.  Individu  yang  Lahir  dan  atau  Dibesarkan 
di  Jawa  Timur 

Arek-arek  Suroboyo  yang  termasuk  da- 
lam  kategori  ini  adalah  individu-individu 
baik  dari  suku  bangsa  Jawa-Madura  (Jawa 
Timur)  maupun  non-suku  bangsa  Jawa-Ma- 
dura yang  lahir  dan  atau  dibesarkan  di  Sura- 
baya atau  lebih  luasnya  yaitu  Jawa  Timur. 
Mereka  yang  bukan  berasal  dari  suku  bang- 
sa Jawa-Madura  yang  lahir  dan  atau  dibesar- 
kan di  Jawa  Timur,  mereka  ini  boleh  dibi- 
lang  sudah  melebur  menjadi  satu  dengan 
warga  setempat.  Mereka  dianggap  sebagai 
warga  atau  anggota  masyarakat  yang  tidak 
dibedakan  dengan  warga  penduduk  asli,  me- 
reka telah  terintegrasi  ke  dalam  satu  identi- 
tas  "suku  bangsa  baru"  yaitu  "Arek  Suro- 
boyo". Hal  ini  tampak  jelas  dengan  "buda- 
ya  tawuran"  (perkelahian  massal)  di  mana 
bukan  suku  bangsa  berhadapan  dengan  suku  ■ 
bangsa  melainkan  kesatuan  wilayah  (kam- 
pung)  melawan  kesatuan  wilayah  lainnya. 
Mereka  tidak  menggunakan  identitas  suku 
bangsanya  dalam  interaksi  dengan  individu- 
individu  lain  kecuali  bila  bertemu  dengan 
orang  yang  berasal  dari  suku  bangsa  yang 
sama,  dan  bahkan  seringkali  mereka  tetap 
mengaku  sebagai  orang  Jawa  Timur. 

Mereka  yang  termasuk  dalam  kategori 
sebagai  individu-individu  yang  lahir  dan 
atau  dibesarkan  di  Jawa  Timur  inilah  yang 
membawa  dan  memberlakukan  adat  kebia- 
saan  atau  sistem  nilai  dan  aturan-aturan 
perilaku  sebagai  pedoman  dalam  bertindak 


''Di  antara  kapasitas-kapasitas  yang  khusus  dipunyai 
manusia,  yang  tidak  dipunyai  hewan,  adalah  kemam- 
puannya  untuk  memanipulasi  identitas-identitasnya, 
termasuk  identitas  etniknya.  Identitas  tersebut  dapat  di- 
persempit  atau  dibuang,  dan  dapat  juga  dikembangkan 
atau  diaktifkan  untuk  sesuatu  yang  penting  sebagai  ke- 
rangka  acuan  kehidupan  sosialnya  (Suparlan:  1986,  1). 


dan  menilai  perilaku  seseorang,  lebih  khu- 
susnya  sub-budaya  prokem  kota  Surabaya 
dan  sekitarnya.  Dan,  saat-saat  tertentu, 
biasanya  setelah  selesai  "bekerja"  mereka 
berkumpul  untuk  "minum-minum"  dengan 
cara  bandararr'  sebagai  salah  satu  proses 
pemisahan  dan  penyatuan  yang  fungsinya 
sebagai  pelestarian  batas-batas  "Arek  Suro- 
boyo" sehingga  mereka  tetap  berbeda  de- 
ngan kelompok  "suku  bangsa"  lain  (lihat 
Barth:  1969). 

2.  Individu-individu  yang  Lahir  dan  atau 
Dibesarkan  Bukan  di  Jawa  Timur 

Individu-individu  yang  pernah  tinggal  di 
Jawa  Timur  untuk  beberapa  waktu  sehingga 
dapat  berbahasa  dan  mengerti  norma-nor- 
ma,  aturan-aturan  atau  adat-kebiasaan  ke- 
lompok prokem  Jawa  Timur.  Begitu  mereka 
pindah  ke  Jakarta,  telah  dianggap  oleh 
kelompok  Arek-arek  Suroboyo  sebagai  indi- 
vidu-individu yang  sama  kedudukannya  de- 
ngan individu-individu  yang  lahir  dan  atau 
dibesarkan  di  Surabaya  atau  Jawa  Timur  ka- 
rena  mereka  dapat  berperilaku  sesuai  de- 
ngan kerangka  acuan  sub-kebudayaan  Jawa 
Timur. 


Kegiatan  minum-minuman  keras  (mengandung  al- 
kohol)  secara  bergantian  dengan  satu  gelas  (mereka  du- 
duk  bersama  membentuk  lingkaran),  sesuai  dengan  gi- 
lirannya,  bisa  urut  searafi  jarum  jam  atau  kebalikan- 
nya.  Ada  individu  yang  bertugas  sebagai  bandar  (sema- 
cam  bartender;  salah  satu  dari  mereka)  yang  menuang- 
kan  minuman  bila  gelas  telah  kosong  dan  memberikan 
gelas  yang  sudah  berisi  minuman  keras  kepada  giliran 
berikutnya,  serta  bertugas  sebagai  tukang  op/os  (men- 
campur  minuman).  Biasanya  dalam  acara  ini,  mereka 
saling  tukar  informasi,  saling  bercerita  suka-duka  da- 
lam pekerjaan  masing-masing  sambil  bersenda-gurau; 
dan  yang  paling  penting  mereka  bernostalgia  tentang 
kehidupan  masing-masing  sewaktu  di  Surabaya  ~  mere- 
ka secara  tidak  langsung  menegaskan  bahwa  mereka 
adalah  satu  kelompok,  yaitu  Arek  Suroboyo. 
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Bagi  mereka  yang  dari  ketegori  ini,  ma- 
nipulasi  sistem  referensi  untuk  bertindak 
dari  sub-kebudayaan  Arek  Suroboyo  adalah 
untuk  mendapatkan  perlakuan  --  baik  hak 
dan  kewajiban  yang  sama  dengan  individu- 
individu  dari  kategori  mereka  yang  dilahir- 
kan  dan  atau  dibesarkan  di  Jawa  Timur. 

Begitu  juga  bagi  individu  dari  suku  bang- 
sa  Jawa  yang  berasal  bukan  dari  Jawa  Ti- 
mur. Hanya  mereka  ini  lebih  mudah  dalam 
mengadaptasikan  diri  karena  selain  bahasa- 
nya  masih  banyak  persamaan  juga  nilai-nilai 
sebagai  orang  Jawa  tidaklah  terlalu  berbeda 
dengan  orang-orang  Jawa  Timur.  Dan,  se- 
ringkali  mereka  ini  dalam  berinteraksi  meng- 
gunakan  struktur  yang  lebih  "besar"  yaitu 
struktur  suku  bangsa  Jawa  demi  tujuan- 
tujuan  individu  yang  bersangkutan. 

Berikutnya  adalah  mereka  yang  berasal 
dari  suku  bangsa  bukan  Jawa- Madura,  na- 
mun  karena  pergaulan  sehari-hari  selama  di 
Jakarta  dengan  orang-orang  Surabaya  atau 
Jawa  Timur  maka  dengan  mudah  mereka 
bisa  belajar  dan  mengadopsi  sistem  referensi 
perilaku  Arek-arek  Suroboyo.  Mereka 
menggabungkan  diri  dengan  Arek-arek  Su- 
roboyo adalah  untuk  tujuan  dapat  ikut  me- 
nikmati  sumber  daya  yang  dikuasai  oleh 
Arek-arek  Suroboyo,  atau  untuk  mendapat- 
kan dukungan/rasa  solidaritas  guna  menja- 
ga  sumber  daya  yang  dikuasainya. 

Perbedaan  kedua  kategori  di  dalam  iden- 
titas  tersebut  biasanya  muncul  jika  terjadi 
kesalah-pahaman  atau  konflik  antara  ang- 
gota  dari  kategori  yang  berbeda.  Sebagai 
contoh  dalam  kasus  Arek-arek  Suroboyo  di 
Monas,  Jakarta  (penelitian  lapangan  tahun 
1989),  di  mana  individu  dari  kategori  perta- 
ma  terlibat  dalam  konflik  fisik  dengan  indi- 
vidu dari  kategori  kedua.  Waktu  itu  teman- 
teman  mereka,  tak  seorangpun  yang  mem- 


bela  salah  satu  di  antara  mereka,  namun 
berusaha  mendamaikan  dengan  diingatkan 
bahwa  mereka  berdua  sebenarnya  tidak 
perlu  berkelahi  apalagi  sampai  saling  bunuh 
karena  mereka  semua  (Arek-arek  Suroboyo 
yang  hidup  di  Monas)  adalah  senasib.  Me- 
mang  pada  saat  itu  mereka  berdua  setuju  un- 
tuk saling  memaafkan,  akan  tetapi  individu 
dari  kategori  pertama  merasa  tidak  puas  de- 
ngan cara  penyelesaian  semacam  itu.  Dia 
merasa  bahwa  teman-temannya  tidak  adil 
dalam  masalah  ini,  maka  secara  tiba-tiba  dia 
berkata: 

"Mosok  Arek  Suroboyo  kalah  ambek  arek  Sema- 
rang,  dorong  ono  cerilane.  A  was  sampek  kedaden 
mane,  tak  pateni  koen"  (Masa  Anak  Surabaya  ka- 
lah dengan  anak  Semarang,  belum  ada  ceritanya. 
Awas  kalau  terjadi  lagi,  saya  bunuh  kamu). 

Jelas,  bahwa  individu  dari  kategori  pertama 
berusaha  untuk  membangkitkan  perasaan 
dan  emosi  dari  teman-temannya  bahwa  la- 
wannya  (individu  dari  kategori  kedua)  ada- 
lah sebenarnya  "berbeda"  guna  mendapat- 
kan dukungan. 

Hal  seperti  ini  juga  terjadi  bila  menyang- 
kut  rahasia  pribadi  (menyangkut  pekerjaan), 
individu  akan  bercerita  pada  teman-teman 
yang  dianggap  "dekat",  dan  umumriya  dari 
kategori  yang  sama.  Begitu  pula  dalam  men- 
cari  partner  "operasi".^ 

Namun  demikian,  kedua  kategori  ini 
dapat  melebur  menjadi  satu  sehingga  tidak 
tampak  perbedaan-perbedaan  yang  ada.  Hal 
ini  terjadi  bila  ada  gangguan  terhadap  sum- 
ber daya  yang  dikuasainya.  Mereka  berga- 
bung  menjadi  satu  untuk  menghadapi  "pi- 
hak  luar"  yang  berusaha  merebut  sumber 

^Kegiatan  ekonomi  illegal,  dalam  pengertian  berten- 
tangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  dalam  rangka  pe- 
menuhan  kebutuhan  hidup,  misalnya  merampok,  men- 
curl,  menjambret  dan  sejenisnya. 
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daya  mereka,  seperti  kata-kata  yang  diucap- 
kan  oleh  salah  seorang  Arek  Suroboyo  di 
Monas: 

"Kita  di  sini  berada  dalam  satu  atap,  dalam  arti  ma- 
kan  tidak  makan  bersama,  resiko  juga  ditanggung 
bersama,  makanya  kita  harus  solider  terhadap  te- 
man.  Rasa  ini  harus  dimiiiki  oleh  semua  anak  yang 
carl  makan  di  sini.  Jadi,  jika  terjadi  perselisihan 
antar  teman  sebaiknya  kita  damaikan,  kecuali  de- 
ngan  orang  luar  maka  kita  semua  harus  turun  ta- 
ngan". 

Kita  melihat  bahwa  Arek-arek  Suroboyo 
sendiri  sebenarnya  di  daerah  asalnya  yaitu 
Surabaya  atau  Jawa  Timur,  belum  tentu  ber- 
teman  dan  kebanyakan  dari  mereka  itu  ber- 
asal  dari  berbagai  kelompok  prokem  (mar- 
ginal) yang  berbeda  bahkan  ada  yang  saling 
bermusuhan,  namun  di  Jakarta  mereka  ber- 
satu.  Kondisi  di  Jakarta  yang  bermasyarakat 
majemuk  -  yang  terdiri  atas  bermacam- 
macam  suku  bangsa  -  dalam  interaksi  sosial 
saling  mempertahankan  batas-batas  suku 
bangsa  masing-masing  dan  terwujud  sebagai 
saling  membentuk  kelompok-kelompok 
suku  bangsa  yang  eksklusif.^ 

Keterbatasan  sumber  daya  cenderung 
menciptakan  kelompok-kelompok  suku 
bangsa  guna  bersaing  memperebutkan  sum- 
ber daya  yang  tersedia,  karena  rasa  kesuku- 
bangsaan  (komponen  irrasional)  sangat  mu- 
dah  dibangkitkan  untuk  memperoleh  solida- 
ritas  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  pelaku 
yang  bersangkutan.  Begitu  juga  yang  terjadi 
dengan  pengelompokan  sosial  Arek-arek  Su- 
roboyo adalah  untuk  menghadapi  lawan 
yang  mungkin  berkekuatan  sama  atau  lebih 


Pada  dasarnya  setiap  anggota  masyarakat  In- 
donesia adalah  warga  masyarakat  suku  bangsa,  yang 
lahir  dalam  suatu  keluarga  yang  merupakan  kesatuan 
sosial  terkecil  dari  sistem  kekerabatan  -  yang  terwujud 
dari  kebudayaan  salah  satu  suku  bangsa  yang  ada  di  In- 
donesia (Suparlan:  1978). 


untuk  mempertahankan  sumber  daya  yang 
telah  dikuasainya  agar  tetap  survive,  Na- 
mun, Arek-arek  Suroboyo  memperluas 
batas-batas  suku  bangsa  yang  tradisional, 
dalam  arti  menjadi  kurang  eksklusif  atau 
lebih  terbuka  terhadap  suku  bangsa  lain 
yang  berlandaskan  pada  "identitas"  masya- 
rakat Jawa  Timur  yang  terbentuk  saat  per- 
juangan  -  yang  dikenal  dengan  Peristiwa  10 
November. 

Arck  Suroboyo  Sebagai  "Suku  Bang- 
sa Baru":  Analisa  dan  Kesimpulan 

Sebagaimana  halnya  suku  bangsa,  ke- 
lompok "Arek-arek  Suroboyo"  ditinjau 
dari  segi  sosial  dapat  dipandang  sebagai 
suatu  organisasi  atau  tatanan  sosial.  Yaitu 
mampu  menentukan  ciri  khasnya  sendiri, 
yang  dapat  dilihat  oleh  kelompok  suku 
bangsa  lain.  Ciri  khasnya  bersifat  kategoris, 
yaitu  ciri  khas  yang  mendasar  dan  umum 
-  yang  menentukan  seseorang  termasuk  ke- 
lompok suku  bangsa  mana,  dan  ini  dapat  di- 
perkirakan  dari  latar  belakang  asal-usulnya, 
yaitu  lahir  dan  atau  dibesarkan  di  Jawa  Ti- 
mur. Sebagai  organisasi  sosial,  identitas 
"Arek  Suroboyo"  terbentuk  bila  seseorang 
menggunakan  identitas  tersebut .  dalam 
mengkategorisasikan  dirinya  dan  orang  lain 
untuk  tujuan  interaksi. 

Bagaimana  hal  ini  dapat  terjadi,  bahwa 
"Arek  Suroboyo"  tersebut  dipandang  seba- 
gai suatu  suku  bangsa?  "Arek  Suroboyo" 
adalah  salah  satu  kelompok  atau  organisasi 
sosial  yang  diikat  atas  dasar  budaya.  Mereka 
terdiri  dari  orang  yang  memiliki  kesadaran 
diri  dan  merasa  sebagai  satu  kesatuan  atau 
golongan  yang  disatukan  oleh  tradisi-tradisi 
tipikal  (yang  mendasar  dan  umum)  yang  di- 
miiiki bersama,  yang  tidak  dimiiiki  oleh  ke- 
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lompok  atau  golongan  lain.  Seperangkat  tra- 
disi  tersebut  adalah  bahasa,  kontinuitas  se- 
jarah,  keturunan  dan  tempat  asal-usul,  ter- 
masuk  konsep-konsep  mengenai  kontinuitas 
generasional  dan  eksistensi  "Arek-arek  Su- 
roboyo",  sehingga  identitas  "Arek  Suro- 
boyo"  sebagai  suku  bangsa  sulit  dihilang- 
kan.  Bedanya  dengan  suku  bangsa  adalah 
sifat  keanggotaannya  tidak  hanya  melalui 
kelahiran  tetapi  lebih  menekankan  pada 
lahir  dan  atau  dibesarkan  di  Jawa  Timur  (li- 
hat  Surabaya  Post,  1989). 

Oleh  karena  itu,  "Arek  Suroboyo" 
menggunakan  kebudayaan  atau  sub-kebuda- 
yaan  sebagai  atributnya,  yang  biasanya  di- 
gunakan  untuk  menentukan  identitas  sese- 
orang,  misalnya  standar  moral  yang  diguna- 
kan  untuk  menilai  perilaku  seseorang.  Ti- 
daklah  menjadi  masalah  seberapa  berbeda- 
nya  perilaku  yang  tampak  ini.  Bila  mereka 
menyatakan  A  sebagai  kelompok  yang  ber- 
beda  dari  kelompok  B,  itu  berarti  mereka 
ingin  diperlakukan  dan  dinilai  perilakunya 
dengan  tata  nilai  atau  sistem  nilai  dari  ke- 
lompok A  dan  bukan  dari  kelompok  B. 

Dengan  demikian,  adanya  perbedaan  ter- 
sebut bukanlah  ditentukan  oleh  tidak  terja- 
dinya  interaksi  atau  kontak  antara  "Arek 
Suroboyo"  dengan  kelompok  suku  bangsa 
lain,  namun  lebih  ditentukan  oleh  adanya 
proses-proses  sosial  berupa  pemisahan  dan 
penyatuan  sehingga  perbedaan  kategori  te- 
tap  dipertahankan  meskipun  terjadi  pertu- 
karan  peran-serta  keanggotaan  di  antara 
unit-unit  "Arek  Suroboyo"  dalam  perjalan- 
an  hidupnya.  Ini  bisa  kita  lihat  bahwa 
"Arek  Suroboyo"  tetap  mempertahankan 
identitasnya  biarpun  ada  anggota-anggota- 
nya  yang  berinteraksi  dengan  kelompok 
lain.  Ini  menandakan  adanya  suatu  kriteria 
untuk  menentukan  keanggotaan  kelompok 
"Arek  Suroboyo",  dan  berfungsi  sebagai 


cara  untuk  menandakan  mana  yang  anggota 
dan  mana  yang  bukan.  Batas  tersebut  meru- 
pakan  pola  perilaku  dan  hubungan  sosial 
yang  kompleks. 

Kasus  pengelompokan  sosial  Arek-arek 
Suroboyo  ini  sangat  menarik  seperti  yang 
telah  diuraikan  sebelumnya  bagaimana  pro- 
ses dan  mekanisme  mereka  sebagai  kelom- 
pok sosial,  dalam  hal  ini  kelompok  "suku 
bangsa  baru",  dalam  menghadapi  lingkung- 
an  kota  Jakarta  yang  masyarakatnya  ma- 
jemuk  dengan  sumber  dayanya  yang  terba- 
tas.  Di  balik  semua  itu,  sebenarnya  di  dalam 
diri  kelompok  Arek-arek  Suroboyo  sendiri 
banyak  terdapat  masalah-masalah  hubung- 
an antar  suku  bangsa  karena  mereka  (Arek 
Suroboyo)  pada  dasarnya  adalah  "masyara- 
kat"  plural  sebagaimana  halnya  masyarakat 
Jakarta,  yang  terdiri  dari  berbagai  suku 
bangsa  di  bawah  naungan  satu  kebudayaan 
yaitu  Jawa  Timur.  Mungkin  karena  "penga- 
laman"  hubungan  antar  suku  bangsa  di  da- 
lam dirinya  sendiri  inilah  sehingga  kelompok 
Arek-arek  Suroboyo  mampu  memelihara 
dan  menjaga  eksistensinya  di  Jakarta  yang 
masyarakatnya  juga  plural. 

Sebenarnya  tidak  ada  konflik  akibat  per- 
bedaan suku  bangsa  atau  karena  diri  mereka 
berbeda.  Konflik  itu  akan  terjadi  bila  terda- 
pat persamaan  kepentingan,  dalam  kasus  ini 
adalah  perebutan  sumber  daya  sehingga  me- 
reka masing-masing  saling  mengaktifkan 
identitas  suku  bangsa  dengan  memperjelas 
batas-batas  suku  bangsa  masing-masing. 
Dan,  di  dalam  diri  kelompok  Arek-arek  Su- 
roboyo itu  sendiri,  perbedaan  kategori  ke- 
anggotaan sebenarnya  tidak  membuat  mere- 
ka konflik  satu  sama  lain  kecuali  ada  ben- 
trokan-bentrokan  kepentingan  pula. 

Dalam  pelestarian  batas-batas  "Arek 
Suroboyo"  terdapat  situasi  sosial  antara 
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orang-orang  dengan  kebudayaan  yang  ber- 
beda:  kelompok  "Arek  Suroboyo"  hanya 
dikenal  sebagai  unit  bila  kelompok  tersebut 
memperlihatkan  perilaku  yang  berbeda,  de- 
ngan kata  lain  ada  perbedaan  kebudayaan. 
Tetapi  bila  orang-orang  dengan  kebudayaan 
yang  berbeda  berinteraksi,  diharapkan  per- 
bedaan-perbedaan  ini  akan  berkurang,  se- 
bab  interaksi  memerlukan  dan  membentuk 
kesatuan  simbol  dan  nilai,  atau  harus  ada 
kebudayaan  yang  umum.  Sebagai  contoh 
dalam  kasus  ini  adalah  interaksi  antar  in- 
dividu  yang  kategori  keanggotaannya  ber- 
beda dalam  diri  Arek- arek  Suroboyo,  de- 
ngan kebudayaan  yang  umum  yaitu  kebuda- 
yaan atau  sub-kebudayaan  Jawa  Timur. 


Dan  hubungan  antar  suku  bangsa  yang 
stabil  tersebut  (karena  berbagai  suku  bangsa 
tersebut  secara  sadar  mengaku  dirinya  seba- 
gai "Arek  Suroboyo")  membutuhkan  ada- 
nya  struktur  interaksi,  yaitu  seperangkat  ke- 
tentuan  yang  mengatur  cara  berhubungan 
dan  memungkinkan  adanya  hubungan  di  be- 
berapa  bidang  kegiatan,  serta  seperangkat 
ketentuan  tentang  situasi  sosial  yang  mela- 
rang  adanya  interaksi  antar  suku  bangsa. 
Batas  suku  bangsa  ini  dapat  dipertahankan 
pada  keadaan  tertentu,  dan  akan  hilang  da- 
lam keadaan  lain.  Perubahan  hanya  terjadi 
bila  kategorisasi  yang  ada  tidak  memadai, 
juga  tidak  memberi  dampak  apa-apa  bagi 
pelaku  yang  bersangkutan. 
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Upah  dan 
Kebutuhan  Hidup  Pekerja 

Murwatie  B.  Rahardjo 


Pendahuluan 

BAGI  pengusaha  upah  merupakan  sa- 
lah  satu  unsur  pokok  dalam  penghi- 
tungan  biaya  produksi  yang  menen- 
tukan  besarnya  harga  pokok.  Bagi  pekerja 
atau  pihak  penerima  upah  yang  memberikan 
jasanya  kepada  pengusaha,  upah  merupa- 
kan penghasilan  yang  akan  digunakan  untuk 
memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya  be- 
serta  keluarganya.  Selain  itu  upah  juga 
mempunyai  arti  sebagai  pendorong  kemau- 
an  kerja.  Bekerja  dengan  mendapat  upah, 
merupakan  status  simbol  pekerja  dalam  ke- 
dudukannya  sebagai  anggota  masyarakat. 

Bagi  organisasi  pekerja,  upah  merupa- 
kan salah  satu  obyek  perhatian  yang  penting 
dan  selalu  diperjuangkan  dalam  pencapaian 
tujuan  organisasi  pekerja  tersebut.  Sedang- 
kan  bagi  pemerintah  upah  merupakan  indi- 
kator  kemakmuran  masyarakat. 

Peningkatan  upah  dengan  asumsi  tidak 
diikuti  dengan  kenaikan  harga-harga  atau 
kenaikan  harga  barang  dan  jasa  yang  lebih 


kecil  daripada  kenaikan  upah,  akan  mencer- 
minkan  kenaikan  kemakmuran  masyarakat. 
Keikutsertaan  pemerintah  dalam  penentuan 
upah  minimum  melalui  peraturan  perun- 
dang-undangan,  merupakan  usaha  untuk 
mehndungi  pekerja/buruh  dari  perlakuan 
pengusaha  yang  kurang  memperhatikan  ke- 
sejahteraannya. 

Demikian  pentingnya  peranan  upah  bagi 
pihak-pihak  tersebut  di  atas,  sehingga  upah 
dapat  menimbulkah  masalah  perselisihan 
antara  pengusaha  dengan  pekerja.  Kalau  di- 
telusuri  menurut  sejarahnya  persehsihan  per- 
buruhan  yang  selalu  timbul  pada  umumnya 
disebabkan  karena  buruh  mendapat  upah 
yang  kurang  adil.  Data  statistik  dari  berba- 
gai  sumber  menyebutkan  antara  lain  bahwa 
dari  tahun  1959  sampai  dengan  1965  penye- 
bab  utama  dari  44%  kasus  perselisihan  per- 
buruhan  adalah  masalah  upah.  Kasus-kasus 
ini  melibatkan  sekitar  2.531  ribu  pekerja 
atau  43%  dari  jumlah  kumulatif  pekerja 
yang  terlibat  dalam  berbagai  kasus  perseli- 
sihan perburuhan.  Sejak  tahun  1966  sampai 
dengan  1972  terjadi  53  kasus  perselisihan 
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perburuhan  karena  upah.  Dari  laporan  De- 
wan  Pimpinan  Cabang  SPSI  mengenai  gejo- 
lak  perburuhan  pada  tahun  1991,  tercatat 
ada  112  kasus,  67%  di  antaranya  disebabkan 
oleh  upah  yang  tidak  mencukupi,  30%  kare- 
na jaminan  sosial  yang  kurang  memadai  dan 
3%  disebabkan  oleh  alasan  seperti  tuntutan 
rekreasi  dan'sebagainya.  Selama  tahun  1992 
tercatat  ada  177  kasus  dengan  proporsi  per- 
soalan  yang  hampir  sama  dengan  tahun 
1991.  Berdasarkan  catatan  terakhir  Ketua 
DPP  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  dise- 
butkan  bahwa  pada  tahun  1993  tercatat  323 
kasus  pemogokan/perselisihan  yang  sebagi- 
an  besar  disebabkan  oleh  tuntutan  penye- 
suaian  upah  sesuai  dengan  ketentuan  yang 
berlaku.  Perselisihan  di  sini  dirumuskan  se- 
bagai  suatu  ketidakpuasan  antara  buruh/ 
pekerja  dengan  pengusaha  dan  dalam  penye- 
lesaiannya  Departemen  Tenaga  Kerja  dimin- 
ta  sebagai  perantara. 

Tulisan  ini  mencoba  membahas  masalah 
pengupahan  sebagai  salah  satu  penyebab 
utama  timbulnya  gejolak  perburuhan,  de- 
ngan mengevaluasi  keadaan  terakhir  yang 
berkaitan  dengan  upah  pekerja. 

Upah  Minimum  dalam  Pengupahan 

Secara  ekonomi  upah  mempunyai  pe- 
ngertian  sebagai  harga  atau  balas  jasa  atas 
prestasi  tenaga  kerja.  Pekerja  merupakan 
salah  satu  faktor  produksi.  Seperti  juga 'da- 
lam semua  teori  tentang  harga,  harga  peker- 
ja yaitu  antara  lain  upah,  diartikan  sebagai 
interaksi  dari  kekuatan-kekuatan  perminta- 
an  dan  penawaran.  Permintaan  akan  tenaga 
kerja  dimaksudkan  oleh  pengusaha  untuk 
meningkatkan  keuntungan.  Upah, yang  ting- 
gi  biasanya  diakibatkan  oleh  peningkatan 

'bps,  Statistik  Indonesia  dalam  berbagai  edisi. 


permintaan  hasil  produksi  bersamaan  de- 
ngan naiknya  permintaan  tenaga  kerja. 

Pengertian  upah  yang  lain  diatur  dalam 
peraturan  perundangan  sesuai  dengan  tuju- 
annya.'^ 

1.  Dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun 
1951  tentang  pernyataan  berlakunya 
undang-undang  kecelakaan  kerja  tahun 
1947  nomor  33  untuk  seluruh  Indonesia, 
pada  pasal  7  ayat  1  disebutkan  bahwa 
upah  adalah: 

a.  Tiap-tiap  pembayaran  berupa  uang 
yang  diterima  oleh  karyawan  sebagai 
ganti  dari  pekerjaan. 

b.  Perumahan,  makan,  bahan  makanan 
dan  pakaian  dengan  cuma-cuma  yang 
nilainya  ditaksir  menurut  harga  umum 
setempat. 

2.  Pengertian  upah  menurut  kebijaksanaan 
penetapan  upah  minimum  berdasarkan 
hasil  Rapat  Kerja  Teknis  Ditjen  Perlin- 
dungan  dan  Perawatan  Kerja  mengenai 
Penetapan  Upah  Minimum  tanggal  5  Juli 
1976,  adalah  sebagai  berikut: 

a.  Semua  penerimaan  karyawan  yang 
bersifat  tetap  dan  teratur  yang  diba- 
yarkan  sebagai  imbalan  dari  pekerja- 
an yang  dilakukan  untuk  perusahaan, 
baik  berupa  uang  maupun  barang.  Ji- 
ka  ada  pemberian  upah  yang  sebagian 
berupa  barang,  maka  nilai  barang  ter- 
sebut  dihitung  berdasarkan  harga  pa- 
saran  setempat. 

b.  Yang  tidak  termasuk  upah  adalah  pe- 
nerimaan sewaktu-waktu  antara  lain 
uang  lembur,  premi  perangsang,  uang 

^Kebijaksanaan  Pengupahan,  Jakarta:  Subdit  Bina 
Pengupahan,  Dit.  Pengurusan  Persyaratan  Kerja,  Dit. 
Jen.  Bina  Hubungan  Ketenagakerjaan  dan  Pengawasan 
Norma  Kerja,  Departemen  Tenaga  Kerja  RI,  1988. 
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perjalanan,  biaya  cuti,  biaya  pendi- 
dikan,  biaya  rekreasi,  jasa  produksi, 
grafitikasi,  tunjangan  tahunan,  biaya 
perawatan  sakit,  tunjangan-tunjangan 
kesejahteraan  seperti  melahirkan,  khi- 
tanan,  perkawinan  dan  Iain-Iain. 

3.  Formulasi  lain  tentang  pengertian  upah 
menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Ta- 
hun  1981  tentang  Perlindungan  Upah, 
berbunyi  sebagai  berikut:  "Upah  adalah 
suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari 
pengusaha  kepada  buruh  untuk  suatu  pe- 
kerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan 
dilakukan,  dinyatakan  atau  dinilai  dalam 
bentuk  uang  yang  ditetapkan  menurut 
suatu  persetujuan,  atau  peraturan  per- 
undang-undangan  dan  dibayarkan  atas 
dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara  pe- 
ngusaha dengan  buruh,  termasuk  tun- 
jangan baik  untuk  buruh  sendiri  maupun 
keluarganya". 

Dalam  pengertian  ekonomi,  upah  (wage) 
dibedakan  dengan  gaji  (salary)  dalam  hal 
waktu  pembayarannya.  Pada  umumnya 
upah  dibayarkan  secara  mingguan  di  mana 
merupakan  balas  jasa  yang  tergantung  pada 
hasil  kerja  selama  seminggu  atau  dibayarkan 
dan  diperhitungkan  per  jam  kerja  atau  per 
unit  produksi.  Sedangkan  gaji  pada  umum- 
nya dibayarkan  lebih  bersifat  tetap  dan  bia- 
sanya  dibayarkan  setiap  bulan.  Pada  umum- 
nya para  pimpinan  perusahaan  dan  pekerja 
kantor  (while  collar)  menerima  gaji  (salary), 
dan  pekerja  pada  bagian  produksi  dan  pe- 
kerja kasar  (blue  collar)  menerima  upah 
(wage). 

Dalam  kaitannya  dengan  pengertian 
upah  dan  gaji  dikenal  juga  istilah  pendapat- 
an  atau  penghasilan  (earning).  Pendapatan 
merupakan  pembayaran  yang  diterima  pe- 
kerja yang  diperhitungkan  pada  daftar  gaji/ 


upah  yang  meliputi  upah  pokok,  premi,  tun- 
jangan-tunjangan dan  lembur  (over  time). 
Selain  itu  biasanya  diperhitungkan  pula  po- 
tongan-potongan  seperti  untuk  pajak,  ja- 
minan  sosial,  iuran  organisasi  pekerja.  Jum- 
lah  pendapatan  biasanya  lebih  tinggi  dari- 
pada  gaji  atau  upah.^ 

Yang  sangat  penting  bagi  pekerja  adalah 
upah  nyata  (real  wage),  karena  upah  nyata 
dapat  dipakai  untuk  mengukur  daya  beli. 
Apabila  peningkatan  harga-harga  lebih 
besar  dari  peningkatan  upah,  maka  nilai 
upah  nyata  dinyatakan  turun. 

Sebagai  landasan  bagi  kebijaksanaan  pe- 
merintah dalam  pengupahan  selain  berpedo- 
man  pada  prinsip  upah  sebagai  imbalan  ker- 
ja, juga  memperhatikan  ketentuan-ketentu- 
an  pokok  mengenai  tenaga  kerja  pada  UU 
No.  14  Tahun  1969  terutama  pada  pasal  3 
yang  antara  lain  berbunyi  bahwa  tiap  tenaga 
kerja  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghasilan 
yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Penetapan 
upah  minimum  oleh  pemerintah  yang  sesuai 
dengan  Kebutuhan  Fisik  Minimum,  selama 
ini  merupakan  perwujudan  dari  penghasilan 
yang  layak  bagi  kemanusiaan. 

Menurut  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga 
Kerja  RI  tanggal  29  Februari  1988  Nomor 
220/M/II/1988  tentang  penegasan  penetap- 
an iipah  minimum,  yang  dimaksud  dengan 
Upa/i  Minimum  atau  Upah  Pokok  Minimum 
adalah  upah  pokok,  belum  termasuk  tun- 
jangan-tunjangan lainnya.  Sedangkan  ting- 
kat  upah  minimum  adalah  tingkat  upah  te- 
rendah  yang  harus  dibayarkan  pada  pekerja 
pada  saat  mulai  bekerja  dengan  jabatan 
terendah. 


H.M.  Douty,  IVages:  An  Introduction,  Los 
Angeles:  Institute  of  Industrial  Relations  University  of 
California,  1951:  7. 
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Kriteria  untuk  menetapkan  upah  mini- 
mum di  berbagai  negara  berlainan  formula- 
sinya.  Namun  tiga  hal  pokok  harus  diperha- 
tikan:'* 


/.  Kebutuhan  Dasar  Hidup  Pekerja  dan  Ke- 
luarganya 

Untuk  ini  perlu  diberikan  pembatasan 
pengertian  kebutuhan  hidup  minimum  pe- 
kerja dan  keluarganya.  Di  Indonesia  untuk 
menetapkan  upah  minimum  antara  lain  de- 
ngan  memperhatikan  Kebutuhan  Fisik  Mi- 
nimum (KFM).  Kebutuhan  Fisik  Minimum 
mengandung  pengertian  kebutuhan  mini- 
mum selama  sebulan  dari  seorang  pekerja 
yang  diukur  menurut  jumlah  kalori,  protein, 
vitamin-vitamin  dan  bahan  mineral  lainnya 
yang  diperlukan  sesuai  dengan  tingkat  kebu- 
tuhan minimum  dan  syarat-syarat  kesehatan 
pekerja.  Menurut  Sub  Dit.  Bina  Pengupah- 
an  Departemen  Tenaga  Kerja  nilai  KFM  di- 
hitung  melalui  perumusan  yang  telah  dite- 
tapkan  dengan  daskr  kebutuhan  minimum 
pekerja  dan  keluarganya  akan  barang  dan 
jasa.  Untuk  ini  Departemen  Tenaga  Kerja 
bekerjasama  dengan  Dit.  Gizi  Departemen 
Kesehatan  merumuskan  berbagai  barang 
dan  jasa  dan  kuantitasnya  sebagai  dasar 
perhitungan  KFM. 

Barang  dan  jasa  yang  diperlukan  dalam 
jumlah  minimum  tersebut  terdiri  dari  lima 
kelompok  yaitu  makanan,  minuman,  peru- 
mahan,  pakaian  atau  sandang  dan  Iain-lain 
seperti  transpor,  rekreasi,  obat-obatan,  pen- 
didikan,  bacaan  dan  sebagainya.  Dari  lima 
kelompok  tersebut  selanjutnya  dikembang- 
kan  menjadi  47  komponen  untuk  pekerja 

^Minimum  Wage  Fixing  and  Economic  Develop- 
ment, Geneva:  International  Labor  Organisation,  1970: 
60-75. 


bujangan  yaitu  2.600  kalori/hari,  dan  53 
komponen  untuk  KFM  seorang  pekerja -M 
isteri  +  2  anak  (8.100  kalori/hari)  dan  KFM 
seorang  pekerja+1  isteri-f3  anak  (10.000 
kalori/hari).^ 


2.  Kemampuan  Membayar  Pengusaha 

Untuk  memberi  batasan  pada  "kemam- 
puan membayar"  ini  diakui  merupakan  hal 
yang  suHt.  Hal  ini  akan  menimbulkan  ma- 
salah:  (a)  pada  tingkat  kemampuan  memba- 
yar mana  yang  akan  dinilai,  apakah  pada 
tingkatan  ekonomi  secara  keseluruhan,  pe- 
rusahaan  atau  pada  usaha  perorangan;  (b) 
apa  yang  akan  dinilai  dari  kemampuan 
membayar  tersebut. 


3.  Upah  Dibayar  untuk  Kerja  yang  Seban- 
ding  pada  Sektor  Ekonomi  dan  Tempat 
yang  Berlain-lainan 

Selain  tiga  faktor  tersebut  adanya  peru- 
bahan  biaya  hidup  yang  akan  mempengaruhi 
besarnya  upah  minimum  pekerja  untuk  te- 
tap  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  mini- 
mumnya.  Perubahan  produktivitas  juga 
akan  mempengaruhi  kemampuan  membayar 
pengusaha. 

Keadaan  Pengupahan  di  Indonesia 

Dalam  Repelita  selalu  disebutkan  bahwa 
kebijaksanaan  upah  di  samping  memperha- 
tikan peningkatan  produktivitas  tenaga  ker- 
ja dan  pertumbuhan  produksi,  perlu  diarah- 


'BPS,  Nilai  Rata-rata  dan  Indeks  Kebutuhan  Fisik 
Minimum  Pekerja  dan  Keluarganya  Selama  Sebulan  di 
Setiap  Propinsi.  1979-1986. 
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kan  kepada  peningkatan  kesejahteraan  dan 
peningkatan  daya  beli  golongan  penerima 
upah  rendah.  Kebijaksanaan  penetapan 
upah  minimum  dipakai  sebagai  pedoman 
pengupahan  baik  di  sektor  formal,  sektor  in- 
formal maupun  tradisional  seperti  buruh 
tani,  nelayan,  buruh  maritim  dan  Iain-lain. 

Kebijaksanaan   tersebut  di  atas,  me- 
rupakan  jawaban  terhadap  keadaan  peng- 
upahan nasional  yang  dirasa  masih  be- 
lum  menjadi  jaminan  bagi  kelangsungan 
hidup   sebagian   besar   pekerja/buruh  di 
Indonesia.    Hal   ini    dinyatakati  dalam 
lokakarya-lokakarya   pengupahan  yang 
banyak   dilakukan   untuk  mengevaluasi 
keadaan   pengupahan   di   Indonesia.  Se- 
bagai kelanjutan  dari  usaha  memperbaiki 
upah  pekerja,  pada  akhir  Pelita  IV  Dewan 
Penelitian  Pengupahan  Daerah  dan  Pusat 
melakukan  pengkajian  data  upah  minimum 
yang  berlaku  di  wilayah  masing-masing.  Su- 
rat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  tanggal 
29  Februari  1988  Nomor  220/M/II/I988- 
tentang  Penegasan  Penetapan  Upah  Mini- 
mum seperti  telah  disebutkan  di  depan  ada- 
lah  hasil  dari  upaya  penelitian .  tersebut. 
Dalam  peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa 
upah  untuk  jabatan  yang  sama  tidak  jauh 
berbeda  baik  antar  sektor  maupun  antar  wi- 
layah. Demikian  juga  perbedaan  upah  ter- 
tinggi  dan  terendah  dalam  sektor  atau  peru- 
sahaan  diusahakan  agar  tidak  mencolok. 

Perkembangan  terakhir  penetapan  upah 
minimum  menggambarkan  bahwa  sampai 
dengan  akhir  tahun  1991  secara  kumulatif 
telah  ditetapkan  sebanyak  27  Upah  Mini- 
mum Regional,  68  Upah  Minimum  Sektoral 
dan  560  Upah  Minimum  Sub  Sektoral.  Dari 
hasil  penetapan  Upah  Minimum  Regional 
tercatat  bahwa  tingkat  upah  terendah  terda- 
pat  di  Propinsi  Sulawesi  Tengah  sebesar 
Rp  1.100,-  per  hari  dan  tertinggi  di  Pulau 


Batam  sebesar  Rp  5.550,-  per  hari.  Upah  Mi- 
nimum Sektoral  terendah  terdapat  di  Pro- 
pinsi Nusa  Tenggara  Barat  untuk  sektor  per- 
kebunan  sebesar  Rp  650,-  per  hari  dan  ter- 
tinggi terdapat  di  Propinsi  Riau  untuk  sektor 
bangunan  sebesar  Rp  3.000,-.  Upah  Mini- 
mum Sub  Sektoral  yang  terendah  terdapat  di 
DI  Yogyakarta  untuk  sektor  perhotelan  se- 
besar Rp  700,-  per  hari  dan  yang  tertinggi  di 
Propinsi  Riau  untuk  sektor  pertambangan 
dan  migas  sebesar  Rp  3.500,-  per  hari.^ 

Sebagai  gambaran  mengenai  keadaan 
pengupahan  di  Indonesia,  sangat  penting 
membandingkan  upah  pekerja/buruh  yang 
diterima  setiap  bulan  dengan  nilai  Kebutuh- 
an  Fisik  Minimum  yang  harus  dipenuhi  se- 
perti yang  terdapat  dalam  Tabel  1  dan  Tabel 
2  berikut  ini.  Dari  Tabel  1  dan  2  dapat  di- 
ambil  kesimpulan  bahwa  pada  tahun  1989 
upah  buruh  produksi  di  Indonesia  pada 
umumnya  masih  jauh  dari  mencukupi  apa- 
bila  pekerja/buruh  tersebut  harus  menang- 
gung  keluarga,  yaitu  isteri  dan  anak.  Namun 
untuk   mencukupi    kebutuhannya  sendiri 
pada  umumnya  upah  pekerja/buruh  pro- 
duksi di  hampir  seluruh  propinsi  di  Indone- 
sia sudah  melebihi  kebutuhan  fisik  mini- 
mumnya  kecuali  untuk  Propinsi  Nusa  Teng- 
gara Timur,  Kalimantan  Barat,  Sulawesi  Te- 
ngah, dan  Sulawesi  Tenggara.  Kebutuhan 
Fisik  Minimum  (KFM)  untuk  pekerja  lajang 
(PL)  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  se- 
bulan  sebesar  Rp  80.545,-,  sedangkan  upah 
rata-rata  buruh  produksi  yang  tertinggi  yaitu 
di  sektor  perhotelan  sebesar  Rp  2.879,-  per 
hari.  Apabila  rata-rata  jumlah  hari  kerja 
adalah  25  hari  per  bulan,  maka  dalam  se- 
bulan   mereka  menerima  upah  rata-rata 
Rp  71.975,-.  Jumlah  ini  berarti  lebih  kecil 
daripada  KFM  propinsi  tersebut.  Demikian 

^Laporan  Pidato  Kenegaraan  Presiden  RI  di  Depan 
Sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  16  Agustus  1990. 
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pula  upah  rata- rata  para  buruh/pekerja  pro-  tahun  1989  tidak  dapat  mencukupi  KFM  pe- 
duksi  di  Propinsi  Kalimantan  Barat,  Sula-  kerja  tersebut  tanpa  isteri  dan  anak  sekali- 
wesi  Tengah  dan  Sulawesi  Tenggara  pada  pun. 


Tabel  1 

NILAI  RATA-RATA  KEBUTUHAN  FISIK  MINIMUM  SELAMA  SEBULAN 
MENURUT  PROPINSI  TAHUN  1989  (JULI  S/D  DESEMBER) 

(dalam  Rupiah) 


Propinsi  PL  K.2  K.3 


DI  Aceh 

68.461 

157.714 

190.848 

Sumatera  Utara 

71.000 

149.790 

179.413 

Sumatera  Barat 

59.420 

137.283 

173.434 

Riau 

93.242 

192.420 

245.524 

Jambi 

61.306 

136.167 

168.234 

Sumatera  Selatan 

73.359 

174.792 

189.650 

Bengkulu 

68.854 

138.108 

169.817 

Lampung 

.  72.760 

142.862 

186.184 

DKI  Jaicarta 

70.488 

151.250 

177.685 

Jawa  Barat 

66.156 

145.883 

176.644 

Jawa  Tengah 

61.762 

141.928 

177.918 

DI  Yogyakarta 

51.792 

130.571 

161.939 

Jawa  Timur 

54.587 

130.002 

170.976 

Bali 

75.078 

162.272 

189.404 

Nusa  Tenggara  Barat 

59.926 

136.198 

157.404 

Nusa  Tenggara  Timur 

80.545 

149.247 

184.797 

Kalimantan  Barat 

74.301 

164.294 

193.221 

Kalimantan  Tengah 

84.914 

177.164 

189.924 

Kalimantan  Selatan 

71.586 

169.476 

189.692 

Kalimantan  Timur 

108.401 

200.926 

238.840 

Sulawesi  Utara 

63.273 

137.483 

164.755 

Sulawesi  Tengah 

69.374 

144.872  . 

179.119 

Sulawesi  Selatan 

75.419 

157.754 

186.762 

Sulawesi  Tenggara 

66.580 

138.436 

165.283 

Maluku 

83.566 

182.957 

207.133 

Irian  Jaya 

106.056 

205.342 

265.393 

Timor  Timur 

104.016 

218.106 

266.361 

Catatan:    PL  :    Pekerja  Lajang  (2.600  kalori/hari); 

K.2  :    Pekerja+ Isteri +  2  anak  (8.100  kalori/hari); 
K.3  :    Pekerja+ Isteri +  3  anak  (10.000  kalori/hari). 

Sumber:    BPS,  Nilai  Rata-rata  dan  Indeks  Kebutuhan  Fisik  Minimum  Pekerja  dan  Keluarga  Selama  Sebulan 
di  Seftiap  Propinsi,  1984-1989. 
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Sektor  angkutan  di  Propinsi  DKI  Jakarta 
dalam  data  tersebut  merupakan  sektor  yang 
paling  tinggi  dan  paling  memberikan  jamin- 
an  hidup  bagi  pekerja  beserta  keluarganya. 


KFM  di  DKI  Jakarta  untuk  seorang  pekerja 
beserta  isteri  dan  tiga  orang  anak  (K.3)  pada 
tahun  1989  adalah  sebesar  Rp  177.685,-  se- 
bulan.  Upah  rata-rata  buruh  sektor  angkut- 


Tabel  2 

UPAH  RATA-RATA  BURUH  PRODUKSI  TETAP  PER  HARI 
MENURUT  KEGIATAN  USAHA,  JEMS  KELAMIN  DAN  PROPINSI  TAHUN  1989  (NOVEMBER) 

(dalam  Rupiah) 


Perindustrian  Perhotelan  Angkutan 


1  1 

L 

P 

L+P 

L 

P 

L+P 

L  +  P 

1  .o4U 

4.4^2 

3.482 

ouillalCia  kJvtHa 

J.O/U 

Z.l  /y 

T  tic 

3. 175 

3.162 

3.680 

3.262 

4.520 

ouiilaLClct  Dalai 

z.ooJ 

3.254 

2.644 

2.720 

2.652 

5.588 

1?  1  SI  1 

l\iau 

4.00J 

1 .860 

3.373 

3.190 

2.527 

3.128 

5.194 

Jambi 

2.864 

1.897 

2.614 

1.542 

1.571 

1.543 

3.644 

Sumatera  Selatan 

4  1  1  S 

J.  J  I J 

J..Z/4 

j.lio 

3.230 

3.576 

Bengkulu 

4.377 

3.617 

4.116 

3.867 

3.979 

3.901 

3.033 

Lampung 

2.699 

1.780 

2.373 

4.428 

3.897 

4.225 

3.179 

DKI  Jakarta 

4.403 

2.934 

3.894 

4.315 

4.296 

4.312 

7.296 

Jawa  Barat 

3.366 

2.550 

2.973 

2.743 

2.795 

2.750 

3.952 

Jawa  Tengah 

2.634 

1.405 

1.943 

2.636 

2.343 

2.578 

3.821 

DI  Yogyakarta 

2.165 

1.648 

2.015 

3.127 

2.832 

3.091 

3.955 

Jawa  Timur 

3.645 

2.076 

2.977 

2.465 

2.273 

2.399 

4.090 

Bali 

3.198 

2.433 

2.965 

4.431 

4.463 

4.436 

4.437 

NTB 

3.558 

3.558 

2.019 

2.005 

2.015 

NTT 

2.412 

2.020 

2.402 

2.879 

2.891 

2.882 

Kalimantan  Barat 

3.249 

2.146 

2.833 

Kalimantan  Tengah 

3.448 

3.493 

3.455 

Kalimantan  Selatan 

3.043 

2.735 

2.890 

2.088 

1.424 

1.957 

Kalimantan  Timur 

4.777 

3.449 

4.420 

3.648 

2.823 

3.522 

Sulawesi  Utara 

2.802 

1.716 

2.614 

1.982 

1.693 

1.946 

Sulawesi  Tengah 

2.260 

2.260 

1.504 

2.184 

1.698 

Sulawesi  Selatan 

4.604 

2.124 

4.176 

2.049 

1.954 

2.022 

Sulawesi  Tenggara 

2.121 

1.639 

2.043 

Maluku 

3.449 

3.570 

3.508 

2.219 

2.070 

2.169 

Irian  Jaya 

4.722 

4.722 

Timor  Timur 

Gabungan 

3.561 

2.321 

3.035 

3.397 

3.272 

3.375 

4.437 

Sumber:    BPS,  Upah  Buruh  Menurut  Jenis  Pekerjaan  1989. 
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an  per  hari  Rp  7.296,-,  maka  dalam  sebulan 
akan  menerimaRp  182.400,-.  Jumlah  ini  ber- 
arti  lebih  tinggi  dari  KFM  untuk  K.3. 

Menarik  juga  untuk  dilihat  perbedaan 
tingkat  upah  yang  diterima  buruh/pekerja 
produksi  antara  laki-laki  dan  wanita  dari 
Tabel  2  tersebut.  Di  sektor  perindustrian 
buruh/pekerja  wanita  umumnya  menerima 
upah  lebih  rendah  daripada  lajki-laki  kecuali 
untuk  pekerja  di  Propinsi  Kalimantan  Te- 
ngah  dan  Maluku  yang  menerima  sedikit  di 
atas  laki-laki.  Perbedaan  upah  di  sektor  ini 
terlihat  cukup  mencolok  di  kelompok  in- 
dustri  makanan,  minuman  dan  tembakau. 
Sedangkan  keadaan  pengupahan  yang  mera- 
ta  antara  pekerja  wanita  dan  laki-laki  di  ke- 
lompok industri  tekstil,  pakaian  jadi  dan 
kulit.  Namun  di  sektor  ini  terlihat  paling  ke- 
cil  membefikan  upah  kepada  para  buruh/ 
pekerjanya. 

Perbedaan  upah  di  sektor  perindustrian 
ternyata  lebih  besar  daripada  di  sektor  per- 
hotelan.  Di  sektor  perhotelan  sebagian  besar 
buruh/ pekerja  wanita  menerima  upah  sama 
bahkan  lebih  besar  daripada  laki-laki.  Ini 
dapat  dijadikan  petunjuk  bahwa  pekerja 
wanita  lebih  dihargai  di  sektor  ini  daripada 
di  sektor  perindustrian. 

Faktor-faktor  pendidikan,  masa  kerja, 
pengalaman  kerja,  dan  jenis  lapangan  peker- 
jaan  juga  merupakan  faktor  pembeda  dalam 
pemberian  upah.  Dalam  kenyataan  ada  per- 
bedaan tingkat  upah  yang  diberikan  kepada 
pekerja  laki-laki  dan  perempuan.  Namun 
perbedaan  tersebut  lebih  banyak  disebabkan 
oleh  karena  perbedaan  faktor-faktor  pembe- 
da seperti  tersebut  di  atas. 

Keadaan  pengupahan  pada  tah'un  1991 
menunjukkan  keadaan  di  mana  secara  kese- 
luruhan  upah  buruh/pekerja  di  Indonesia 
mengalami  kenaikan  apabila  dibandingkan 


dengan  keadaan  pada  tahun  1982  maupun 
1989.  Dalam  Tabel  4  digambarkan  bahwa 
pada  setiap  lulusan  jenjang  pendidikan  pe- 
kerja tingkat  upah/gaji  pada  tahun  1991  me- 
ningkat  dari  tahun  1982  maupun  1989.  Pe- 
kerja buruh  yang  tidak  pernah  sekolah  me- 
ningkat  sebesar  2,4  kali;  yang  tidak  tamat 
Sekolah  Dasar  meningkat  sebesar  2,3  kali  di- 
bandingkan dengan  tahun  1982;  lulusan  Se- 
kolah Dasar  meningkat  sebesar  2,2  kali;  pe- 
kerja lulusan  SMTP  Umum  pada  tahun  1991 
menerima  upah  1,8  kaU  daripada  tahun 
1982.  Peningkatan  upah  pekerja  lulusan 
SMTP  Kejuruan  pada  tahun  1991  tersebut 
sangat  mengesankan  yaitu  sebesar  3  kali.  Pe- 
ningkatan upah  pekerja  lulusan  SMTP  Keju- 
ruan ini  kiranya  sangat  menarik  sebagai  ba- 
han  kajian  lebih  lanjut  mengingat  urgensi 
keberadaan  pendidikan  kejuruan  saat  ini  ba- 
nyak mendapat  perhatian  para  pengamat 
pendidikan.  Keadaan  yang  cukup  menarik 
lagi  adalah  bahwa  pada  tahun  1982  upah  pe- 
kerja lulusan  SMTP  Kejuruan  30%  lebih 
rendah  daripada  lulusan  SMTP  Umum,  te- 
tapi  pada  tahun  1991  keadaannya  menjadi 
terbalik  yaitu  upah  pekerja  lulusan  sekolah 
kejuruan  tersebut  menjadi  17%  lebih  tinggi 
daripada  lulusan  SMTP  Umum.  Demikian 
juga  kenaikan  upah  pekerja  lulusan  SMTA 
Umum  dan  Kejuruan  mempunyai  pola  yang 
hampir  sama  dengan  lulusan  SMTP.  Yang 
menarik  dari  keadaan  upah  lulusan  SMTA 
Kejuruan  11%  lebih  rendah  daripada  lulusan 
SMTA  Umum,  dan  pada  tahun  1991  terjadi 
keadaan  yang  terbalik  yaitu  lulusan  SMTA 
Kejuruan  50%  lebih  tinggi  daripada  lulusan 
SMTA  Umum.  Keadaan  upah  pekerja  lulusr 
an  Diploma  I/U  tahun  1991  meningkat  42% 
dibandingkan  tahun  1989.  Hal  yang  juga 
menarik  di  sini  adalah  bahwa  upah  pekerja 
lulusan  program  Diploma  I/II  ternyata  7% 
lebih  rendah  daripada  lulusan  SMTA  Keju- 
ruan. Keadaan  ini  juga  menunjukkan  sema- 
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Tabel  3 


JUMLAH  PEKERJA/BURUH  MENURUT  LAPANGAN  KERJA  UTAMA 

TAHUN  1982  DAN  1991 


Lapangan  Pekerjaan  Utama 


1982 


1991 


1.  Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan 

2.  Pertambangan  &  Penggalian 

3.  Industri 

4.  Listrik,  Gas  &  Air 

5.  Bangunan 

6.  Perdagangan  Besar,  Eceran, 
Rumah  Makan  &  Hotel 

7.  Angkutan 

8.  Keuangan,  Asuransi,  Persewaan 
Tanah,  Jasa  Perusahaan 

9.  Jasa  Kemasyarakatan 

Jumlah 


6.418.140 
215.200 
2.955.606 
52.883 
1.817.536 

1.000.063 
1.078.994 

109.431 
5.468.553 

19.116.406 


33,6 
1.1 

15,5 
0,3 
9,5 

5.2 
5.6 

0,6 
28,6 

100,0 


5.014.156 
289.330 

4.823.566 
126.483 

1.905.746 

1.287.911 
958.796 

447.052 
8.941 

22.053.940 


22,7 
1,3 

21,9 
0,6 
8,6 

5,8 
4,4 

2,0 
0,1 

100,0 


Sumber:    BPS,  Susenas  1982  dan  Sakernas  1991,  Mei. 


Tabel  4 


UPAH/GAJI  PEKERJA/BURUH  SELAMA  SEBULAN  MENURUT 
PENDIDIKAN  TERTINGGI  YANG  DITAMATKAN* 
(daiain  Rupiah) 


Pendidikan  yang  Ditamatkan 


1 .  Tidak/belum  pernah  sekoiah 

2.  Tidak  Tamat  SD 

3.  Sekoiah  Dasar 

4.  SMTP  Umum 

5.  SMTP  Kejuruan 

6.  SMTA  Umum 

7.  SMTA  Kejuruan 

8.  Diploma  I/II 

9.  Akademi/Diploma  III 
10.  Universitas 


1982 

1989 

1991 

15.629 

29.393 

37.443 

21.574,5 

39.317 

48.704 

29.186,5 

51.573 

63.872,5 

49.547 

73.065 

87.702,5 

34.366 

93.505 

102.640 

66.590 

94.860 

121.295 

59.102,5 

100.810 

181.765 

118.640 

168.840 

89.555 

149.520 

191.250 

1 16.725 

180.310 

198.835 

Catalan:    *Dihitung  berdasarkan  nilai  median. 

Sumber:    BPS,  Susenas  1982,  Sakernas  1989  dan  1991,  Mei. 
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kin  membaiknya  prospek  sekolah  kejuruan 
di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang,  dan 
menengok  kembali  keberadaan  pendidikan 
Program  Diploma  yang  sekarang  ada.  Se- 
lanjutnya  upah  pekerja  lulusan  Akademi/ 
Diploma  III  menunjukkan  kenaikan  sebesar 
2,1  kali  pada  tahun  1991  dibandingkan  de- 
ngan  tahun  1982,  sedangkan  lulusan  Uni- 
versitas  meningkat  sebesar  1,7  kali  pada 
tahun  1991  dibandingkan  tahun  1982. 

Apabila  dilihat  dari  lapangan  kerja  uta- 
ma maka  upah  pekerja/buruh  di  Indonesia 
pada  tahun  1991  dapat  dilihat  perkembang- 
annya  pada  Tabel  5  di  bawah  ini.  Dalam  ta- 
bel tersebut  ditunjukkan  bahwa  sektor  ke- 
uangan,  asuransi,  usaha  persewaan  bangun- 
an,  tanah,  dan  jasa  perusahaan  adalah  sek- 
tor yang  paling  besar  memberikan  upah/ 
gaji  kepada  para  pekerjanya.  Keadaan  ini 
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terlihat  baik  pada  tahun  1982,  1989  maupun 
tahun  1991.  Meskipun  dalam  kurun  waktu 
tersebut  peningkatan  upahnya  sekitar  2,3 
kali  pada  tahun  1982,  namun  telah  terjadi 
penurunan  sebesar  34%  pada  tahun  1989. 
Tingginya  upah  buruh/pekerja  di  sektor  ini 
kiranya  berkaitan  dengan  semakin  mem- 
baiknya iklim  usaha  di  sektor  ini.  Seperti 
terlihat  pada  tahun-tahun  terakhir  dasa- 
warsa  1980-an  terjadi  perkembangan  yang 
sangat  pesat  di  sektor  perbankan,  asuransi, 
dan  bangunan. 

Peningkatan  upah/gaji  buruh/pekerja  di 
sektor  pertambangan  dan  penggahan  serta 
sektor  angkutan,  pergudangan  dan  komuni- 
kasi  pada  tahun  1991  adalah  paling  besar  di- 
bandingkan dengan  sektor-sektor  lain.  Se- 
dangkan sektor  industri  pengolahan  yang 
merupakan  sektor  paling  rawan  dalam  ma- 


Tabel  5 


UPAH/GAJI  PEKERJA/BURUH  SELAMA  SEBULAN  MENnjRUT 
LAPANGAN  PEKERJAAN  UTAMA* 
(dalam  Rupiah) 


Lapangan  Pekerjaan  Utama 


1982 


1989 


1991 


1.  Pertanian,  Kehutanan, 
Perburuan,  Perikanan 

2.  Pertambangan  dan  Penggalian 

3.  Industri 

4.  Listrik,  Gas  dan  Air 

5.  Bangunan 

6.  Perdagangan  Besar,  Eceran, 
Rumah  Makan  dan  Hotel 

7.  Angkutan,  Pergudangan, 
Komunikasi 

8.  Keuangan,  Asuransi,  Usaha 
Persewaan  Bangunan/Tanah, 
Jasa  Perusahaan 

9.  Jasa  Kemasyarakatan 


16.152 
38.315 
27.793 
54.400 
38.654 

33.984 

42.234 


74.720 
45.489 


32.006 
96.062,5 
57.985 
113.735 
43.528 

66.222,5 

88.142,5 


259.375 
85.260 


31.418 
121.460 
71.080 
127.540 
98.620 

89.572,5 

125.465 


171.145 
97.857,5 


Catatan:    ♦Dihitung  berdasarkan  nilai  median. 

Sumber:    BPS,  Susenas  1982,  Sakernas  1989  dan  1991,  Mei. 
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salah  perburuhan  mengalami  peningkatan 
upah  pekerjanya  sebesar  2,6  kali  antara  ta- 
hun  1982  dan  tahun  1991. 

Sektor  pertanian  (termasuk  kehutanan, 
perkebunan  dan  perikanan)  tetap  merupa- 
kan  sektor  yang  paling  kecil  memberikan 
upah  kepada  pekerjanya.  Selain  itu  pada 
tahun  1991  mengalami  peningkatan  upah 
yang  paling  kecil,  yaitu  1,9  kali  dari  tahun 
1982  tetapi  stabil  dibandingkan  tahun  1989. 

Peningkatan  upah  buruh/pekerja  terse- 
but  di  atas  tidak  selalu  menggambarkan  pe- 
ningkatan upah  secara  riel.  Kenaikan  harga- 
harga  barang  dan  jasa  konsumen  setiap  ta- 
hun adalah  penyebabnya.  Artinya  besarnya 
kenaikan  upah  tersebut  tidak  sebesar  kenaik- 
an daya  beli  upahnya.  Sebagai  gambaran 
dapat  ditunjukkan  perkembangan  upah  riel 
buruh/pekerja  sebulan  pada  tahun  1989  dan 
1991  menurut  pendidikan  tertinggi  yang  di- 
tamatkan  (Tabel  6)  dan  lapangan  kerja  uta- 


manya  (Tabel  7).  Dari  Tabel  6  terlihat  bah- 
wa  buruh  yang  berpendidikan  SMTA  Keju- 
ruan  pada  tahun  1991,  menerima  kenaikan 
daya  beli  upahnya  paling  besar  dibanding- 
kan dengan  tingkat  pendidikan  yang  lain. 
Sedangkan  Tabel  7  menunjukkan  bahwa 
buruh  di  sektor  bangunan  pada  tahun  1991 
menerima  kenaikan  daya  beli  upahnya  pa- 
ling besar  dibandingkan  dengan  sektor- 
sektor  lain. 


Persoalannya 

Dari  uraian  tersebut  di  atas  maka  'dapat 
disimpulkan  bahwa  keadaan  upah  buruh/ 
pekerja  di  Indonesia  pada  saat  ini  rata-rata 
masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hi- 
dup  minimailnya.  Sekarang  yang  menjadi 
pertanyaan  addah  mengapa  upah  buruh/ 
pekerja  di  Indonesia  dilihat  dari  sudut  apa- 
pun  rata-rata  sulit  sekali  berkembang  untuk 


Tabel  6 


PERKEMBANGAN  UPAH  RIEL  SEBULAN  BURUH/PEKERJA  MENURUT 
PENDIDIKAN  TERTINGGI  YANG  DITAMATKAN  TAHUN  1989  DAN  1991 

(dalam  Rupiah) 


Pendidikan  Tertinggi 

Perkembangan  Upah  (%) 
Nominal  Riel 

yang  Ditamatkan 

1989 

1991 

1.  Tidak/belum  pernah  sekolah 

29.393 

30.881 

+  27 

+  5 

2.  Tidak  Tamat  SD 

39.317 

40.168 

+  24 

+  2 

3.  Sekolah  Dasar 

51.573 

52.681 

+  24 

+  2 

4.  SMTP  Umum 

73.065 

72.332 

+  20 

-  1 

5.  SMTP  Kejuruan 

93.505 

84.652 

+  10 

-  9 

6.  SMTA  Umum 

94.860 

100.037 

+  28 

+  6 

7.  SMTA  Kejuruan 

100.810 

149.909 

+  80 

+  49 

8.  Diploma  I/II 

118.640 

139.250 

+  42 

+  17 

9.  Akademi/Diploma  III 

149.520 

157.730 

+  28 

+  6 

10.  Universitas 

180.310 

163.988 

+  10 

-  9 

Catalan:   *Dasar:  April  1988-Maret  1989=  100 

Indeks  Harga  Konsumen  Gabungan  tahun  1991  (Mei)=  121,25 
Sumber:    Tabel  4  dan  Laporan  Mingguan  Bank  Indonesia  No.  1733,  30  Juii  1992. 
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dapat  meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Sa- 
ngat  menarik  memperhatikan  kajian  Busi- 
ness News  tanggal  29  Januari  1991  tentang 
Perkembangan  Upah  Nasional  yang  antara 
lain  menyebutkan  kaitan  cepatnya  perkem- 
bangan investasi  di  dalam  negeri,  infrastruk- 
tur  yang  langka  dan  rendahnya  biaya  tenaga 
kerja.  Menurut  kajian  ini,  akibat  dari  hal- 
hal  tersebut  para  pengusaha  yang  melaku- 
kan  investasi  bukan  hanya  mengeluarkan 
biaya  untuk  mendirikan  pabrik  serta  mem- 
beli  alat-alat,  tetapi  juga  harus  memikul 
biaya  instalasi  listrik,  membayar  miahal  pem- 
buatan  jaringan  telepon  dan  lain-lainnya. 
Data  yang  ditunjukkan  adalah  data  tentang 
industri  besar  dan  sedang  nasional  di  mana 
biaya  tenaga  kerja  untuk  tahun  1989  menye- 
rap  6,48%  dari  total  output  perusahaan.  Ba- 
gi  industriawan  biaya  yang  rendah  tersebut 
ternyata  belum  dapat  mengkompensasikan 


kelangkaan  infrastruktur  yang  harus  ditang- 
gungnya.  Di  lain  pihak,  rendahnya  upah  te- 
naga kerja  juga  disebabkan  oleh  tidak  cu- 
kupnya  keterampilan  mereka  yang  dibutuh- 
kan  oleh  sektor  industri. 

Antara  kajian  tersebut  dengan  besarnya 
peningkatan  upah  buruh/pekerja  yang  ber- 
pendidikan  SMTA  Kejuruan,  seperti  yang 
dikemukakan  di  depan,  terdapat  keselarasan 
pandangan.  Hanya  buruh/pekerja  yang  te- 
rampil  saja  yang  mendapat  peluang  untuk 
memperbaiki  taraf  hidupnya  melalui  upah 
yang  diperolehnya.  Masalahnya  adalah  un- 
tuk mendapatkan  keterampilan  yang  dibu- 
tuhkan  memerlukan  biaya.  Untuk  ini  diper- 
lukan  partisipasi  yang  besar  dari  para  pengu- 
saha sebagai  salah  satu  faktor  yang  terpen- 
ting  dalam  ikut  mencerdaskan  ataupun  me- 
nambah  keterampilan  minimal  pekerjanya. 


Tabel  7 


PERKEMBANGAN  UPAH  RIEL  SEBULAN  BURUH/PEKERJA 
TAHUN  1989  DAN  1991  MENURUT  LAPANGAN  KERJA  UTAMA 

(dalam  Rupiah) 


Lapangan  Kerja 
Utama 


1989 


1991 


Perkembangan  Upah  (%) 
Nominal  Riel 


1.  Pertanian,  Kehutanan,  Perburuan, 
Perikanan 

2.  Pertambangan  dan  Penggalian 

3.  Industri 

4.  Listrik,  Gas  dan  Air 

5.  Bangunan 

6.  Perdagangan  Besar,  Eceran,  Rumah 
Makan  dan  Hotel 

7.  Angkutan,  Pergudangan,  Komunikasi 

8.  Keuangan,  Asuransi,  Usaha  Persewaan 
Bangunan/Tanah,  Jasa  Perusahaan 

9.  Jasa  Kemasyarakatan 


'  32.006 

25.912 

-19 

96.063 

100.173 

-1-  26 

+  4 

57.985 

58.622 

+  22,5 

+  1 

113.735 

105.188 

+  12 

-  7.5 

43.528 

81.336 

+  127 

+  87 

66.223 

73.873 

+  35 

+  12 

88,143 

103.476 

+  42 

+  17 

259.375 

141.150 

-  34 

-46 

85.260 

80.707 

+  15 

-  5 

Catalan:    *Dasar:  April  1988-Maret  1989=  100 

Indeks  Harga  Konsumen  Gabungan  tahun  1991  (Mei)=  121,25 


Sumber:    Tabel  5  dan  Laporan  Mingguan  Bank  Indonesia  No.  1733,  30  Juli  1992. 


Perkembangan  Upah  Minimum 
dan  Pasar  Tenaga  Kerja 

Prijono  Tjiptoherijanto 


Pendahuluan 

PEMBAHASAN  mengenai  penawar- 
an  dan  permintaan  pekerja,  perenca- 
naan  tenaga  kerja  (pada  tingkat  na- 
sional  dan  regional)  serta  manajemen  sum- 
ber  daya  manusia  mengarah  pada  perubahan 
harga  pekerja  tersebut  yang  berupa  gaji  atau 
upah.  Selanjutnya  besar-kecilnya  gaji  atau 
upah  yang  diterima  pekerja  selain  ditentu- 
kan  oleh  perusahaan  tempat  bekerja,  tidak 
terlepas  pula  dari  pengaruh  pasar  kerja  yang 
terdapat  dalam  suatu  perekonomian.  Oleh 
karenanya,  pembahasan  tingkat  upah  perlu 
dikaitkan  dengan  fungsi  dan  peranan  serikat 
pekerja  dalam  pasar  kerja  yang  terbentuk 
pada  suatu  keadaan  perekonomian  tertentu. 

Definisi  Upah  Minimum 

Karena  masrh  adanya  bermacam-macam 
pengertian  ataupun  rumusan  mengenai  upah 
dan  upah  minimum,  maka  PP  No.  8/1981 
menentukan  definisi  sebagai  berikut: 


Upah:  Suatu  penerimaan  sebagai  imbal- 
an  dari  pengusaha  kepada  karyawan  untuk 
suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau 
akan  dilakukan,  dan  dinyatakan  atau  dinilai 
dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan  atas  da- 
sar  suatu  persetujuan  atau  peraturan  perun- 
dang-undangan,  serta  dibayarkan  atas  dasar 
suatu  perjanjiap  kerja  antara  pengusaha 
dengan  karyawan,  termasuk  tunjangan,  baik 
untuk  karyawan  itu  sendiri  maupun  untuk 
keluarganya. 

Upah  Minimum:  Sebagaimana  telah  di- 
atur  dalam  PP  No.  8/1981,  upah  minimum 
merupakan  upah  yang  ditetapkan  secara  mi- : 
nimum  regional,  sektoral  regional  maupun 
subsektoral.  Dalam  hal  ini  upah  minimum 
itu  adalah  Upah  Pokok  dan  Tunjangan, 

Upah  Pokok  Minimum:  Upah  pokok 
yang  diatur  secara  minimal  baik  regional, 
sektoral  maupun  subsektoral.  Dalam  Per- 
aturan Pemerintah,  yang  diatur  secara  jelas 
hanya  upah  pokoknya  saja  dan  tidak  terma- 
suk tunjangan. 

Di  samping  definisi  tersebut,  DPP  FBSI 
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{Position  Paper,  Agustus  1983)  menetapkan 
definisi  upah  minimum,  sebagai  upah  per- 
mulaan  yang  diterima  oleh  seorang  pekerja 
yang  dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi 
kebutuhan  hidupnya  secara  minimal. 

Dari  definisi  di  atas,  terlihat  dua  unsur 
penting  yaitu: 

1.  Upah  permulaan  adalah  upah  terendah 
yang  harus  diterima  oleh  pekerja  pada 
waktu  pertama  kali  dia  diterima  bekerja. 

2.  Jumlah  upah  minimum  haruslah  dapat 
memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  seca- 
ra minimal,  yaitu  kebutuhan  untuk  san- 
dang,  pangan,  keperluan  rumah  tangga, 
dan  kebutuhan  dasar  lainnya. 

Berbagai  pandangan  mengenai  upah  dari 
sisi  pekerja  maupun  produsen  dapat  diurai- 
kan  di  bawah  ini. 

Upah  Menurut  Produsen:  Biaya  yang 
harus  dibayarkan  kepada  pekerja  dan  diper- 
hitungkan  dalam  penentuan  biaya  total. 

Upah  Menurut  Pekerja:  Pendapatan 
yang  diperoleh  dari  penghasilan  mengguna- 
kan  tenaganya  kepada  produsen  (Abud  Sa- 
lim  dan  Sisdjiatmo  Kusumosuwidho,  1982). 

Komponen  Upah  Minimum 

Secara  empiris  ada  tiga  komponen  yang 
dianggap  mempengaruhi  besarnya  upah  mi- 
nimum yaitu:  Kebutuhan  Fisik  Minimum 
(KFM),  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK),  dan 
Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Pertek).  Se- 
benarnya  ada  satu  variabel  lagi  yang  diang- 
gap cukup  berpengaruh  dalam  besar-kecil- 
nya  upah  minimum,  yaitu  kemampuan  peru- 
sahaan.  Namun,  karena  data  untuk  menge- 
tahui  kemampuan  perusahaan  tersebut  agak 
sulit  ditemukan,  seringkali  komponen  ini  di- 
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abaikan. 


(a)  Kebutuhan  Fisik  Minimum 

Kebutuhan  Fisik  Minimum  (KFM)  ada- 
lah kebutuhan  pokok  seseorang  yang  diper- 
lukan  untuk  mempertahankan  kondisi  fisik 
dan  mentalnya  agar  dapat  menjalankan 
fungsinya  sebagai  salah  satu  faktor  produk- 
si.  Kebutuhan  ini  merupakan  kebutuhan 
yang  minimum  baik  ditinjau  dari  segi  jum- 
lah maupun  dari  segi  mutu  barang  dan  jasa 
yang  dibutuhkan,  sehingga  merupakan  ke- 
butuhan yang  tidak  dapat  dihindari  atau  di- 
kurangi  lagi.  Nilai  Kebutuhan  Fisik  Mini- 
mum mencerminkan  nilai  ekonomi  dari  ba- 
rang dan  jasa  yang  diperlukan  oleh  pekerja 
dan  keluarganya  dalam  jangka  waktu  satu 
bulan. 

Barang  dan  jasa  ini  dibagi  dalam  lima  ke- 
lompok  barang,  yaitu:  (1)  Makanan  dan  mi- 
numan;  (2)  Bahan  bakar,  alat  penerangan 
dan  penyeduh;  (3)  Perumahan  dan  peralatan 
dapur;  (4)  Sandang  atau  pakaian;  (5)  Lain- 
lain,  termasuk  di  dalamnya  biaya  untuk 
transportasi,  rekreasi,  obat-obatan,  sarana 
pendidikan,  bacaan,  dan  sebagainya  (Biro 
Pusat  Statistik,  1986). 

Perubahan  KFM  hanya  terjadi  bila  harga 
barang  dan  jasa  berubah,  karena  angka 
KFM  ditentukan  oleh  harga  yang  berlaku 
pada  saat  penelitian  dilakukan.  Namun  de- 
mikian,  sampai  dewasa  ini  komponen  KFM 
itu  sendiri  belum  pernah  mengalami  peru- 
bahan. 


(b)  Indeks  Harga  Konsumen 

Indeks  harga  konsumen  merupakan  pe- 
tunjuk  mengenai  naik-turunnya  harga  kebu- 
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tuhan  hidup.  Naiknya  harga  kebutuhan  hi- 
dup  ini  secara  tidak  langsung  mencerminkan 
tingkat  inflasi.  Data  mengenai  harga  ini  di- 
kumpulkan  oleh  Biro  Pusat  Statistik  dan 
mencakup  seratus  enam  puluh  macam  ba- 
rang  yang  dibagi  menjadi  empat  kelompok 
pengeluaran  yaitu:  makanan,  sandang,  peru- 
mahan  dan  aneka.  Indeks  harga  konsumen 
dihitung  setiap  bulan  dan  setiap  tahun,  di- 
nyatakan  dalam  bentuk  persentase. 

Pengumpulan  datanya  dilakukan  di  tu- 
juhbelas  ibukota  propinsi  dan  hasil  gabung- 
an  dari  IHK  kota-kota  ini  dianggap  sebagai 
pengukur  tingkat  inflasi  nasional.  Jadi  de- 
ngan  kata  lain,  IHK  suatu  daerah  juga  men- 
cerminkan tingkat  inflasi  daerah  yang  ber- 
sangkutan.  Adapun  kota-kota  tersebut  ada- 
lah:  Medan,  Padang,  Palembang,  Jakarta, 
Bandung,  Semarang,  Yogyakarta,  Suraba- 
ya, Denpasar,  Mataram,  Kupang,  Pontia- 
nak,  Banjarmasin,  Manado,  Ujung  Pan- 
dang,  Ambon  dan  Jayapura. 


(c)  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah 

Pertumbuhan  ekonomi  daerah  mencer- 
minkan keadaan  perekonomian  di  suatu 
daerah.  Keadaan  perekonomian  ini  akan 
mempengaruhi  pertumbuhan  dan  kondisi 
perusahaan  yang  beroperasi  di  daerah  yang 
bersangkutan.  Semakin  tinggi  tingkat  per- 
tumbuhan perekonomian  di  suatu  daerah, 
maka  semakin  besar  pula  kesempatan  ber- 
kembang  bagi  perusahaan-perusahaan  yang 
beroperasi  di  daerah  bersangkutan.  Hal  ini 
disebabkan  oleh  tingkat  pertumbuhan  per- 
ekonomian daerah  yang  secara  tidak  lang- 
sung merupakan  gambaran  kemakmuran 
suatu  daerah. 


Kebijaksanaan  Upah  Minimum 

Pada  dasarnya  upah  mempunyai  kedu- 
dukan  yang  sentral  dan  strategis,  baik  bagi 
diri  pekerja  dan  keluarganya,  bagi  perusaha- 
an maupun  dalam  kaitannya  dengan  kepen- 
tingan  nasional  secara  luas.  Bagi  pekerja, 
upah  merupakan  salah  satu  sarana  untuk 
meningkatkan  kesejahteraan  diri  dan  keluar- 
ganya secara  langsung.  Tinggi- rendahnya 
upah  yang  diterima  berpengaruh  langsung 
terhadap  perubahan  kesejahteraan  hidup 
yang  dialami  pekerja. 

Bagi  perusahaan  upah  mempengaruhi 
biaya  produksi  dan  tingkat  harga,  yang  pada 
gilirannya  berakibat  pada  pertumbuhan  pro- 
duksi serta  perluasan  dan  pemerataan  ke- 
sempatan kerja.  Semakin  tinggi  upah  yang 
dikeluarkan  berarti  semakin  tinggi  pula 
biaya  produksi.  Meningkatnya  biaya  pro- 
duksi berpengaruh  pada  tingkat  harga  pro- 
duk  yang  dikeluarkan.  Tingginya  harga  pro- 
duk  berpengaruh  pada  kemampuan  daya 
saing  perusahaan  di  pasar,  yang  berarti  pula 
berpengaruh  pada  tingkat  pertumbuhan  pro- 
duksi. Pertumbuhan  produksi  yang  rendah 
berpengaruh  pada  perluasan  dan  kesempat- 
an kerja  yang  bisa  disediakan  perusahaan. 

Bagi  pemerintah,  upah  merupakan  sa- 
rana pemerataan  pendapatan  dan  pening- 
katan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  kare- 
na  itu,  keseimbangan  upah  baik  dengan  ke- 
butuhan hidup  minimum  pekerja  maupun 
dengan  kemajuan  perusahaan  perlu  terus 
diupayakan.  Dengan  demikian,  pemerataan 
pendapatan  dan  kesejahteraan  pekerja  dapat 
berjalan  seiring  dengan  laju  produktivitas 
perusahaan.  Khususnya  ini  penting  dalam 
upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan  pe- 
ningkatan  pendapatan  golongan  berpengha- 
silan  rendah. 
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Dalam  kenyataan  masih  dijumpai  ba- 
nyak  permasalahan  yang  menyangkut  peng- 
upahan.  Permasalahan  tersebut  antara  lain 
disebabkan: 

(i)  adanya  tingkat  upah  yang  masih  berada 
di  bawah  standar  kebutuhan  fisik  mi- 
nimum; 

(ii)  adanya  perbedaan  upah  yang  terlalu 
mencolok  baik  antardaerah,  antarsek- 
tor  maupun  subsektor,  dan; 
(iii)  adanya  kesenjangan  yang  terlalu  men- 
colok antara  besarnya  upah  tertinggi 
dengan  upah  terendah  yang  diterima 
pekerja.  Perbedaan  itu  terjadi  baik  se- 
cara  daerah,  sektor  maupun  subsektor. 
Sebagai  akibatnya  muncul  kesenjangan 
rasio  upah. 

Untuk  itu  telah  dilakukan  pengaturan 
dan  penetapan  upah  minimum,  baik  secara 
regional  maupun  sektoral  dan  subsektoral. 
Di  samping  itu  juga  telah  dikeluarkan  ber- 
bagai  penetapan  upah  yang  ditujukan  pada 
pengurangan  kesenjangan  antara  upah  ter- 
tinggi dan  upah  terendah  baik  dalam  satu 
sektor  maupun  dalam  satu  perusahaan. 

Kebijakan  pengupahan  yang  ditempuh 
juga  dimaksudkan  untuk  menaikkan  tingkat 
upah  yang  masih.  di  bawah  kelayakan  meng- 
arah  pada  pemenuhan  kebutuhan  Fisik  Mi- 
nimum (KFM)  pekerja. 

Kritik  terhadap  penerapan  upah  mini- 
mum biasanya  datang  dari  golongan  peng- 
usaha  dan  beberapa  ahli  ekonomi.  Bagi 
pengusaha  sering  kenaikan  upah,  termasuk 
upah  minimum,  hanya  dilihat  sebagai  per- 
tambahan  biaya  produksi.  Para  pengusaha 
sering  menyatakan  bahwa  apabila  pening- 
katan  upah  minimum  diterapkan  maka  jalan 
yang  harus  ditempuh  adalah  dengan  mengu- 


rangi  jumlah  pekerja.  Senada  dengan  pen- 
dapat  tersebut,  beberapa  ahli  ekonomi  me- 
nyatakan bahwa  adanya  upah  minimum, 
terutama  bagi  negara  yang  jumlah  pendu- 
duknya  besar  seperti  Indonesia,  akan  meng- 
akibatkan  bertambahnya  pengangguran, 
baik  yang  terbuka  maupun  terselubung. 

Alasan  seperti  itu  hanya  dapat  diterima 
untuk  kondisi  hegara-negara  maju,  di  mana 
tingkat  upah  minimum  sudah  melampaui 
KFM  dan  peningkatan  produktivitas  pekerja 
melalui  perbaikan  manajemen  sudah  jenuh 
atau  hampir  jenuh.  Untuk  kondisi  In- 
donesia, penetapan  upah  minimum  justru 
merupakan  upaya  pemerataan  pendapatan 
yang  sekaligus  juga  berpengaruh  pada  pe- 
ningkatan produktivitas  pekerja. 

Secara  kumulatif  penetapan  upah  mini- 
mum yang  dikeluarkan  sampai  dengan  akhir 
Repelita  IV  telah  berjumlah  676  buah,  yang 
terdiri  dari  27  upah  minimum  regional,  63 
buah  upah  minimum  sektoral  regional  dan 
586  buah  upah  minimum  subsektoral  re- 
gional. Kebijakan  pengupahan  yang  demi- 
kian  masih  perlu  terus  dikembangkan,  ka- 
rena  dewasa  ini  masih  ada  upah  pekerja 
yang  berada  di  bawah  KFM.  Di  samping  itu 
masih  ada  pula  perbedaan  yang  cukup  besar 
antara  upah  tertinggi  dan  upah  terendah  di 
berbagai  perusahaan. 

Idealnya  penetapan  upah  minimum  ha- 
rus memihki  beberapa  fungsi  dan  prinsip, 
antara  lain:  (1)  mencerminkan  pemberian 
imbalan  terhadap  hasil  kerja  pekerja;  (ii) 
mampu  menjamin  kehidupan  yang  layak 
bagi  pekerja  beserta  keluarganya;  (iii)  mem- 
berikan  insentif  yang  mendorong  peningkat- 
an produktivitas  pekerja;  dan  (iv)  tidak 
mengganggu  kelangsungan  hidup  perusaha- 
an. 
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Namun  demikian,  pengamatan  selama 
ini  memperlihatkan  bahwa  kecenderungan 
pemberian  upah  antarjabatan,  subsektor, 
sektor  dan  regional  belum  sepenuhnya  se- 
banding  dengan  perubahan  biaya  kebutuhan 
hidup  pekerja.  Kenaikan  upah  pekerja  baik 
secara  relatif  maupun  absolut  agaknya  ber- 
jalan  terlalu  lambat  dibandingkan  dengan 
kenaikan  biaya  hidup.  Oleh  karena  itu  perlu" 
kajian  lebih  lanjut,  apakah  perubahan  upah 
nyata  pekerja  (real  wage  rate)  sudah  selaras 
dengan  perubahan  kebutuhan  fisik  mini- 
mum secara  umum. 

Di  sisi  lain  perlu  pula  dikaji,  apakah 
perubahan  (kenaikan)  upah  pekerja  memi- 
liki  kaitan  positif  terhadap  kemajuan  hasil 
usaha  perusahaan.  Apakah  kenaikan  upah 
selalu  diiringi  dengan  peningkatan  produkti- 
vitas  pekerja,  yang  berarti  pula  membawa 
kemajuan  hasil  usaha  perusahaan.  Di  pihak 
lain,  apakah  kenaikan  upah  pekerja  sudah 
selaras  dengan  kenaikan  hasil  usaha  perusa- 
haan. 

Kajian  terhadap  persoalan-persoalan  ter- 
sebut  memerlukan  rangkaian  data  yang  tera- 
tur  dari  waktu  ke  waktu.  Untuk  itu  perlu  di- 
lakukan  pemantauan  dan  analisis  terhadap 
perkembangan  pengupahan,  melalui  pe- 
ngumpulan  data  secara  periodik.  Hasil  dari 
pemantauan  dan  analisis  tersebut  dapat  dija- 
dikan  bahan  masukan  dalam  merumus- 
kan  langkah-langkah  kebijakan  berikut- 
nya. 


Perkembangan  Upah  Minimum  Re- 
gional 

Upah  Minimum  adalah  upah  sebagai- 
mana  yang  telah  diatur  dalam  PP  No.  8/ 
1981  yaitu  upah  yang  ditetapkan  secara  mi- 


nimum Regional,  Sektoral  Regional  dan 
Subsektoral.  Di  sainping  upah  minimum  ada 
pula  Upah  Pokok  Minimum,  yaitu  penetap- 
an  upah  pokok  yang  diatur  secara  minimal 
baik  Regional,  Sektoral  maupun  Subsekto- 
ral. Di  samping  definisi  tersebut,  DPP  FBSI 
(Agustus  1983)  menetapkan  definisi  upah 
minimum  sebagai  upah  permulaan  yang  di- 
terima  oleh  seorang  pekerja  atau  buruh  yang 
dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebu- 
tuhan hidup  secara  maksimal.^ 

Dari  definisi  tersebut,  terdapat  tiga  jenis 
upah  minimum  yaitu  upah  minimum  re- 
gional, upah  minimum  regional  sektoral  dan 
upah  minimum  regional  subsektoral.  Na- 
mun demikian,  penetapan  upah  minimum 
ini  tida,k  selalu  berjalan  lancar  untuk  setiap 
kurun  waktunya.  Bahkan  masih  banyak 
daerah  belum  menetapkan  upah  minimum 
regional  sektoral  dan  subsektoral.  Upah 
minimum  regional  memang  secara  relatif  su- 
dah terdapat  di  setiap  daerah,  meskipun  ten- 
tu  saja  nilainya  berbeda  untuk  setiap  daerah 
tergantung  berbagai  faktor  yang  mempenga- 
ruhi.  Tetapi  untuk  upah  minimum  sektoral 
regional  dan  subsektoral  regional  belum  se- 
luruh  daerah  menjangkau  setiap  sektor  yang 
ada. 

Data  Upah  Minimum  Regional  relatif 
lengkap  dibandingkan  dengan  data  Upah 
Minimum  Sektoral  dan  Subsektoral.  Selain 
itu,  data  mengenai  Upah  Minimum  baik  me- 
nurut  Sektor  maupun  menurut  Subsektor  sa- 
ngat  beragam.  Hal  ini  karena  penetapan 
Upah  Minimum  dari  Departemen  Tenaga 
Kerja  adalah  menurut  sektor  maupun  sub- 
sektor (dalam  hal  ini  jenis  pekerjaan)  yang 
terdapat  dalam  masing-masing  daerah,  se- 


'LDFEUI,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Upah 
Minimum  dan  Pengaruh  Upah  Minimum  pada  Mobili- 
tas  Pekerja  Antar  Daerah,  Jakarta,  1986. 
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PERKEMBANCiAN  UPAH  MINIMUM 

hingga  jenis  pekerjaan  maupun  sektornya 
antara  daerah  satu  dengan  yang  lainnya 
sangat  berbeda. 

Data  mengenai  upah  minimum  regional 
dari  tahun  1985  sampai  tahun  1990  dapat  di- 
lihat  pada  Tabel  1.  Dari  tabel  ini  terlihat 
bahwa  tidak  ada  satu  pun  propinsi  di  Indo- 
nesia yang  sudah  bisa  melakukan  perubah- 
an/penyesuaian  upah  minimum  regional  se- 
tiap  tahunnya,  padahal  inflasi  setiap  tahun 
meningkat  cukup  tinggi.  Dari  seluruh  pro- 
pinsi yang  ada  di  Indonesia,  hanya  Propinsi 
Riau  yang  telah  mampu  melakukan  peru- 
bahan  upah  minimum  hampir  setiap  tahun. 
Propinsi- propinsi  lain  baru  melakukan  peru- 
bahan  upah  minimum  regional  rata- rata  se- 
kali  dalam  periode  tersebut  bahkan  ada  yang 
belum  melakukan  sama  sekali. 

Kalau  kita  amati  data  upah  minimum  re- 
gional pada  tahun  1990,  terlihat  bahwa  upah 
minimum  regional  bervariasi  dari  yang  te- 
rendah  Rp.  780,-  untuk  Propinsi  Jawa  Te- 
ngah  sampai  yang  tertinggi  Rp.  2.450,-  untuk 
Pulau  Batam,  atau  kalau  propinsi  tertinggi, 
yaitu  Propinsi  DI  Aceh  dengan  upah  mini- 
mum Rp.  2.133,-. 

Upah  minimum  regional  Propinsi  DI 
Yogyakarta  pada  tahun  1990  yang  sebesar 
Rp.  900,-  ternyata  sama  dengan  upah  mini- 
mum regional  Propinsi  Sulawesi  Selatan  te- 
tapi  pada  tahun  1985,  atau  hampir  sama  de- 
ngan upah  minimum  regional  Propinsi  Su- 
matera  Utara  dan  Jambi  pada  tahun  1985 
yang  sebesar  Rp.  850,-  dan  Rp.  950,-.  Hal  ini 
tidak  dapat  disimpulkan  bahwa  indeks  biaya 
hidup  di  DI  Yogyakarta  pada  tahun  1990 
sama  dengan  atau  hampir  sama  dengan  in- 
deks biaya  hidup  di  Propinsi  Sulawesi  Sela- 
tan, Sumatera  Utara  dan  Jambi  pada  tahun 
1985,  karena  faktor  yang  mempengaruhi 
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KUM  Ketetapan  Upah  Minimum  tidak  ha- 
nya IHK  ataupun  KFM  saja. 

Pasar  Tenaga  Kerja 

Sementara  itu,  merupakan  kenyataan 
yang  harus  diterima  bahwa  telah  terjadi  ke- 
timpangan  dalam  pasar  tenaga  kerja  dewasa 
ini.  Pertama,  ada  ketidakseimbangan  secara 
umum  di  mana  jumlah  tenaga  kerja  yang 
ada  melebihi  jumlah  lapangan  kerja  yang 
tersedia.  Meskipun  demikian,  secara  struk- 
tural  dan  sektoral  masih  terdapat  kesenjang- 
an  antara  ketrampilan  yang  diperlukan  di- 
bandingkan  dengan  ketrampilan  yang  ter- 
sedia. Kesenjangan  ini  menyebabkan  kesan 
ketidakseimbangan  secara  umum  tersebut 
menjadi  berkurang  maknanya. 

Dimensi  lain  dari  ketidakseimbangan  ke- 
tenagakerjaan  menyangkut  mutu  tenaga  ker- 
ja. Tuntutan  akan  tenaga  kerja  yang  berke- 
trampilan  semakin  meningkat  bukan  hanya 
untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan, 
tetapi  juga  untuk  meningkatkan  produktivi- 
tas  dan  sebagai  upaya  mengurangi  kemiskin- 
an  sekaligus  mengangkat  status  tenaga  ker- 
ja. Dalam  hubungan  ini  tampak  bahwa 
upaya  perlindungan  pekerja  menjadi  hal 
yang  perlu  diperhatikan,  terutama  dalam 
hubungan  dengan  perusahaan. 

Apabila  dilihat  lebih  jauh  hubungan  an- 
tara permasalahan  yang  dihadapi  bidang  ke- 
tenagakerjaan,  khususnya  yang  menyangkut 
"setengah  menganggur",  dengan  proses  in- 
dustrialisasi  yang  berlaku  dalam  tahap  pem- 
bangunan nasional  saat  ini,  tampaknya 
sektor  industri  menawarkan  suatu  "hari  de- 
pan"  yang  lebih  baik.  Hal  ini  terutama  bila 
dilihat  dari  perkembangan  kesempatan  kerja 
yang  terjadi  selama  tahun-tahun  terakhir  se- 
bagaimana  ditunjukkan  dalam  Tabel  2. 
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Tabel  2 

ELASTISITAS  KESEMPATAN  KERJA 


Periode 


No.Sektor  Ekonomi 

1980-1985 

1985-1988 

1.  Pertanian 

0,7712 

0,5899 

2.  Industri 

0,0245 

0,5285 

J.  i^enainDangan 

1,2519 

1,9990 

4.  Listrik/Gas/Air 

0,6853 

0,2807 

5.  Bangunan 

2,1286 

0,5606 

6.  Perdagangan 

1,5927 

1,1244 

7.  Pengangkutan 

1,0917 

0,6166 

8.  Lembaga  Keuangan 

0,4959 

0,4215 

9.  Jasa-jasa  Lainnya 

0,8362 

0,9591 

Seluruh  Sektor 

0,9091 

0,7699 

Sumber:.   Depnaker,  Projil  Sumber  Daya  Manusia,, 
1989/1990 


Dari  tabel  di  atas  terlihat  berkurangnya 
kesempatan  kerja  di  sektor  pertanian  yang 
ditunjukkan  dalam  penurunan  elastisitasnya 
dari  0,77  menjadi  0,59.  Sedangkan  untuk 
sektor  industri  bahkan  meningkat  dari  0,02 
menjadi  0,53.  Sektor  lain  yang  meningkat 
dengan  cukup  drastis  terdapat  pada  sektor 
pertambangan  yaitu  dari  sebesar  1,25  men- 
jadi 1,99  dan  sektor  pengangkutan  dari  0,09 
menjadi  0,62  dalam  kurun  waktu  1980-1988. 

Namun  demikian,  pertumbuhan  lapang- 
an  kerja  sektor  industri  jauh  lebih  lamban 
dibandingkan  dengan  pertumbuhan  kontri- 
busi  sektor  industri  terhadap  pendapatan 
negara  (GDP).  Tabel  3  menunjukkan  bahwa 
sementara  pertumbuhan  kontribusi  sektor 
industri  terhadap  pendapatan  negara  ber- 
kembang  sangat  pesat  dari  12,4%  pada  ta- 
hun  1980  menjadi  19,3%  pada  tahun  1990, 


maka  pertumbuhan  lapangan  kerja  sektor 
industri  lebih  lamban  yaitu  dari  9,1%  men- 
jadi 11,6%  pada  periode  yang  sama.  Hal 
ini  bisa  berarti  dua  hal,  kemungkinan  per- 
tama  pertumbuhan  industri  banyak  meng- 
gunakan  teknologi  padat  modal  yang  ber- 
teknolo^i  tinggi,  atau  yang  kedua  mung- 
kin  saja  angkatan  kerja  sektor  industri 
justru  masih  hams  ditingkatkan. 

Berdasarkan  pemyataan  tersebut,  perlu 
ditingkatkan  produktivitas  sumber  daya  ma- 
nusia. Hal  ini  dimaksudkan  agar  industriali- 
sasi  tidak  semata-mata  dilaksanakan  melalui 
pengembangan  pranata-pranata  fisik  tetapi 
juga  meliputi  kelembagaan  sosial  dan  peri- 
laku  dari  sumber  daya  manusia  sehingga 
dapat  mengubah  cara  pandang,  cara  berpi- 
kir,  cara  bertindak,  serta  memiliki  sikap  dan 
perilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  perlu 
dimiliki  oleh  masyarakat  yang  lebih  ber- 
struktur  industrial. 

Sementara  itu  dalam  kurun  waktu  Repe- 
lita  VI,  situasi  ketenagakerjaan  di  Indonesia 
diperkirakan  masih  ditandai  oleh  surplus 
persediaan  tenaga  kerja  keluaran  pendidikan 
dibandingkan  dengan  perkiraan  tambahan 
lapangan  kerja  yang  tersedia.  Berdasarkan 
perbandingan  seperti  yang  terlihat  pada  Ta- 
bel 4,  angka  pengangguran  potensial  diper- 
kirakan sekitar  4,2%  dari  seluruh  angkatan 
kerja  yang  tersedia.  Angka  pengangguran 
potensial  dalam  Repelita  VI  sedikit  lebih 
tinggi  dibandingkan  dengan  angka  pengang- 
guran terbuka  selama  masa  Repehta  V  yang 
hanya  mencapai  3,1%. 

Perkiraan  meningkatnya  angka  pengang- 
guran potensial  dalam  kurun  waktu  Repelita 
VI  menuntut  pendayagunaan  tenaga  kerja 
terdidik  di  dalam  dunia  kerja  seoptimal 
mungkin.  Untuk  itu,  perlu  dipertahankan 
dan  ditingkatkan  pertumbuhan  ekonomi  In- 
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Tabel  3 

PERGESERAN  STRUKTUR  EKONOMI  DAN  LAPANGAN  KERJA 

(dalam  Persentase) 


1980-1985  1985-1990  1980-1990 


Sektor 

Eko- 
nomi 

Lap. 
Kerja 

Eko- 
nomi 

Lap. 
Kerja 

Eko- 
nomi 

Lap. 
Kerja 

i  •    1  CI  lalUctll 

J, Jo 

3,32 

3,21 

1,04 

3,28 

2,18 

2.  Pertambangan 

-3,54 

1.31 

2,53 

12,35 

1.11 

6,69 

3.  Industri  Pengolahan 

8,81 

4,26 

10,65 

7,55 

9,73 

5,90 

4.  Listrik,  Gas  dan  Air 

14,07 

0,96 

14,99 

16,19 

14,53 

8,31 

5.  Bangunan 

3,21 

4,69 

8,30 

6,59 

5,72 

5,63 

6.  Perdagangan 

5,01 

6,83 

8,50 

2,83 

6,74 

4,81 

7.  Pengangkutan 

8,44 

5,81 

7,33 

6,65 

7,89 

6,23 

8.  Lembaga  Keuangan 

9,51 

-3,80 

7,27 

16,77 

8,38 

5,98 

9.  Jasa-jasa 

6,95 

2,97 

5,79 

3,41 

6,37 

3,19 

Jumlah 

3,47 

3,91 

6,29 

.  2,88 

5,01 

3,39 

Sumber:    Bappenas  (1992)  Studi  Profll  Pendidikan  dan  Pengembangan  SDM,  Bappenas,  Depdikbud,  Depnaki 
dan  BPS,  Jakarta. 


Tabel  4 


PROYEKSI  PERSEDIAAN  TENAGA  KERJA  DAN  KESEMPATAN  KERJA 
MENURUT  TINGKAT  PENDIDIKAN  TAHUN  1994-1998 


Tingkat 

Angkatan 

Kesempatan 

Keseim- 

AK/KK 

Pendidikan 

Kerja 

Kerja 

bangan 

1.  TS 

** 

-527,7* 

527,7 

2.  TTSD 

1.015,6 

1.073,8 

-58,2 

94,6 

3.  TSD 

4.472,8 

5.869,1 

-1.936,3 

76,2 

4.  TSLTP 

1.885,9 

2.085,1 

-199,2 

90,4 

5.  TSMU 

3.360,8 

1.748,0 

1.612,8 

192,3 

6.  TDIPLOMA 

1.582,5 

1.509,3 

73,2 

104,8 

7.  TSTRATA 

239,3 

544,7 

-305,4 

43,9 

8.  TSTRATA 

613,0 

340,8 

272,2 

179,9 

Jumlah 

13.169,9 

12.643,1 

526,8 

104,2 

Sumber:   Studi  Prospek  Kesempatan  Kerja  Selama  Repelita  VI,  Departemen  Tenaga  Kerja,  1992. 

*Diperkirakan  bahwa  kesempatan  kerja  untuk  pekerja  yang  tidak  bersekolah  terus  menurun.  Penurunan  ini  dfper- 
kirakan  sekitar  528  ribu  orang  selama  Repelita  VI. 

**Persediaan  angkatan  kerja  tidak  bersekolah  diperkirakan  masih  ada  tetapi  jumlahnya  sangat  kecil  dan  telah  diga- 
bungkan  ke  dalam  kategori  tidak  tamat  SD. 
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donesia  selama  Repelita  VI  agar  mampu  me- 
nampung  tenaga  kerja  yang  lebih  banyak 
pada  masa-masa  yang  akan  datang. 


Upah  Minimum,  Pasar  Kerja  dan 
Hubungan  Industrial 

Hubungan  kerja  antara  pengusaha  se- 
bagai  pemberi  kerja  dan  pekerja  sebagai  pe- 
nerima  kerja  dipengaruhi  oleh  perkembang- 
an  dan  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  cara 
pengelolaan  usaha.  Ketidakserasian  di 
dalam  hubungan  kerja  ini  banyak  disebab- 
kan  oleh  tidak  puasnya  pekerja  terhadap  sis- 
tem  pengupahan  yang  ada.  Untuk  menyele- 
saikannya  perlu  ada  kerja  sama  antara  pe- 
kerja, pengusaha,  dan  pemerintah  agar  da- 
pat  tercipta  iklim  yang  sehat  yang  dihayati 
oleh  semua  pihak. 

Dalam  situasi  penawaran  tenaga  kerja 
lebih  besar  daripada  lowongan  kerja  yang 
tersedia,  maka  hanya  tenaga  kerja  yang  me- 
miliki  ketrampilan  mempunyai  kesempatan 
untuk  masuk  ke  pasar  kerja.  Dengan  demi- 
kian,  ketrampilan  pekerja  harus  ditingkat- 
kan  agar  pekerja  dapat  masuk  ke  lapangan 
kerja.  Tetapi  agar  pekerja  dapat  memper- 
oleh  upah  cukup  untuk  membiayai  kebutuh- 
an  hidupnya,  pekerja  tidak  hanya  harus  se- 
kedar  terampil  tetapi  juga  harus  dapat  men- 
capai  tingkat  produktivitas  yang  tinggi,  agar 
tingkat  upah  dapat  dinaikkan. 

Masalah  upah  dapat  ditinjau  dari  dua 
segi  yaitu: 

1.  Segi  mikro,  menyangkut  masalah  kesera- 
sian  antara  besarnya  upah  dengan  ke- 
mampuan  perusahaan. 

2.  Segi  makro,  menyangkut  hubungan  anta- 
ra upah  dengan  produktivitas  tenaga  ker- 
ja dan  kesempatan  kerja. 


Namun,  sampai  saat  ini  belum  ada  ukur- 
an  yang  baik  untuk  upah  yang  wajar  berda- 
sarkan  kemampuan  perusahaan,  kesempat- 
an kerja  dan  produktivitas  tenaga  kerja.  De- 
ngan demikian  penyebab  perselisihan  antara 
pekerja  dan  majikan  didominasi  oleh  masa- 
lah pengupahan.  Hanya  sebagian  kecil  saja 
yang  disebabkan  oleh  ketidakserasian  dalam 
hubungan  industrial. 

Dari  gambaran  permasalahan  di  atas  ada 
baiknya  kita  menengok  dasar  serta  landasan 
dari  hubungan  industrial  di  Indonesia  yang 
lebih  dikenal  dengan  Hubungan  Industrial 
Pancasila  (HIP).  HIP  didasarkan  pada  "tri- 
dharma"  yang  berarti  pekerja,  pengusaha, 
dan  pemerintah  saling  berhubungan  melalui 
rasa  ikut  memiliki  (rumangsa  handarbeni), 
rasa  saling  bertanggung  jawab  (melu  hang- 
rungkebi),  dan  mawas  diri  secara  jujur  serta 
berani  (mulat  sarira  kangrasa  wani).  Kalau 
saja  dasar  ini  dijalankan,  sebetulnya  HIP 
tersebut  berisikan  prinsip  partnership  serta 
tanggung  jawab  bersama  yang  wajar. 

Apabila  HIP  dapat  dilaksanakan  dengan 
baik,  maka  tidak  perlu  ada  pertentangan  so- 
sial di  antara  anggota  masyarakat  dan  juga 
tidak  akan  timbul  pemerasan  oleh  yang  kuat 
terhadap  yang  lemah.  Namun  gambaran- 
gambaran  di  atas,  yang  juga  diakibatkan 
oleh  keadaan  perekonomian  yang  dipenga- 
ruhi oleh  kehidupan  buruh  ataupun  kelang- 
sungan  perusahaan,  telah  mengaburkan  arti 
saling  menghormati  antara  kedua  belah  pi- 
hak serta  melemahkan  tanggung  jawab  me- 
reka  dalam  proses  produksi  secara  keselu- 
ruhan.  Akibatnya,  pemogokan  kerja  oleh 
pekerja  ataupun  penutupan  perusahaan  oleh 
pengusaha  yang  seyogyanya  tidak  dianggap 
sebagai  alternatif  terbaik,  seringkali  ter- 
paksa  dijalankan. 


PERKEMBANGAN  UPAH  MINIMUM 

Di  dalam  keadaan  seperti  itu  lalu  timbul 
gagasan  serta  renungan  di  mana  dan  apa  se- 
benarnya  peranan  pekerja  serta  hubungan 
perburuhan  dalam  sistem  perekonomian  In- 
donesia. Untuk  melihat  hal  ini,  ada  baiknya 
diperhatikan  Tabel  5  berikut  ini. 
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Di  dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  yang 
liberal  upah  diberikan  atas  dasar  kekuatan 
pasar.  Maka  seorang  pekerja  akan  meneri- 
ma  upah  tergantung  dari  kekuatan  penawar- 
an  dan  permintaan  pekerja  dalam  pasaran 
kerja.  Sedangkan  dalam  sistem  ekonomi 


Tabel  5 


POSISI  PEKERJA  DALAM  BERBAGAI  SISTEM  PEREKONOMIAN 


Sistem  Ekonomi 
Kapitalis/Liberal 


Sistem  Ekonomi 
Sosial/Komunis 


Sistem  Ekonomi 
Indonesia 


a.  Peranan 
Pemerintah 


b.  Kedudukan 
perseorangan 


c.  Pemilihan  la- 
pangan 
pekerjaan . 


d.  Hubungan  ker- 
ja: 

(i)  upah 
(ii)  jam  kerja 
(iiO  lingkungan 
kerja 


Pemerintah  tidak  campur 
tangan,  kecuali  dalam 
kegiatan  tertentu  (public 
goods) 


Bebas  Penuh/liberal  dalam 
batas-batas  kewajaran  yang 
diterima  oleh  masyarakat 

Bebas  memilih  pekerjaan 
sesuai  dengan  kehendak 
masing-masing  dan  diguna- 
.kan  untuk  kepentingan  diri 
sendiri. 

Berdasarkan  kontrak  kerja. 
Upah  disesuaikan  dengan 
kekuatan  pasar,  hubungan 
sangat  impersonal. 


Pemerintah  berperan 
penuh. 


Tidak  bebas/tidak  dikenal 
arti  individu,  yang  ada  ha- 
nyalah  kolektivitas 

Semua  orang  adalah  buruh. 
Hanya  ada  kelas  buruh. 
Lapangan  pekerjaan  diten- 
tukan  negara. 


Ditentukan  dan  direncana- 
kan  oleh  negara.  Manusia 
hanya  sebagai  alat  produksi. 


Pemerintah  mengawasi 
jalannya  mekanisme  permin- 
taan dan  penawaran  demi 
tercapainya  kestabilan  ekono- 
mi, keseimbangan  kekuatan 
ekonomi,  pencegahan  per- 
saingan  yang  tidak  sehat,  per- 
lindungan  bagi  produsen  dan 
konsumen  yang  lemah,  pe- 
ngembangan  potensi  ekonomi 
nasional,  serta  untuk  memper- 
tahankan  keamanan  nasional 
dan  moralitas  bangsa. 

Bebas  terpimpin  dalam  batas- 
batas  yang  tidak  merugikan 
kepentingan  umum  dan  telah 
ditentukan  UUD  1945. 

Bebas  memilih  pekerjaan  yang 
dikehendaki  dan  tersedia.  Di- 
kerjakan  untuk  menghidupi 
diri  sendiri  sekeluarga  secara 
layak  dan  untuk  kepentingan 
nasional. 

Berdasarkan  sikap  manusiawi. 
Upah  disesuaikan  dengan 
prestasi  yang  dihasilkan  dan 
yang  dapat  menjamin  peng- 
hidupan  yang  layak  dari  segi 
kemanusiaan. 


Sumber:    a.  Diolah  dari  Hand-Out  Hariry  Hady,  Jakarta,  1981. 

b.  Disarikan  dari  Penjabaran  Demokrasi  Ekonomi  oleh  ISEI,  1990,  Jakarta. 
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yang  berbau  sosialis  ataupun  komunis,  upah 
ditentukari  oleh  negara.  Hal  ini  untuk  me- 
nyeragamkan  upah  pekerja  yang  ada.  Se- 
mentara  itu,  di  dalam  "Sistem  Ekonomi  In- 
donesia", upah  ditentukan  secara  lebih  ma- 
nusiawi.  Dengan  demikian,  selalu  diusaha- 
kan  pemberian  upah  yang  sepadan  dengan 
prestasi  kerja  yang  dihasilkan,  dan  besar 
upah  tersebut  harus  dapat  menjamin  penghi- 
dupan  pekerja  secara  layak  dilihat  dari  sisi 
kemanusiaan. 

Mengenai  masalah  jam  kerja,  di  dalam 
sistem  ekonomi  kapitalis  hal  ini  telah  diatur 
melalui  kontrak  kerja  yang  berlaku.  Arti- 
nya,  tetap  berlaku  sesuai  dengan  persetujuan 
yang  telah  disepakati  bersama'  antara  peker- 
ja dan  pengusaha.  Sebaliknya,  di  dalam  sis- 
tem ekonomi  yang  lebih  mengarah  pada  so- 
sialis-komunis  jam  kerja  ini  telah  ditentukan 
oleh  negara  yang  disesuaikan  dengan  kepenr 
tingan  dan  keperluan  negara  itu  sendiri.  Da- 
lam "Sistem  Ekonomi  Indonesia"  yang  le- 
bih manusiawi,  jam  kerja  ditentukan  oleh 
pemerintah  dengan  mengingat  kesehatan 
dan  keselamatan  kerja  yang  harus  dijamin 
oleh  negara.  Karena  selain  upah,  pekerja 
juga  diberi  berbagai  insentif  lainnya,  antara 
lain  berupa  lingkungan  dan  keselamatan 
kerja  yang  baik  'dan  sehat  se'rta  jaminan  so- 
sial  lainnya. 

Variabel  yang  terakhir  adalah  Hngkung- 
an  kerja.  Dalam  alam  perekonomian  yang 
kapitalis  dan  liberal,  hubungan  kerja  antara 
seorang  pekerja  dengan  pekerja  yang  lain 
adalah  sangat  impersonal.  Artinya,  mereka 
berhubungan  untuk  masalah- masalah  yang 
menyangkut  tugas  dan  pekerjaan  serta  saling 
tidak  mau  tahu  persoalan  pribadi  masing- 
masing  yang  bersifat  emosional.  Sedangkan 
dalam  sistem  perekonomian  yang  sosialis 
serta  komunis,  manusia  hanya  dipandang  se- 
bagai  alat  produksi  sebagaimana  perlakuan 


terhadap  faktor-faktor  produksi  lainnya. 
Berbeda  dengan  kedua  sistem  perekonomian 
di  atas,  "Sistem  Ekonomi  Indonesia"  kem- 
bali  menekankan  hubungan  kerja  yang  sera- 
si,  harmonis  dan  saling  mempercayai  untuk 
mencapai  tujuan  bersama.  Keserasian,  ke- 
harmonisan  dan  saling  mempercayai  terse- 
but diupayakan  untuk  mendorong  tercapai- 
nya  kelancaran,  efisiensi,  produktivitas  serta 
kelangsungan  hidup  perusahaan  dan  sekali- 
gus  dapat  memenuhi  kesejahteraan  pekerja. 

Dengan  ulasan  di  atas,  dapat  dilihat  ma- 
salah-masalah  yang  masih  tertinggal  dan 
yang  segera  harus  ditangani  dalam  pelaksa- 
naan  HIP  itu  sendiri  maupun  dalam  usaha 
menempatkan  pekerja  di  tempat  yang  sewa- 
jarnya  dalam  lingkungan  "Sistem  Ekonomi 
Indonesia". 

Hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha 
seringkali  tidak  dilakukan  secara  langsung, 
tetapi  melalui  pihak  ketiga  yang  sering  dise- 
but  sebagai  serikat  buruh  ataupun  serikat 
pekerja.  Di  Indonesia  kehadiran  serikat  pe- 
kerja ini  juga  diperhitungkan  dalam  hubung- 
an perburuhan.  Oleh  karena  itu  dampak  ke- 
hadiran serikat  pekerja  di  tengah-tengah  hu- 
bungan perburuhan  yang  ada,  akan  sangat 
mempengaruhi  kebijaksanaan  yang  me- 
nyangkut ketenagakerjaan.  Serikat  Pekerja 
merupakan  wadah  penting  bagi  para  pekerja 
sebagai  wahana  untuk  meningkatkan  kese- 
jahteraan mereka.  Oleh  karenanya,  serikat 
pekerja  yang  berperan  mewakili  para  peker- 
ja bersama-sama  dengan  pengusaha  perlu 
memperhatikan  nasib  dan  meningkatkan 
kualitas  pekerja  serta  mengusahakan  agar 
pekerja  memiliki  kesadaran  turut  bertang- 
gung  jawab  atas  kelangsungan  hidup  dan  ke- 
majuan  perusahaan,  tanpa  mengabaikan 
hak  yang  dimiliki  para  pekerja  itu  sendiri, 
yang  antara  lain  hak  mogok  maupun  unjuk 
rasa. 
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Penutup 

Dalam  situasi  di  mana  penawaran  tenaga 
kerja  lebih  besar  daripada  lowongan  kerja 
yang  tersedia,  maka  hanya  tenaga  kerja  yang 
memiliki  ketrampilan  mempunyai  kesem- 
patan  untuk  masuk  ke  pasaran  kerja.  De- 
ngan  demikian,  ketrampilan  pekerja  harus 
ditingkatkan  agar  tenaga  kerja  ini  dapat 
masuk  ke  lapangan  kerja.  Namun  agar  pe- 
kerja dapat  memperoleh  upah  yang  cukup 
untuk  membiayai  kebutuhan  hidupnya,  pe- 
kerja tidak  hanya  harus  seke^ar  terampil 


tetapi  juga  harus  dapat  mencapai  tingkat 
produktivitas  yang  tinggi.  Peningkatan  pro- 
duktivitas  itu  yang  perlu  diupayakan  dewasa 
ini. 

Dalam  hubungan  dengan  produktivitas, 
penyediaan  jumlah  dan  mutu  pekerja  yang 
memadai  merupakan  usaha  yang  amat  serius 
dalam  penciptaan  lapangan  pekerjaan.  Na- 
mun, usaha  peningkatan  mutu  pekerja  bia- 
sanya  berkaitan  pula  dengan  masalah  pendi- 
dikan,  kesehatan  dan  keamanan  yang  meru- 
pakan tanggung  jawab  bersama,  seluruh 
anggota  masyarakat. 
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Aspek  Demografi-Ekonomi  SIJORI: 

Tersingkirnya  Penduduk  Riau  Kepulauan 
dalam  Pembangunan  Batam  dan  Bintan 

Riwanto  Tirtosudarmo* 

"Saya  berpikir  bahwa  ketika  ini  sudah  terbukti  orang  Melayu  saudara  kita  menjadi  pe- 
nonton  dan  akan  ditonton  bagaikan  ikan  hias  di  dalam  akuarium". 

(Tun  Ramli,  seorang  pemilik  hotel  di  Belakang  Padang  --  dikutip  dari  Effendi,  1993). 


Pengantar 

SALAH  satu  konsekuensi  dari  keputus- 
an  menjadikan  daerah  Riau  Kepulau- 
an, terutama  Batam  dan  Bintan,  seba- 
gai  lokasi  investasi  industri,  adalah  terbuka- 
nya  peluang  kerja  di  daerah  ini  bagi  para 
pencari  kerja,  baik  dari  daerah  Riau  Kepu- 
lauan sendiri  maupun  dari  daerah- daerah 
lainnya  di  Indonesia.  Masalahnya  bahwa  ke- 
putusan  para  petinggi  di  pusat  tidak  secara 
jelas  didasari  oleh  pertimbangan  yang  mem- 
punyai  persentuhan  dengan  kepentingan 
penduduk  Riau  Kepulauan  sendiri.  Meski- 
pun,  sebagaimana  secara  resmi  dikemuka- 
kan,  dalam  kerja  sama  SIJORI,  comparative 
advantage  kita  adalah  melimpahnya  tenaga 
kerja  yang  bisa  diupah  rendah,  dalam  ke- 
nyataan  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  dibu- 
tuhkan  sama  sekali  tidak  mempertimbang- 
kan  potensi  sumber  daya  penduduk  setem- 


*Peneliti  pada  Puslitbang  Kependudukan  dan  Kete- 
nagakerjaan,  LIPI.  Makalah  ini  sebelum  direvisi  pernah 
dipresentasikan  di  seminar  CIDES. 


pat  (lokal)  yang  ada.  Apa  yang  terjadi  kemu- 
dian,  sebagaimana  dengan  mudah  dapat  di- 
tebak,  adalah  berlangsungnya  proses  pe- 
minggiran  (marjinalisasi)  penduduk  setem- 
pat  oleh  para  pendatang  yang  memiliki  kua- 
lifikasi kerja  yang  dibutuhkan. 

Orang  Melayu  Riau,  sebagai  penduduk 
yang  paling  lama  mendiami  pulau-pulau  di 
Selat  Malaka  yang  secara  geografi-budaya 
disebut  sebagai  Riau  Kepulauan  itu,  tampak- 
nya  telah  ditakdirkan  menjadi  saksi  sejarah 
dari  berbagai  perubahan  besar  yang  selalu 
melintas  di  wilayah  mereka.  Letaknya  di  Se- 
lat Malaka  merupakan  tempat  lalu  lalang 
kapal-kapal  dari  berbagai  bangsa  yang  mem- 
bawa  kepentingan  ekonomis  maupun  politis- 
nya  masing-masing.  Dalam  pertemuan  (mau- 
pun pertentangan)  berbagai  kepentingan 
yang  mengambil  setting  di  Riau  Kepulauan 
ini,  yang  tampaknya  tetap  adalah  posisi  ke- 
banyakan  penduduk  selalu  berada  di  ping- 
giran  sebagai  penonton.  Dalam  masa  Orde 
Baru  sekarang  ini,  ketika  secara  lebih  siste- 
matis  dipertemukan  berbagai  kepentingan 
politik  dan  ekonomi  dengan  nama  segitiga 
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pertumbuhan  SIJORI,  "nasib  sejarah" 
penduduk  Riau  Kepulauan  kembali  ter- 
ulang. 

Makalah  ini  ingin  memperlihatkan  se- 
buah  sisi  perubahan  sosial  yang  sedang  ber- 
langsung  di  wilayah  Riau  Kepulauan,  khu- 
susnya  Batam  dan  Bintan,  yaitu  tersingkir- 
nya  penduduk  setempat  dalam  persaingan 
meraih  kesempatan  kerja  dengan  para  pen- 
datang.  Untuk  memperoleh  gambaran 
makro  tentang  dinamika  demografis,  khu- 
susnya  tentang  aspek  tenaga  kerja,  akan  di- 
manfaatkan  data  statistik  yang  tersedia.  Ke- 
terbatasan  data  yang  ada  membuat  sulit  un- 
tuk memperoleh  gambaran  yang  lengkap 
tentang  berbagai  aspek  penting,  misalnya 
besarnya  migrasi  masuk  ke  daerah  Riau  Ke- 
pulauan, terutama  ke  Batam,  yang  merupa- 
kan  fenomena  paling  mencolok  di  kawasan 
ini.  Mengenai  gambaran  potensi  tenaga  ker- 
ja setempat,  selain  akan  digunakan  hasil 
Sensus  1990,  akan  dikemukakan  beberapa 
temuan  dari  studi  lapangan  yang  pernah  di- 
lakukan  di  Batam  dan  Bintan. 


Dinamika  Demografi-Ekonomi: 
Aspek  Mobilitas  Tenaga  Kerja 

Sebuah  fenomena  yang  sangat  mencolok 
yang  terjadi  di  Propinsi  Riau  sejak  dua  dasa- 
warsa  terakhir  adalah  lonjakan  pertumbuh- 
an penduduk  yang  sangat  cepat  di  Pulau 
Batam.  Pada  tahun  1971  Batam  telah  dipu- 
tuskan  sebagai  basis  logistik  oleh  Pertamina. 
Selanjutnya,  pada  tahun  1983  Batam  diubah 
statusnya  menjadi  kota  madya,  sehingga  se- 
jak itu  secara  administratif  berdiri  sendiri 
terlepas  secara  administratif  dari  kabupaten 
Kepulauan  Riau,  yang  beribukota  di  Tan- 
jung  Pinang  dan  terletak  di  Pulau  Bintan. 


Tak  dapat  disangkal  bahwa  dipilihnya 
Batam  sebagai  lokasi  untuk  berbagai  akti- 
vitas  ekonomi,  telah  mengundang  orang- 
orang  untuk  mengadu  nasib  di  Pulau  Batam. 

Berbeda  dengan  Batam  yang  telah  men- 
jadi fokus  investasi  sejak  awal  tahun  1970- 
an,  Bintan  baru  tahun  1990  secara  resmi  di- 
putuskan  menjadi  bagian  kerja  sama  SIJO- 
RI. Meskipun  demikian,  di  Bintanlah  secara 
historis  terdapat  pusat  kegiatan  ekonomi 
maupun  budaya  penduduk  Riau  Kepulauan. 
Jumlah  penduduk  Bintan  juga  telah  men- 
capai  lebih  dari  150.000  pada  tahun  1990. 
Pada  saat  ini  Bintan  sedang  dikembangkan 
menjadi  daerah  industri,  turisme  dan  proyek 
air  minum  untuk  Singapura.  Pada  tahun 
1991  rencana  tata  guna  tanah  untuk  pengem- 
bangan  Bintan  telah  selesai,  di  mana  diperki- 
rakan  65%  atau  72.000  ha  tanah  di  Bintan 
akan  dipergunakan  untuk  menunjang  ren- 
cana pengembangan  tersebut.  Tenaga  kerja 
yang  dibutuhkan  untuk  tahap  pembangunan 
sarana  dan  prasarana  diperkirakan  akan 
mencapai  120.000  orang.  Sesudah  berbagai 
sarana  tersedia,  diperkirakan  akan  tersedia 
60.000  kesempatan  kerja  tetap ,  di  Bintan 
(Ahmad,  1992:  427). 

Sebagaimana  terlihat  dari  Tabel  1,  pen- 
duduk Batam  telah  tumbuh  dari  hanya  seki- 
tar  6.000  jiwa  pada  tahun  1973  menjadi  lebih 
dari  115.000  jiwa  pada  pertengahan  tahun 
1992.  Namun  demikian,  yang  menarik 
adalah  bahwa  lonjakan  pertumbuhan  terjadi 
dengan  sangat  mencolok  sesudah  tahun 

1988.  Ini  terutama  berkaitan  dengan  peru- 
bahan kebijaksanaan  strategi  dan  prioritas 
pembangunan  yang  terjadi  di  Batam  dan  se- 
kitarnya.  Dari  awal  tahun  197(>-an  sampai 
tahun  1988  pembangunan  di  Batam  teruta- 
ma berkaitan  dengan  berbagai  usaha  eksplo- 
rasi  minyak  oleh  Pertamina.  Sejak  tahun 

1989,  dimulailah  babak  baru  pembangunan 
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label  1 


PENDUDUK  PROPINSI  RIAU,  KABUPATEN  KEPULAUAN  RIAU. 
KODYA  BATAM  DAN  PULAU  BINTAN:  1970- 1990- AN. 


Tahun 

Prop.  Riau 

Kab.  Kep.  Riau 

P.  Bintan 

I^oHvj)  Ratam 
ivuuja  Ddiaiil 

1971 

1.641.074 

331.136 

6.000 

1980 

2.163.896 

442.712 

38.663 

1983 

43.000 

1988 

79.400 

1989 

90.500 

1990 

3.278.807 

458.199 

153.387 

105.820 

1991 

112.846 

1992 

115.198 

Sumber:  Data  dihinipun  dari  berbagai  publikasi  antara  Iain  Penduduk  Indonesia  Hasil  Sensus  Penduduk  1990, 
Kepulauan  Riau  dalam  Angka  1990,  Batam  dalam  Angka  I990/I991,  Data  Pengembangan  Barelang 
Sampai  dengan  Juni  1992. 


Batam  dan  secara  resmi  dimulai  kerja  sama 
segitiga  pertumbuhan  SIJORI  antara  Malay- 
sia, Indonesia  dan  Singapura.  Kerja  sama 
SIJORI,  sebagaimana  telah  banyak  diulas 
(Pangestu,  1991;  Ahmad  1992)  didorongter- 
utama  oleh  pihak  Singapura,  yang  antara 
lain  ingin  melakukan  pemindahan  (relokasi) 
industrinya  ke  Batam.  Sejak  saat  inilah  di- 
buka  investasi  untuk  berbagai  jenis  industri 
yang -berorientasi  ekspor,  seperti  industri 
elektronik  dan  kimia.  Selain  itu  juga  ber- 
kembang  industri  real  estate,  makanan  dan 
turisme.  Lonjakan  jumlah  penduduk  Pulau 
Batam  yang  terjadi  secara  mencolok  sejak 
tahun  1989,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  per- 
kembangan  kebijaksanaan  investasi  ini. 

Perkembangan  yang  juga  sangat  menarik 
adalah  berkaitan  dengan  semakin  "urban"- 
nya  Pulau  Batam  selama  satu  dekade  ter- 
akhir.  Seperti  dapat  dilihat  dalam  Tabel  2, 
berdasarkan  definisi  Biro  Pusat  Statistik  ten- 
tang  daerah  perkotaan  dan  pedesaan,  selama 


sepuluh  tahun  (1980-1990)  penduduk  Pulau 
Batam  yang  tinggal  di  daerah  yang  berstatus 
pedesaan  telah  mengalami  penurunan  dari 
30.743  jiwa  menjadi  13.949  jiwa.  Sebalik- 
nya,  pada  kurun  waktu  yang  sama,  mereka 
yang  tinggal  di  daerah  yang  berstatus  per- 
kotaan naik  dengan  sangat  drastis  dari  7.920 
menjadi  91.871.  Berkembangnya  jumlah 
sarana  dan  prasarana  yang  cepat  di  Batam, 
adalah  alasan  kuat  untuk  memasukkan  seba- 
gian  besar  wilayahnya  sebagai  daerah  perko- 
taan. 

Mehhat  persyaratan  jenis  industri  yang 
diizinkan  beroperasi  di  Batam,  strategi  dan 
kebijaksanaan  pengembangan  Batam  jelas 
belum  mempertimbangkan  aspek  pengem- 
bangan sumber  daya  manusia  setempat.  Mi- 
salnya,  jenis  industri  yang  bersifat  padat 
karya  (labour  intensive)  yang  memungkin- 
kan  penduduk  setempat  berpartisipasi,  ter- 
masuk  dalam  negative  list  persyaratan  inves- 
tasi di  Batam  (Pangestu,  1991:  79). 
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Tabel  2 


BATAM:  PERUBAHAN  PENDUDUK  PEDESAAN  DAN  PERKOTAAN 
MENURUTKECAMATAN,  I98O-1990 


1980 

1990 

Kecamatan 

Kota  Desa 

Kota  Desa 

Belakang  Padang 

7.920  6.549 

9.513  7.420 

Batam  Barat 

6.557 

21.301 

Batam  Timur 

17.637 

61.057  6.529 

Total 

7.920  30.743 

91.871  13.949 

Sumber:    Penduduk  Kodya  Batam  Hasil  Sensus  Penduduk  1990,  hal.  7. 

Tabel  3 

PERKEMBANGAN  TENAGA  KERJA  LOKAL  DAN  ASING  DI  BATAM 

1985-1990 

Tahun 

Lokal 

Pertumbuhan 

Asing 

_  Pertumbuhan 

1985 

6.159 

-12,75 

1988 

9.478 

153 

1989 

11.041 

140 

34.27 

28.08 

1991 

22.942 

295 

18.80 

31.19 

1992 

27.256 

387 

Sumber:   Data-data  Pengembangan  Barelang  Sampai  dengan  Juni  1992. 


Apabila  kita  lihat  perkembangan  tenaga 
kerja  di  Batam,  terlihat  jelas  bahwa  pertum- 
buhannya  memang  sangat  cepat.  Dari  Tabel 
3,  terlihat  jumlah  tenaga  kerja  lokal,  dalam 
arti  tenaga  kerja  Indonesia,  meningkat  dari 
6.159  orang  pada  tahun  1985  menjadi  27.256 
pada  bulan  Juni  1992.  Sedangkan  jumlah  te- 


naga kerja  warga  negara  asing  tidak  banyak 
mengalami  perkembangan  yang  berarti,  dari 
230  pada  tahun  1985  menjadi  387  pada 
tahun  1992,  Jumlah  tenaga  kerja  asing  ini 
bahkan  tercatat  pernah  mengalami  pertum- 
buhan negatif  sebesar  12,7%  antara  tahun 
1985  dan  1988,  dari  230  turun  menjadi  153. 
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Dari  data  statistik  pencari  kerja  yang  ter- 
daftar  di  Kantor  Tenaga  Kerja  Kodya  Batam 
pada  tahun  1990,  memang  terlihat  kecende- 
rungan  yang  meningkat  dari  mereka  yang 
mencari  kerja  di  Batam.  Dari  Tabel  4  tam- 
pak  bahwa  jumlah  pencari  kerja  wanita  me- 
lonjak  dengan  tajam  setelaii  tahun  1989,  se- 
mentara  di  pihak  lain  pencari  kerja  laki-laki 
mengalami  penurunan  ini  pada  periode  yang 
sama.  Melonjaknya  pencari  kerja  wanita 
berhubungan  dengan  mulai  beroperasinya 
berbagai  jenis  industri  yang  khusus  mempe- 
kerjakan  tenaga  kerja  wanita,  terutama  in- 
dustri elektronik. 


Tabel  4 

PENCARI  KERJA  YANG  TERDAFTAR  DI 
DEPNAKER  KODYA  BATAM  TAHUN  1990 


Tahun        Laki-laki  Perempuan  Total 


1986 

351 

59 

410 

1987 

299 

70 

369 

1988 

476 

103 

579 

1989 

1.067 

430 

1.497 

1990 

515 

1.162 

1.677 

macam  pekerjaan  lain  yang  bersifat  infor- 
mal. Berkembangnya  pemukiman  tidak 
resmi  di  berbagai  tempat  di  Batam  juga  me- 
rupakan  indikasi  banyaknya  migran  masuk 
yang  tidak  terkontrol  perkembangannya. 

Di  Asia  atau  secara  lebih  sempit 
ASEAN,  mobilitas  tenaga  kerja  ke  dan  dari 
Indonesia  dari  sudut  volumenya  memang  ti- 
dak merupakan  sesuatu  yang  berarti  diban- 
dingkan  dengan  Filipina  atau  Thailand  yang 
tenaga  kerjanya  telah  banyak  melakukan  mi- 
grasi  secara  internasional  (Gunasekaran  dan 
Sullivan,  1990).  Dalam  hubungan  dengan 
perkembangan  segitiga  pertumbuhan  SIJO- 
RI,  yang  menarik  adalah  justru  meningkat- 
nya  tenaga  kerja  ilegal  (pendatang  haram) 
dari  Indonesia  ke  Johor,  Arus  investasi  dari 
Singapura  pada  sektor  manufaktur  di  Johor 
telah  mendorong  terjadinya  mobilitas  tenaga 
kerja  dari  pedesaan  ke  perkotaan  di  Johor. 
Kekosongan  tenaga  kerja  di  daerah  pedesa- 
an, terutama  yang  semula  bekerja  di  perke- 
bunan  kelapa  sawit,  telah  membuka  kesem- 
patan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  untuk 
masuk  ke  Johor  dan  menggantikan  pekerja- 
pekerja  Malaysia  di  perkebunan  kelapa 
sawit  yang  telah  berpindah  ke  sektor  industri 
di  perkotaan  (Russel  dan  Teitelbaum,  1992). 


Sumber:    Batam  dalam  Angka  1990/1991,  hal.  44. 

Meskipun  belum  pernah  ada  upaya  un- 
tiik  menghitung  secara  pasti,  membanding- 
kan  angka  statistik  penduduk  Batam  dan 
jumlah  tenaga  kerja  yang  secara  resmi  terca- 
tat,  terdapat  dugaan  kuat  bahwa  tidak  sedi- 
kit  pekerja  di  Batam  belum  terdaftar  secara 
resmi  atau  ilegal.  Pekerja  ilegal  ini  kemung- 
kinan  banyak  dilakukan  untuk  jenis  peker- 
jaan yang  bersifat  tidak  tetap  seperti  buruh 
bangunan  harian,  pelacuran  dan  macam- 


Potensi  Sumber  Daya  Manusia  Se- 
tempat:  Adakah  Peluang  untuk  Ber- 
saing? 

Makalah  ini  sejak  awal  mengartikan  pen- 
duduk setempat  secara  etnis  sebagai  orang 
Melayu  Riau.  Namun  demikian,  sangat  disa- 
dari  bahwa  tidak  mudah  melakukan  identifi- 
kasi  siapa  sebenarnya  yang  dimaksudkan 
dengan  suku  bangsa  Melayu  di  sini.  Hal  ini 
disebabkan  antara  lain  karena  masyarakat 
Melayu  Riau  pun  sudah  merupakan  campur- 
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an  dari  berbagai  suku  bangsa  pendatang 
yang  telah  lama  bermukim  di  Kepulauan 
Riau,  seperti  suku  bangsa  Bugis,  Jawa  atau 
Cina.  Karena  itu  jika  kita  mengatakan  pen- 
duduk  setempat,  maka  terutama  adalah  bah- 
wa  mereka  yang  telah  lama  bermukim  atau 
lahir  di  wilayah  tersebut. 

Dari  hasil  Sensus  Penduduk  tahun  1990, 
kita  dapat  melihat  gambaran  secara  garis  be- 
sar  bagaimana  keadaan  sumber  daya  manu- 
sia  di  Propinsi  Riau,  Kabupaten  Kepulauan 
Riau  dan  Kota  Madya  Batam.  Tabel  5  dan  6 
merupakan  gambaran  umum  keadaan  pen- 
didikan  dan  ketenagakerjaan,  yang  diang- 
gap  sebagai  proyeksi  keadaan  sumber  daya 
manusia  di  Propinsi  Riau. 

Tabel  5 

PERSENTASE  PENDUDUK  UMUR  10  KEATAS 
MENURUT  PENDIDIKAN  YANG  DITAMATKAN 
TAHUN  1990 


Prop.  Kab  Kep  Kodya 
Riau        Riau  Batam 


Tidak  Bersekolah 

10,6 

15,5 

7,9 

SD  Tidak  Tamat 

36,8 

39,1 

24,2 

Tamat  SD 

28,4 

27,8 

26,2 

SMTP  Umum 

11 

8,6 

13,1 

SMTP  Kejuruan 

1,3 

1,1 

0,8 

SMTA  Umum 

6,2 

2,9 

14,5 

SMTA  Kejuruan 

4.4 

4,2 

9,6 

D  I/II 

0,3 

0,2 

0,8 

Akademi  (D  III) 

0,4 

3 

1,1 

Universitas 

0,6 

0,2 

1.2 

TT 


Total  100,0       100,0  100,0 

Jumlah  2.239.213  342.561  78.247 


Sumber:   Penduduk  Riau  Hasil  Sensus  Penduduk 
1990.  Seri  82.04,  hal.  30. 


Dari  Tabel  5  misalnya,  ternyata  pendi- 
dikan  tertinggi  yang  ditamatkan  oleh  pendu- 
duk yang  telah  berusia  10  tahun  ke  atas, 
memperlihatkan  betapa  masih  rendahnya 
kualitas  pendidikan  yang  dimiliki,  untuk  se- 
luruh  propinsi,  76%  penduduknya  hanya 
berpendidikan  sampai  tingkat  SD.  Di  kabu- 
paten Kepulauan  Riau  dan  Kodya  Batam 
berturut-turut  persentase  mereka  yang  ha- 
nya sampai  pendidikan  setingkat  SD  adalah 
82%  dan  58% .  Kepulauan  Riau  juga  tercatat 
sebagai  kabupaten  yang  memiliki  proporsi 
penduduk  buta  huruf  yang  tertinggi  di  Pro- 
pinsi Riau  (14,5%).  Dibandingkan  dengan 
angka  propinsi  maupun  angka  kabupaten 
Kepulauan  Riau,  Kota  Madya  Batam  memi- 
liki persentase  yang  cukup  tingi  (24%)  dari 
mereka  yang  memiliki  pendidikan  setingkat 
SMTA.  Keadaan  ini  tidak  terlalu  menghe- 
rankan  mengingat  besarnya  migran  masuk 
yang  memiliki  tingkat  pendidikan  setingkat 
SMTA,  datang  dari  berbagai  tempat  di  luar 
Batam. 

Jika  sekarang  kita  lihaTaspek  ketenaga- 
kerjaan yang  ada  pada  penduduk  Riau, 
seperti  terlihat  dari  Tabel  6,  untuk  keselu- 
ruhan  Propinsi  Riau  maupun  untuk  kabupa- 
ten Kepulauan  Riau,  terlihat  jelas  bahwa 
jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  sektor 
"tradisional"  (sektor  A)  masih  sangat  besar. 
Batam,  sebagaimana  dapat  diduga,  telah 
memperlihatkan  struktur  ketenagakerjaan 
yang  bersifat  industrial,  dengan  besarnya 
proporsi  penduduk  yang  terlibat  di  sektor 
"modern"  (sektor  B  dan  C). 

Upaya  untuk  memperoleh  informasi  ten- 
tang  keadaan  sumber  daya  manusia  secara 
lebih  mendalam  pernah  dilakukan  oleh  Pus- 
litbang  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan 
LIPI  pada  tahun  1985.  Sejumlah  300  kuesio- 
ner  disebarkan  kepada  responden  (98%  laki- 
laki)  yang  berumur  antara  20-60  tahun  di  be- 
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Tabel  6 


PERSENTASE  PENDUDUK  10  KE  ATAS  YANG  BEKERJA  SEMINGGU  YANG  LALU 
MENURUT  LAPANGAN  USAHA  UTAMA  TAHUN  1990 


Prop.  Riau         Kab.  Kep.  Riau        Kodya  Batam 


Seklor  A: 

Pertanian,  Kehutanan, 
Perikanan  dll. 

Sekfor  B: 

Pertambangan,  Industri,  Listrik, 
Bangunan,  dll. 

Sekfor  C: 

Perdagangan,  Angkutan,  Keuangan, 
Jasa,  dll. 

Tak  Terjawab 


58,1 

13,1 

27,8 
1 


46 

18 

34,3 
1,7 


16,6 

37,3 

45,3 
0,8 


Total 
Jumlah 


100,0 
1.209.160 


100,0 
161.780 


100,0 
43.132 


Sumber:   Penduduk  Riau  Hasil  Sensus  Penduduk  1990,  Seri  S2.04,  hal.  210. 


berapa  lokasi  di  Batam.  Mengenai  tempat 
lahir  diperoleh  informasi  sebagai  berikut: 
21,3%  dilahirkan  di  Batam,  diikuti  oleh  me- 
reka  yang  lahir  di  Jawa  27,3%,  Riau  17%, 
Sumatera  Barat  11%  dan  Sumatera  Utara 
7%.  Sedangkan  sisanya  dilahirkan  dari  ber- 
bagai  tempat  lainnya  di  Indonesia. 

Pendidikan  yang  dimiliki  oleh  para  res- 
ponden  ternyata  cukup  bervariasi  sebagai 
berikut:  Tidak  pernah  bersekolah  hanya 
1%,  sedangkan  mereka  yang  menamatkan 
SD  38%,  SLTP  18%,  SLTA  25%,  sementa- 
ra  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan 
Akademi  dan  Universitas  sebesar  3,5%. 
Gambaran  mengenai  status  pekerjaan  para 
responden  adalah  sebagai  berikut:  bekerja 
pada  usaha  swasta  32%,  pemerintah  32%, 
bekerja  sendiri  tanpa  buruh  23%,  sebagai 
pengusaha  dengan  buruh  6,7%,  sisanya  seki- 
tar  7%  adalah  pensiunan  atau  penganggur. 


Salah  satu  kesimpulan  dari  studi  ini  adalah 
bahwa  meskipun  pengembangan  industri  be- 
lum  dapat  menyerap  angkatan  kerja  yang 
ada,  namun  menurut  para  responden  dinilai 
telah  dapat  memberikan  tingkat  kesejahtera- 
an  hidup  yang  baik  kepada  masyarakatnya 
(Tan,  1985:  37). 

Pada  pertengahan  tahun  1992,  tim  pene- 
liti  Puslitbang  Kemasyarakatan  dan  Kebuda- 
yaan  LIPI  kembali  melakukan  penyebaran 
kuesioner,  di  samping  melakukan  wawanca- 
ra  mendalam  dengan  informan  terpilih  di  ke- 
camatan  Batam  Barat,  Batam  Timur,  Bintan 
Utara  dan  Bintan  Timur  (Effendi,  1993). 
Bila  pada  penelitian  tahun  1985  responden- 
nya  diambil  secara  random  tanpa  memper- 
hatikan  latar  belakang  etnis,  kali  ini  hanya 
responden  yang  merupakan  penduduk  asii 
Melayu  saja  yang  diwawancarai.  Dari  250 
responden  umur  antara  20-40  tahun,  diper- 
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oleh  berbagai  informasi  tentang  karakteris- 
tik  maupun  persepsinya  terhadap  pemba- 
ngunan  yang  terjadi  di  daerahnya.  Pada  pe- 
nelitian  ini  jumlah  responden  diusahakan 
seimbang  antara  laki-laki  dan  wanita  dengan 
asumsi  bahwa  melihat  pasar  kerja  yang  ada 
kebutuhan  tenaga  kerja  wanita  cukup  ter- 
buka. 

Dilihat  dari  aspek  pendidikan,  diperoleh 
informasi  bahwa  pendidikan  mereka  mayo- 
ritas  (81%)  hanyalah  setingkat  SD.  Profil 
pekerjaan  mereka  adalah  sebagai  berikut: 
nelayan  17%,  buruh  industri  23%,  ibu  ru- 
mah  tanggal  34% ,  petani  kebun  6%  (di  Ke- 
camatan  Bintan  Timur).  Lebih  dari  35%  res- 
ponden mengaku  bekerja  sebagai  nelayan  se- 
belum  mendapatkan  pekerjaannya  yang  se- 
karang.  Mereka  yang  bekerja  sebagai  buruh 
industri  menyatakan  tidak  bekerja  berdasar- 
kan  jam  kerja  yang  tetap.  Khusus  untuk 
responden  dari  Kecamatan  Bintan  Timur, 
mereka  menempati  lokasinya  sekarang  kare- 
na  tempat  pemukiman  mereka  semula,  di 
daerah  pantai,  telah  dijadikan  proyek  pem- 
bangunan  untuk  sarana  dan  prasarana  in- 
dustri pariwisata.  Jika  di  tempat  semula 
mereka  bekerja  sebagai  nelayan,  sekarang 
sebagian  dari  mereka  terpaksa  harus  memu- 
lai  pekerjaan  sebagai  petani  kebun. 

Sehubungan  dengan  terbukanya  lapang- 
an  pekerjaan,  baik  di  Batam  maupun  Bin- 
tan, para  responden  mengatakan  bahwa  me- 
nurut  penilaian  mereka  mayoritas  yang 
memperoleh  pekerjaan  adalah  para  penda- 
tang  dan  bukan  penduduk  setempat.  Mereka 
juga  mengetahui  bahwa  yang  memihki 
proyek-proyek  di  daerah  tersebut  adalah 
bukan  penduduk  setempat.  Namun  demiki- 
an,  ketika  ditanyakan  apakah  pembangunan 
yang  sedang  berlangsung  memberikan  man- 
faat  bagi  penduduk  setempat,  sebagian  me- 
ngatakan bermanfaat,  tetapi  dari  sudut  ke- 


rusakan  lingkungan  dan  ganti  rugi  tanah  di- 
katakan  merugikan  penduduk  setempat.  Ke- 
tika kepada  mereka  yang  telah  bekerja  dita- 
nyakan mengenai  bagaimana  caranya  mem- 
peroleh pekerjaan  yang  dimiliki  sekarang, 
umumnya  mengatakan  mendapatkannya 
dengan  bantuan  teman  atau  saudara  yang 
tinggal  di  Batam  atau  Bintan.  Hanya  seba- 
gian kecil  yang  mengatakan  memperoleh  pe- 
kerjaan melalui  pemerintah. 


Catatan  Penutup:  Perlunya  Alterna- 
tif  untuk  Pengembangan  Sumber  Da- 
ya  Manusia  Setempat 

Kalaulah  dari  berbagai  indikator  makro- 
ekonomi,  Indonesia  telah  memperoleh  ber- 
bagai keuntungan  dari  Segitiga  Pertumbuh- 
an  SIJORI,  dalam  perspektif  penduduk  se- 
tempat yaitu  orang  Melayu  Riau,  berbagai 
indikasi  yang  ada  justru  memperlihatkan 
proses  peminggiran  kedudukan  mereka  sela- 
ku  warga  masyarakat  yang  telah  lama  me- 
nempati wilayah  itu.  Salah  satu  aspek  yang 
ikut  berperan  dalam  proses  peminggiran  ini, 
sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas,  ter- 
utama  karena  kebijaksanaan  investasi  dan 
prioritas  industri  yang  ada  sama  sekali  tidak 
mempertimbangkan  kualitas  sumber  daya 
manusia  yang  dimiliki  oleh  mayoritas  pen- 
duduk Riau  Kepulauan. 

Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manu- 
sia yang  ada  jelas  tidak  memungkinkan  pen- 
duduk setempat  bersaing  dengan  para  pen- 
datang  dari  luar  daerah  Riau  Kepulauan. 
Persoalan  bagi  penduduk  setempat,  kalau 
toh  mereka  memiliki  kualitas  untuk  mema- 
suki  pasaran  kerja  yang  ada,  adalah  proses 
recruitment  tenaga  kerja  yang  dilakukan 
justru  berlangsung  di  berbagai  tempat  di 
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luar  daerah  Riau  Kepulauan,  terutama  di 
Jawa  (Jakarta,  Surabaya,  Yogyakarta,  Se- 
marang  dan  Bandung)  dan  Sumatera  (Pe- 
kanbaru,  Medan  dan  Palembang).  Dapat  di- 
katakan  bahwa  recruitment  tenaga  kerja  di 
luar  sektor  pemerintahan,  umumnya  tidak 
melalui  Kanwil  Depnaker  setempat  dan  ti- 
dak pula  langsung  ke  perusahaan  yang  ber- 
sangkutan.  Kecuali  buruh  bangunan,  tenaga 
kerja  yang  ada  di  berbagai  perusahaan  di 
Batam  dipasok  oleh  tiga  perusahaan  pema- 
sok  tenaga  kerja,  yaitu  FT.  Tunas  Karya  In- 
donesia (Jakarta),  FT.  Kabila  Mandiri  Fer- 
sada  (Jakarta)  dan  FT.  Wensindo  (Singa- 
pura)  (Effendi,  1993). 

Sesudah  Batam,  saat  ini  Bintan  mulai  di- 
garap  untuk  dikembangkan  menjadi  lokasi 
industri  dan  pariwisata.  Berbeda  dengan  Ba- 
tam yang  ketika  mulai  dibangun  (awal  tahun 
1970-an)  dihuni  hanya  oleh  sekitar  6.000, 
jiwa,  Bintan  pada  awal  pembangunannya 
(awal  1990- an)  telah  dihuni  lebih  dari 
150,000  jiwa  penduduk,  jika  proses  recruit- 
ment tenaga  kerja  mengambil  pola  seperti 
yang  sekarang  terjadi  di  Batam,  maka  bisa 


diduga  bahwa  reaksi  yang  akan  terjadi  dari 
penduduk  setempat  kemungkinan  lebih  me- 
miliki  implikasi  sosial-politik  yang  besar. 

Fengembangan  sumber  daya  manusia  se- 
tempat sudah  semestinya  menjadi  keharusan 
dalam  strategi  pembangunan  regional  mau- 
puri  secara  khusus  dalam  paket  kebijaksa- 
naan  investasi  di  daerah  mana  pun  di  Indo- 
nesia. Penyingkiran  atau  peminggiran  pen- 
duduk setempat  dari  berbagai  peluang  untuk 
ikut  berpartisipasi  dan  menikmati  hasil  per- 
tumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  sangat  ber- 
tentangan  dengan  makna  pembangunan,  te- 
tapi  juga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadil- 
an  sosial  yang  dianut  konstitusi  dan  tujuan 
kita  bernegara.  Dari  kaca  mata  yang  lebih 
sempit,  tidak  adanya  alternatif  ini,  di  sam- 
ping  mempertinggi  economic  cost  karena  te- 
naga kerja  harus  didatangkan  dari  tempat 
yang  jauh,  yang  justru  krusial  adalah  mem- 
bengkaknya  keresahan  di  kalangan  pendu- 
duk setempat  akan  memiliki  implikasi  sosial- 
politik  yang  dapat  mempertinggi  nilai  poli- 
tical risk  sebuah  wilayah  di  mata  para  inves- 
tor. 
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Proyek  Transmigrasi 
di  Kalimantan  Timur: 

Beberapa  Aspek  Kerja  Sama  Indonesia-Jerman 

Hans-Dieter  Evers  dan  Solvay  Gerke 


Pendahuluan 

PADA  bwlan  Maret  1991,  satu  di  anta- 
ra  sekian  proyek  terbesar  di  Indone- 
sia yang  mungkin  merupakan  proyek 
pembangunan  terbesar  yang  memperoleh 
bantuan  dari  Jerman,  telah  berhasil  ditun- 
taskan  dengan  memakan  waktu  12  tahun. 
Di  dalam  program  transmigrasi  Indonesia, 
wilayah  Kalimantan  Timur  bagian  tengah 
yang  sedemikian  luasnya  harus  dikembang- 
kan  menjadi  sebuah  daerah  penghasil  beras 
terbesar  dan  menjadi  tonggak  pertumbuhan 
pembangunan  pertanian  Indonesia.  Walau- 
pun  impian  ini  belum  bisa  terwujud,  Pro- 
pinsi  Kalimantan  Timur  telah  mengalami 
perubahan    struktur   perekonomian  dan 
sosiokultural,  terutama  dengan  adanya  ge- 
lombang  pemukim  Jawa  sejumlah  kurang  le- 
bih  22.600  keluarga  yang  resmi  menetap, 
dan  bahkan  masih  ada  sejumlah  besar  kaum 
transmigran  swakarsa  yang  datang  dari  ber- 
bagai  pelosok  Pulau  Jawa.' 

'Untuk  gambaran  resmi,  lihat  Bank  Dunia  (1986: 
170-171).  Untuk  bahasan  lihat  Uhlig(1984:  83ff.);  Fass- 
bender  dan  Erbe  (1990). 


Sejak  tahun  1977,  berbagai  upaya  pem- 
bangunan di  wilayah  ini  telah  memperoleh 
bantuan  teknis  dari  sebuah  Lembaga  Kerja 
Sama  Teknis  Jerman  (GTZ)  melalui  TAD 
(Proyek  Pembangunan  Daerah  dan  Trans- 
migrasi, yang  kemudian  disebut  Kerja  Sama 
Teknis  untuk  Proyek  Pembangunan  Dae- 
rah). Sebagian  besar  aktivitas  telah  dipusat- 
kan  di  Kabupaten  Kutai,  kabupaten  terbesar 
di  antara  keempat  kabupaten  di  Propinsi 
Kalimantan  Timur. 

"Proyek  TAD  adalah  upaya  kerja  sama 
antara  Republik  Federal  Jerman  dan  Repu- 
blik  Indonesia,  dan  harus  melaksanakan 
pada  perencanaan  pembangunan  regional 
terpadu  di  Propinsi  Kalimantan  Timur  de- 
ngan sasaran  khusus  pada  berbagai,  proyek 
transmigrasi  dan  aktivitas  penunjang  yang 
lain,  terutama  di  bidang  pekerjaan  umum 
dan  pertanian"  (TAD-Bappeda  1980:  1). 

Dalam  kerangka  ini,  aktivitas  TAD  di- 
bagi  dalam  tiga  tahapan.  Selama  tahap  per- 

TAD  adalah  saiah  satu  proyek  GTZ  terbesar,  yaitu 
sebuah  organisasi  bantuan  pembangunan  Jerman  yang 
utama. 
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tama  (1977-1979),  telah  dikembangkan  se- 
buah  Rencana  Pembangunan  Regional  di 
Propinsi  Kalimantan  Timur  guna  memadu- 
kan  berbagai  kegiatan  transmigrasi  Indone- 
sia ke  dalam  satu  desain  proyek.  Selama  pe- 
riode  1979-1985,  ditekankan  kegiatan  pada 
bidang  pembangunan  pedesaan  dan  transmi- 
grasi di  Kutai.  Selama  tahap  ketiga  (1985- 
1989),  proyek  melanjutkan  bantuan  untuk 
aneka  kegiatan  pedesaan  terpadu  dan  me- 
nyelenggarakan  Program  Pengembangan 
dan  Penelitian  Sistem  Pertanian  Terpadu 
(the  Integrated  Farming  System  Research 
and  Development  Programme)  guna  men- 
dukung  program  transmigrasi.  Kegiatan  po- 
kok  TAD  dipusatkan  di  12  kecamatan  di 
Mahakam  Tengah,  khususnya  di  Kutai,^ 
yang  jumlah  keseluruhan  penduduknya  ada- 
lah  506.600  jiwa,  dengan  rincian  445.300 
jiwa  adalah  penduduk  setempat  dan  61.300 
jiwa  lainnya  adalah  kaum  transmigran  (Lo- 
rot  1989:  3).  Dari  tahun  1989  sampai  1991 
proyek  ini  dialihtangankan  kepada  Badan 
Perencanaan  Daerah. 

Banyak  tulisan  mengenai  berbagai  segi 
pembangunan  berhasil  dibuat  selama  12 
tahun  proyek  pembangunan  TAD  berjalan, 
tetapi  sebagian  besar  tulisan  kurang  mem- 
perhatikan  aspek  sosiobudaya  pembangun- 
an. Sebagian  besar  laporan  hanya  memuat 
hal-hal  ^teknis  semata. 

Tulisan  ini  mengenai  budaya  perencana- 
an pembangunan.  Penulis  mengacu  pada 
berbagai  gagasan,  persepsi  dan  kesan,  baik 
yang  datang  dari  pihak  perencana  maupun 

Dengan  memperluas  cakupan  kegiatannya  pada 
bulan  April  1974,  TAD  menjadi  Badan  Kerja  Sama 
Teknis  untuk  Pembangunan  Daerah  di  Wilayah  Kutai, 
dan  melibatkan  diri  dalam  semua  aktivitas  pembangun- 
an dan  perencanaan  regional  dengan  tujuan  bertindak 
sebagai  percontohan  di  Kabupaten  Kutai  (Lorot  1989: 
3). 


dari  sasaran  reneana,  khususnya  hal-hal 
yang  bertalian  dengan  timbulnya  perubahan 
dan  proses  yang  melibatkan  kedua  belah 
pihak.  Selama  melaksanakan  survei  dan  stu- 
di  lapangan  tentang  impak  sosial  terhadap 
transmigrasi,  yaitu  dari  tahun  1985  sampai 
1991  (Evers,  Clauss  dan  Gerke,  1988),  penu- 
lis telah  mengumpulkan  data  dan  kesan  me- 
ngenai dinamika  kebudayaan  daerah  terse- 
but.'* 

Budaya  Perencanaan  Pembangunan 
Wilayah 

Sebenarnya  pemukiman  transmigrasi 
pertama  di  Kalimantan  Timur  telah  berdiri 
pada  tahun  1950- an.  Tetapi  baru  sejak  Repe- 
lita  Ketiga,  propinsi  ini  memiliki  arti  penting 
sebagai  daerah  yang  menerima  transmigrasi, 
tentunya  setelah  dikaitkan  dengan  pemba- 
ngunan regional  dalam  arti  yang  lebih  luas. 
Tujuan  resmi  program  ini  adalah  untuk  me- 
ngurangi  tekanan  penduduk  di  Pulau  Jawa 
dan  Bali  yang  sudah  padat  dengan  cara  men- 
transmigrasikan  sebagian  penduduk  ke 
pulau-pulau  Iain.  Bagi  mereka  yang  terhbat, 

^Penelitian  tulisan  ini  dilaksanakan  atas  bantuan 
Pusat  Penelitian  Sosiologi  Pembangunan,  Universitas 
Bielefeld,  Jerman;  dengan  bantuan  dana  dari  Yayasan 
Volkswagen.  Walaupun  pejabat  TAD  dan  propinsi 
telah  sangat  membantu  dalam  memberi  fasilitas  trans- 
por,  menyediakan  data  dan  bersedia  untuk  diwawan- 
carai,  tidak  berarti  bahwa  tulisan  ini  harus  merefleksi- 
kan  sudut  pandang  para  pejabat.  Para  penulis  adalah 
anggota  staf  pengajar  Universitas  Bielefeld  dan  bukan 
pegawai  proyek  TAD/GTZ.  Yayasan  Volkswagen  juga 
turut  mensponsori  penelitian  sebelumnya  di  daerah 
transmigrasi  Rimbayu,  yang  telah  dilaksanakan  sejak 
tahun  1985,  sebagian  besar  dilakukan  sebagai  proyek 
patungan  dengan  HWWA  --  sebuah  Lembaga  Peneli- 
tian Ekonomi  di  Hamburg,  Jerman.  Beberapa  artikel 
dan  buku  mengenai  transmigrasi  telah  diterbitkan.  Mi- 
salnya:  Kebschull  (1986);  Clauss,  Evers  dan  Gerke 
(1988);  Fassbender  dan  Erbe  (1990);  Gerke  (1989)  dan 
Evers  dan  Gerke  (1992). 
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hal  ini  berarti  perubahan  gaya  dan  kondisi 
hidup  secara  menyeluruh. 

Rasanya  tidak  ada  gambaran  kontras 
yang  melebihi  perbedaan  antara  desa  di  Ja- 
wa  Tengah^  dan  pemukiman  transmigrasi  di 
Kalimantan  Timur.  Pedukuhan  Jawa  ~  pe- 
nulis  sudah  melaksanakan  kerja  lapangan 
secara  intensif  di  wilayah  ini  (Gerke  1990)  ~ 
adalah  daerah  pemukiman  yang  berpendu- 
duk  padat  dengan  119  rumah  dan  dua  buah 
jalan  utama  membelah  desa.  Di  jalan  masuk 
pedukuhan  terdapat  lengkungan  bertuliskan 
nama  desa  Busuran,  lambang  negara  "Bhin- 
neka  Tunggal  Ika"  dan  tulisan  semboyan 
ideologi  negara  yaitu  Pancasila.  Terdapat 
banyak  papan  nama  kantor  dan  lembaga- 
lembaga  pedukuhan  lainnya.  Rumah-rumah 
saling  berhimpitan  dan  dikitari  oleh  ha- 
laman  sempit.  Padatnya  kehidupan  pedesa- 
an  jelas  tampak  dan  tempat-tempat  tertentu 
mudah  dikenal  sebagai  tempat  berkumpul- 
nya  penduduk.  Delapan  buah  warung  me- 
nyediakan  kebutuhan  sehari-hari.  Makanan 
dan  sayur-mayur  dapat  diperoleh  dari  para 
bakul  yang  menggelar  dagangan  mereka  di 
sepanjang  jalan  utama  desa.  Kepala  Dukuh 
dipilih  dari  antara  Pamong  Desa  setempat 
dan  walaupun  kedudukannya  harus  direstui 
aparat  pemerintah  namun  dia  bukan  pega- 
wai  pemerintah.  ■ 

Sebaliknya,  daerah  transmigrasi  Rim- 
bayu  (berasal  dari  kata  Rimba  Ayu  =  Hutan 
Cantik)  yang  secara  administratif  terdiri  atas 
enam  buah  desa,  walau  sulit  untuk  disebut 
demikian.  Misalnya  Blok  B  Rimbayu  SPl 
yang  luasnya  hampir  sama  dengan  Desa  Bu- 
suran, terdiri  atas  189  rumah  tetapi  dengan 
menempati  daerah  seluas  enam  kali  luasnya 
Desa  Busuran,  Setiap  rumah  didirikan  de- 

'Lihat  Gerke  (1990)  mengenai  Busuran,  Kabupaten 
Bantul  dan  Evers  (1991)  mengenai  desa  Jatinom,  Kabu- 
paten Klaten. 


ngan  ciri  yan  sama  dan  terletak  tepat  di 
tengah  sebidang  tanah  seluas  satu  hektar, 
dengan  kata  lain  --  terlepas  dari  faktor  per- 
bukitan  dan  lembah  ~  setiap  rumah  berjarak 
30  meter  dari  tetangga.  Letak  rumah  disusun 
sedemikian  rupa  dalam  suatu  jaringan  mirip 
papan  catur.  Pola  ini  sama  sekali  tidak  co- 
cok  dengan  konsep  orang  Jawa  mengenai 
tata  ruang  yang  menekankan  titik  sentral 
dan  bentuk  lingkaran-lingkaran  konsentris 
(Selosoemarjan  1975). 

Bila  di  Desa  Busuran  kita  hanya  memer- 
lukan  waktu  10  menit  berjalan  kaki  mengeli- 
lingi  pedukuhan,  maka  untuk  mengitari  blok 
transmigrasi  di  Rimbayu  dibutuhkan  waktu 
hampir  satu  jam.  Kantor  dan  fasilitas  lain 
seperti  sekolah,  puskesmas  dan  kantor 
Kepala  Desa  terletak  di  ujung  desa,  yaitu  di 
sepanjang  jalur  jalan  yang  bisa  dilalui  ken- 
daraan  besar  hanya  pada  saat  musim  kering 
saja. 

Kontak  dengan  tetangga  sangat  minim. 
Tidak  ada  aula  pertemuan  dan  penduduk 
hanya  berkumpul  bila  mereka  diminta  meng- 
hadiri  pertemuan  resmi  saja.  Bila  jalan-jalan 
dan  tempat-tempat  umum  desa-desa  di  Jawa 
hampir  tiada  henti  dipadati  manusia  sepan- 
jang hari,  maka  hari-hari  di  pemukiman 
transmigrasi  bisa  dipastikan  hampir  selalu 
tampak  lengang. 

Para  transmigran  dengan  segera  akan 
menyatakan  bahwa  desa  mereka  sepi,  se- 
dangkan  desa  di  Jawa  ramai;  dua  buah  isti- 
lah  untuk  mengekspresikan  penilaian  positif 
dan  negatif.  Sebuah  tempat  yang  menye- 
nangkan,  berbudaya  dan  layak  huni  disebut 
ramai,  sedangkan  tempat  yang  kosong,  ber- 
bahaya  dan  tidak  nyaman  disebut  sepi.*^ 

*Definisi  "sepi  dan  ramai"  ini  diungkapkan  kepada 
penulis  oleh  orang-orang  Jawa  yang  sering  menggam- 
barkan  "ramai"  dengan  mengacu  pada  pasar  dan 
"sepi"  dengan  melukiskan  sebagai  hutan. 
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Timbul  pertanyaan:  Mengapa  pihak  pe- 
rencana  di  Jawa  tidak  menciptakan  desa  ti- 
pikal  Jawa  bagi  kaum  migran  dari  Jawa  ini? 
Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  terlebih 
dahulu  kita  harus  melihat  pada  perencanaan 
pemukiman  transmigran  dalam  kerangka 
ideologi  pembangunan  Indonesia.  Pemba- 
ngunan  berarti  modernisasi  dan  orde  (tata- 
nan).  Pemerintah  Indonesia  menyebut  diri- 
nya  pemerintah  "orde  baru"  atau  "orde 
pembangunan".^  Pemerintah  pusat  telah 
mensyaratkan  adanya  keseragaman  pro- 
sedur  administratif  dan  institusi,  meskipun 
perbedaan  budaya  dan  sosial  di  antara  dan 
di  dalam  tiap-tiap  propinsi  cukup  besar 
(Evers  dan  Gerke  1991).  Asas  pemerataan 
adalah  salah  satu  prinsip  pemerintah. 

Corak  pemukiman  transmigrasi  hasil  pe- 
rencanaan pemerintah  adalah  wujud  ekspre- 
si  ideologi  tersebut.  Kepala  keluarga  trans- 
migran tidak  boleh  berusia  di  atas  40  tahun, 
sudah  menikah  dan  paling  banyak  memiliki 
tiga  orang  anak.  Faktor  tatanan  dan  kesa- 
maan  terwujud  melalui  alur  jalan  dan  pena- 
taan  lokasi.  Pemukiman  transmigrasi  diren- 
canakan  secara  cermat  sebagai  model  pemu- 
kiman Indonesia  modern,  tidak  seperti  desa- 
desa  di  Jawa  yang  berbau  tradisional,  terbe- 
lakang  dan  hanya  berciri  lokal. 

Prinsip  rasional  berikutnya  diterapkan, 
selama  pemilihan  para  migran  berlangsung 
dan  pada  saat  dilakukan  penjatahan  rumah 
dan  tanah.  Kaum  migran  dari  desa  yang 
sama  dan  dinilai  prospektif  akan  ditempat- 
kan  di  pemukiman  transmigrasi  yang  ber- 
beda-beda,  dan  terkadang  terpisah  sampai 
ribuan  mil  jauhnya  bahkan  di  pulau  yang 


'Ariel  Heryanto  (1988:  1 1)  menyimak  adanya  kenya- 
taan  bahwa  kata  "pembangunan"  sudah  menjadi  kata 
kunci  bagi  pemerintahan  Orde  Baru  di  bawah  kepemim- 
pinan  Jenderal  Soeharto. 


berlainan.  Tanah  dicatu  atas  dasar  undian. 
Pada  saat  tiba  di  lokasi  transmigrasi,  setiap 
pemukiman  mengambil  sehelai  tiket  yang 
berisikan  nomor  lokasi  daerah  tertentu.  Pe- 
milihan rasional  diganti  dengan  penerapan 
fatalisme  sebagai  alat  perencanaan  yang  ten- 
tunya  menikmati  legitimasi  tingkat  tinggi  di 
antara  kaum  pemukim  Jawa.^ 

Pemukiman  Rimbayu  adalah  perwujud- 
an  nyata  ekspresi  pemikiran  birokratis,  bu- 
kan  lagi  wujud  ekspresi  struktur  sosial  bu- 
daya kaum  tani  Jawa.  Jadi,  pemukiman 
transmigrasi  lebih  merupakan  ekspresi  Indo- 
nesianisasi,  bukan  ekspresi  isi  hati  orang  Ja- 
wa yang  berbau  kolonial  seperti  dugaan  para 
kritikus  dewasa  ini. 


Pengupayaan  Materialisasi  Berbagai 
Imajinasi 

Ketika  sebuah  tim  ahli  dari  Jerman  pada 
tahun  1979  membuat  usulan  rencana  proyek 
Pembangunan  Daerah  Transmigrasi  (TAD) 
untuk  wilayah  KaHmantan  Timur,  pemu- 
kiman Rimbayu  belum  ada.  Meskipun  ba- 
nyak laporan  dan  tulisan  telah  diterbitkan, 
tetapi  awal  pelaksanaan  proyek  tersebut  te- 
rasa  agak  terselimuti  misteri  dan  menjadi 
pokok  pembicaraan  masyarakat.  Dari  hasil 
wawancara  dengan  para  pakar  TAD,  diper- 
oleh  kisah  proyek  seperti  berikut  ini. 

Dengan  menggunakan  helikopter,  ke- 
lompok  pertama  menjelajahi  daerah  Maha- 
kam  Tengah.  Mereka  sangat  terpesona  oleh 
sedemikian  luasnya  dataran  hijau,  yang  da- 

Q 

Bila  kita  bandingkan  Rimbayu  dengan  daerah  pe- 
mukiman transmigran  yang  lebih  tua  di  Mahakam 
Hulu,  seperti  daerah  yang  terletak  dekal  Melak  atau 
Long  Iram  yang  kesemuanya  didirikan  pada  tahun 
1960-an,  maka  akan  kita  amati  bahwa  selama  kurun 
waktu  ini  telah  muncul  desa-desa  "khas"  gaya  Jawa. 
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lam  bayangan  mereka  bisa  dengan  mudah 
diubah  menjadi  lahan  sawah  yang  subur.  Se- 
suai  teori  Christaller,  mereka  membayang- 
kan  adanya  sebuah  jalan  melingkar  yang 
mengelilingi  daerah  dengan  beraneka  pusat 
fasilitas  keramaian,  pusat  pertanian  dan  de- 
sa-desa  transmigrasi  yang  memang  seharus- 
nya  melengkapi  sebuah  daerah  pertanian 
makmur,  dan  mampu  mensuplai  beras  dan 
produk  pertanian  lainnya  kepada  massa 
orang  Jawa  yang  kelaparan. 

Jika  saja  tim  ahli  tersebut  mengadakan 
pemantauan  beberapa  minggu  kemudian, 
pasti  mereka  akan  melihat  rawa-rawa  dan 
danau  yang  sedemikian  luas  atau  dataran- 
dataran  luas  dengan  semak  belukar  berwar- 
na  kuning  yang  hanya  sedikit  saja  menutupi 
sebagian  kecil  tanah  yang  tidak  subur.  Isap- 
an  jempol  ini  yang  sementara  itu  telah  dija- 
dikan  bahan  penulisan  sejarah,  kemudian  di- 
terjemahkan  ke  dalam  tulisan  berikut  yang 
dikutip  dari  laporan  akhir  tahap  pertama 
proyek  PTA  46/ ATA  140,  dan  lebih  dikenal 
sebagai  proyek  TAD  Kalimantan  Timur 
(TAD-Bappeda  1980).  Propinsi  ini  dibagi  ke 
dalam  tiga  wilayah  pembangunan  berdasar- 
kan  pusat-pusat  pertumbuhan  yang  ada. 

Tiap-tiap  sentra  pertumbuhan  didesain  sebagai  pu- 
sat primer.  Kemudian,  wilayah-wilayah  tersebut 
akan  disusun  menurut  wilayah  dan  subwilayah  yang 
menjadi  sentral  dari  berbagai  pusat  sekunder  dan 
tersier,  yang  kesemuanya  berfungsi  sebagai  sentra 
pelayanan  barang  dan  jasa  secara  merata  ke  seluruh 
daerah  pedalaman,  dan  bertindak  sebagai  pasar  pu- 
sat ...  Beberapa  tempat  harus  dibantu  dengan  in- 
frastruktur  tambahan  dengan  tujuan  memungkin- 
kan  terpenuhinya  fungsi  termaksud  (1980:  76). 

Hubungan  intra-regional  Iain  yang  dirasa  perlu  akan 
dibentuk  melaiui  program  pembangunan  wilayah 
...  yang  tidak  hanya  menampung  orang  baru,  tetapi 
juga  mengembangkan  sumber  daya  pertanian  untuk 
menghasilkan  barang  guna  memenuhi  kebutuhan 
pasar  di  sentra-sentra  sekunder  dan  primer  (1980: 
80). 


Selama  tahap  pertengahan  survei  TAD  tahun  1978, 
...  telah  ditetapkan  peringkat  daerah  hasil  survei 
berdasarkan  indikator  yang  mengukur  keadaan 
pembangunannya  dewasa  ini  dan  nilai  potensialnya 
untuk  pembangunan  berikutnya.  ...  Berdasarkan 
peringkat  ini,  maka  panitia  pelaksana  dan  pengarah 
proyek  TAD  telah  mengawali  pelaksanaan  program 
pembangunan  wilayah  pedesaan  secara  terpadu  pa- 
da  bulan  Maret  1978,  sebagai  awal  persiapan  ke 
arah  proses  transmigrasi.  Implementasi  proyek  ini 
menggunakan  Mahakam  Tengah  sebagai  daerah 
proyek  (1980:  84). 

Pada  mulanya,  ada  maksud  untuk  secara  serempak 
mengembangkan  sumber  daya  perkebunan  di  sebe- 
lah  utara,  sumber  daya  peternakan  hewan  di  sebe- 
lah  barat  (Melak),  dan  sumber  daya  perikanan  dan 
tanah  paya  di  pusat  dan  di  bagian  timur.  Beberapa 
wilayah  memang  dapat  dicapai  melaiui  alur  sungai, 
dan  daratan  di  antara  sungai  telah  direncanakan 
untuk  dibuka  melaiui  tiga  segmen  jalan  raya  yang 
membentuk  jalan  lingkar  di  sekeliling  bagian  dalam 
wilayah  rawa  sebagai  penghubung  antarpemukiman 
(1980:  98). 

Dataran  terbuka  yang  tampaknya  ko- 
song  tersebut  pasti  telah  mempengaruhi  ima- 
jinasi  para  ahli  terdahulu.  Tantangan  terha- 
dap  "kehampaan  besar"  dengan  akses  me- 
nuju  sumber  daya  keuangan  yang  sangat  be- 
sar, rupanya  telah  mengaburkan  berbagai 
informasi  yang  telah  dimiliki  para  pakar  me- 
ngenai  sejarah  betapa  kaya  dan  tingginya 
perkembangan  budaya  Kalimantan  Timur. 
Wilayah  Mahakam  telah  dikenal  sebagai 
pusat  Kerajaan  Hindu  sejak  abad  keempat, 
dan  juga  sebagai  tempat  pertama  kalinya  di- 
temukan  inskripsi  batu^  yang  mengandung 
berbagai  informasi  awal  sejarah  yang  sangat 
berharga,  khususnya  untuk  penemuan  di  de- 
kat  muara  Kaman  yang  terletak  di  ujung 
sungai,  beberapa  mil  dari  pemukiman  Rim- 
bayu. 


Terdiri  atas  pilar-pilar  pengorbanan  yang  tersusun 
dari  empat  buah  batu,  didirikan  kurang  lebih  tahun  400 
Masehi  (lihat  Wortmann  1989). 


252 


ANALISIS  CSIS,  1994-3 


Kesultanan  Tenggarong  baru  berhasil  di- 
taklukkan  Belanda  pada  awal  abad  ini.  Ke- 
sultanan ini  juga  merupakan  daerah  penting 
yang  mampu  mengatur  ekspor  berbagai  hasil 
hutan  untuk  diperdagangkan  ke  Cina  dan 
hal  ini  teiah  berlangsung  selama  berabad- 
abad  (Peluso  1983).  Penduduk  Kutai  peng- 
huni  sepanjang  alur  Mahakam  dan  anak- 
anak  sungainya  adalah  bagian  dari  dunia 
Melayu  dengan  hubungan  politik  dan  da- 
gang  ke  Brunei,  Johor  dan  Malaka.  Melalui 
perantara  bangsa  Arab,  orang  Kutai  telah 
berhubungan  dengan  Dunia  Islam  di  Timur 
Tengah. 

Mungkin  daerah  pedalaman  memiliki 
populasi  yang  jauh  lebih  padat  daripada 
hasil  rujukan  resmi.  Berbagai  kelompok 
suku  pribumi  Dayak  yang  telah  mencapai 
tingkat  perkembangan  budaya  yang  tinggi 
menerapkan  sistem  perekonomian  yang  ru- 
mit,  termasuk  di  dalamnya  proses  adaptasi 
lingkungan  untuk  tujuan  sistem  perpindah- 
an  pertanian,  penerapan  ilmu  kehutanan 
yang  teratur^^  ~  khususnya  untuk  produksi 
rotan,  damar  dan  sarang  burung  sebagai 
komoditi  ekspor  ~  dan  beraneka  corak  pe- 
ngetahuan  perikanan.  Tugas  tenaga  ahli  dari 
Jerman  adalah  mengembangkan  daerah 
yang  pada  prinsipnya  telah  dilukiskan  oleh 
penduduk  pribumi  sebagai  sangat  rumit  dan 
beraneka  ragam  dengan  sistem  perekonomi- 
an yang  memiliki  orientasi  ekspor. 

Sebelum  impian  perencana  terwujud  dan 
imajinasi  para  pakar  diterapkan,  terlebih  da- 
hulu  daerah  ini  harus  didefinisikan  sebagai 
"daerah  terbelakang" .  Karena  hanya  daerah 
terbelakanglah  yang  bisa  dijadikan  subyek 


Penghentian  pembibitan  pohon-pohon  yang  tidak 
berguna  mengarah  pada  pemusatan  perhatian  terhadap 
pohon  jeruk  dan  karet. 


proyek  pembangunan."  Singkat  kata, 
"pembangunan  wilayah  belum  berkem- 
bang"  melalui  proyek  pencarian  fakta  dan 
studi  kelayakan  merupakan  tugas  pertama 
tim  ahli  dari  Jerman.  Karena  mereka  tidak 
menyadari  betapa  rumitny^  budaya  dan  per- 
ekonomian daerah  itu,  maka  tidak  sulit  un- 
tuk mengkategorikannya  sebagai  "terbela- 
kang''. Berdasarkan  definisinya,  hampir 
semua  wilayah  luas  yang  kosong  dianggap 
"terbelakang"  dan  harus  segera  dihuni  dan 
dipenuhi  berbagai  akti vitas  dan  proyek. 

Budaya  Perencanaan  Para  Ahli 

Bertolak  belakang  dengan  desain  proyek 
besar,  ternyata  penerapannya  tidak  menon- 
jol.  Sebagian  besar  aktivitas  didasarkan 
pada  basis  program  jangka  pendek,  yaitu 
untuk  sekitar  dua  sampai  tiga  tahun.  Tenaga 
konsuhan  jangk'a  pendek  dan  staf  jangka 
lama  kadang-kadang  berjumlah  lebih  dari  30 
orang,  tetapi  tak  ada  seorang  pun  dari  tena- 
ga ahli  tersebut  yang  menetap  mulai  sejak 
awal  hingga  berakhirnya  proyek 

Para  pakar  TAD  mengakui  bahwa  bebe- 
rapa  proyek  yang  telah  dicanangkan  akan 
memiliki  impak  jangka  panjang,  ternyata 
gagal  sesaat  setelah  bantuan  TAD  dihenti- 
kan.  Unsur  kesinambungan  gagal  diperta- 
hankan.  Sebagai  contoh:  proyek  pembenih- 
an  biji  kelapa  sawit  yang  disponsori  oleh 
TAD  dibiarkan  terbengkalai  selama  tahap 
pasca  proyek,  terutama  setelah  Departemen 
Pertanian  tidak  mampu  membiayai  pemba- 
yaran  upah  buruh. 

"Alat  perencanaan  ZOPP  (Zielorientierte  Projekt- 
planung,  atau  perencanaan  proyek  yang  berorientasi 
pada  tujuan)  yang  merupakan  instrumen  perencanaan 
proyek  GTZ,  mempersyaratkan  adanya  batasan  perma- 
salahan,  tujuan  dan  sasaran  sebelum  tolok  ukur  yang 
sesuai  didesain. 
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Proyek  lain  yang  memperkenalkan  miju- 
miju  air  sebagai  bahan  makanan  ikan,  hanya 
berhasil  meraih  satu  orang  akseptor  yang 
mau  menerapkan  metoda  baru  tersebut;  dan 
akhirnya  orang  ini  berhenti  mengembang- 
kan  miju-miju  sesaat  setelah  para  ahli  me- 
ninggalkan  daerah  proyek.  Kegagalan  demi 
kegagalan  proyek  ini  mungkin  ada  hikmah- 
nya;  karena  jika  saja  proyek  tersebut  ber- 
hasil, maka  akan  menghancurkan  pasaran 
ubi  kayu.  Ubi  kayu  sebagai  makanan  pokok 
ikan  merupakan  hasil  bumi  utama  untuk 
perdagangan  bagi  kaum  tani  miskin  di  dae- 
rah dengan  lahan  yang  sangat  tidak  subur.^^ 

Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelum- 
nya,  pemerintah  Indonesia  telah  memukim- 
kan  para  transmigran  di  Rimbayu  dan  me- 
reka  menerima  sebidang  tanah  dan  insentif 
standar  lainnya.  Berdasarkan  hasil  perenca- 
naan  pemerintah,  para  pemukim  sendiri  ti- 
dak banyak  turut  berperan,  kecuali  dalam 
hal  menyetujui  menjadi  transmigran,  Peja- 
bat  pemerintah  mengimplementasikan  kepu- 

12 

Sebuah  konsekuensi  proyek  yang  tak  terduga  yang 
tampaknya  memiliki  impak  kebudayaan  jangka  pan- 
jang,  adalah  hal  kesukuan  yang  menyangkut  diri  pim- 
pinan  proyek  yang  pertama,  dia  berasal  dari  Bavaria. 
Entah  karena  alasan  rindu  kampung  halaman  atau 
karena  kebanggaan  romantisnya  terhadap  bangsa 
Bavaria,  dia  memberi  instruksi  agar  semua  harta  milik 
TAD  harus  dicat  dengan  warna  Bavaria,  yaitu  biru  pu- 
tih.  Mengingat  bahwa  peralatan  proyek  TAD  selama 
tahun-tahun  awal  dapat  dengan  mudah  dikenal,  maka 
paduan  warna  tersebut  telah  diterima  secara  luas  oleh 
masyarakat  Kutai,  sehingga  kapal,  perahu  dan  rumah 
mereka  juga  dicat  dengan  warna  yang  sama:  biru  putih. 
Kita  tidak  akan  terkejut  bila  seorang  ahli  antropologi 
yang  datang  di  kemudian  hari  menemukan  bahwa  lam- 
bang  kebudayaan  Kutai  dipusatkan  pada  kedua  warna 
tersebut.  Impak  yang  juga  berdampak  lama  dapat  dili- 
hat  dari  lambang  TAD  yang  memang  dimaksudkan  un- 
tuk menggambarkan  rumah  orang  Kutai.  Gedung- 
gedung  TAD  juga  dihiasi  dengan  atap  miring  yang  me- 
nonjol  ke  depan  yang  dewasa  ini  menjadi  model  dalam 
pembuatan  rumah  bergaya  tradisional. 


tusan  birokrasi  pusat  dalam  wujud  pende- 
katan  "dari  atas  ke  bawah"  yang  lebih  me- 
nekankan  pada  segi  hasil  dan  prosedur  yang 
telah  ditetapkan.  Para  ahli  memang  cende- 
rung  memiliki  gagasan  yang  agak  berbeda 
mengenai  kapabilitas  dan  kehidupan  ber- 
transmigrasi,  tetapi  mereka  menganggap  diri 
mereka  sebagai  anggota  kelompok  sasaran 
yang  harus  loyal  pada  tolok  ukur  pemba- 
ngunan.  TAD  telah  memilih  petani  percon- 
tohan  guna  "mengimplementasikan  proyek 
pengembangan  metode  berbagai  sistem  per- 
tanian"  (Lorot  1989:  III)  melalui  salah  satu 
proyek  yang  disebut  "Program  Pengem- 
bangan dan  Penelitian  Sistem  Pertanian 
Terpadu"  TAD. 

Bertolak  belakang  dengan  perspektif  pe- 
rencanaan  jangka  panjang  TAD,  penulis  me- 
lihat  bahwa  kapasitas  perencanaan  para 
transmigran  diwarnai  dengan  perencanaan 
jangka  panjang  yang  dapat  merentang  sam- 
pai  beberapa  generasi. 

Sebagian  besar  migrasi  bersifat  swakarsa 
dan  didahului  oleh  proses  pemikiran  yang 
mendalam  selama  bertahun-tahun  (Keb- 
schuU  1986:  20  ff.).  Dalam  mempersiapkan 
keputusan  ini,  migran  yang  cukup  prospek- 
tif  tidak  saja  akan  mengumpulkan  informa- 
si,  tetapi  mereka  juga  berusaha  mengunjungi 
daerah  transmigrasi  agar  di  kemudian  hari 
dapat  memilih  sebuah  daerah  tertentu  yang 
sesuai  dengan  keinginannya,  terutama  pada 
saat  mereka  mendaftarkan  diri  di  Departe- 
men  Transmigrasi. 

Melalui  wawancara  dengan  para  transmi- 
gran di  daerah  Rimbayu,  aspek-aspek  inilah 
yang  paling  sering  dikedepankan,  yang  ten- 
tunya  penuh  dengan  harapan  agar  dapat  ter- 
wujud  dalam  proses  perencanaan  di  kemu- 
dian hari.  Sedangkan  aspek  yang  lain  adalah 
mengenai  prospek  mereka  yang  har.us  mem- 
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bagi  sebidang  lahan  sempit  untuk  anak-anak 
mereka,  atau  keadaan  sulitnya  memiliki  ta- 
nah,  atau  tujuan  mereka  untlik  membiayai 
pendidikan  anak-anak.  Disinggung  pula  ma- 
salah  penanaman  modal,  seberapa  pun  kecil- 
nya,  dengan  prospek  yang  lebih  besar  untuk 
kembali  ke  Kalimantan  dengan  menjalankan 
usaha  dagang. 

Hal  ini  tentu  saja  tidak  berlaku  bagi  selu- 
ruh  transmigran,  walau  demikian  sejumlah 
besar  di  antara  mereka  masih  masuk  dalam 
kategori  perencanaan  masa  depan  ini.'^  Ha- 
sil  survei  tahun  1987  memperlihatkan  bahwa 
separuh  dari  responden  kami  memiliki  sanak 
saudara  yang  hidup  di  suatu  tempat  di  Kali- 
mantan (Clauss,  Evers  dan  Gerke  1988:  9). 
Mungkin  para  ahli  tidak  mengetahui  atau 
tidak  menyadari  bahwa  fakta  penting  ini 
bersifat  cukup  relevan.  Seperti  telah  diurai- 
kan  sebelumnya,  cakupan  perencanaan 
TAD  adalah  jauh  lebih  pendek  bila  diban- 
dingkan  dengan  perencanaan  jangka  pan- 
jang  dan  gambaran  masa  depan  kaum  trans- 
migran; sebab  itu  perencanaan  mereka  tidak 
akan  pernah  cocok.  Terlebih  lagi,  sebagian 
besar  tenaga  ahli  berada  di  daerah  tersebut 
hanya  untuk  jangka  waktu  yang  singkat. 

Gambaran  mengenai  proyek  pembangun- 
an  yang  tidak  lazim  ini  telah  diutarakan  oleh 
Hobart  (1986)  sebagai  wujud  kontradiksi  an- 
tara "pengetahuan  lokal"  dan  "sistem  keti- 
dakpahaman".  Jadi,  dua  buah  "budaya  pe- 
rencanaan" yang  sama  sekali  berlainan  ha- 
rus  saling  berkonfrontasi.  Dan  unsur  kebo- 
dohan  pihak  perencana  pembangunan  da- 
lam menyadari  bahwa  kelompok  sasaran 
yang  sesungguhnya  adalah  pihak  perencana 
itu  sendiri,  menjalankan  berbagai  strategi 
dan  sasaran  perencanaan  yang  berbeda- 


Untuk  hal  kapasitas  perencanaan  wanita  Jawa, 
lihat  juga  Gerke  (1990). 


beda.  Pada  akhirnya,  semua  ini  akan  meng- 
arah  pada  efek  perencanaan  yang  tidak  se- 
suai,  khususnya  bila  dilaksanakan  tanpa 
mempertimbangkan  faktor  tujuan  para 
transmigran  itu  sendiri.'"* 

Kesenjangan  antara  para  pakar  dan  ke- 
lompok sasaran  bukan  disebabkan  faktor 
ketidakcakapan  individu  atau  keengganan 
mereka  untuk  membantu,  tetapi  lebih  ba- 
nyak  disebabkan  oleh  adanya  unsur  perbe- 
daan  sistem.  Para  pakar  memiliki  estimasi 
yang  terlalu  berlebihan  dalam  hal  kapabili- 
tas  mereka  untuk  mengubah  sistem  sosial 
dan  perekonomian  setempat.  Sedangkan 
bagi  transmigran  maupun  penduduk  setem- 
pat, TAD  dianggap  kurang  menguasai  ke- 
adaan lingkungan,  bila  dibandingkan  de- 
ngan lembaga-lembaga  perencanaan  setem- 
pat, belum  lagi  bila  disinggung  masalah  wa- 
wasan  perencanaan  mereka  sendiri,  Kerja 
sama  antara  para  pakar  TAD  dan  BAPPE- 
DA  berjalan  cukup  baik,  namun  tenaga- 
tenaga  ahh  ini  tidak  pernah  sepenuhnya  ber- 
integrasi  ke  dalam  struktur  sosial  masyara- 
kat  Kalimantan  Timur. 

Dalam  wawancara  penulis  dengan  trans- 
migran dan  pribumi  di  Kutai,  haijipit  tidak 
pernah  ada  ungkapan  spontan  mengenai 
hadirnya  para  ahli  TAD;  walaupun  armada 
kapal,  mobil,  pesawat  dan  aneka  instalasi 
TAD  cukup  dikenal  secara  luas.  Khusus  ber- 
talian  dengan  masalah  tujuan  dan  akti vitas 
berbagai  program  TAD  umumnya  tidak 
mendapat  tanggapan,  kecuali  dari  pejabat 
dan  kelompok  tani  terpilih  yang  memang  di- 
jadikan  sasaran  program  "  Pengembangan 


Kita  semua  menyadari  bahwa  alat  perencanaan 
GTZ  yaitu  ZOPP  mempersyaratkan  adanya  pertim- 
bangan  mendalam  mengenai  kelompok  sasaran,  tetapi 
sulit  memperoleh  bukti  bahwa  jurus  ini  telah  dilaksana- 
kan sejak  awal. 
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dan  Penelitian  Sistem  Pertanian  Terpadu" 
TAD. 

Pada  laporan  akhir  program  tersebut, 
dokumentasi  mengenai  "pembangunan  wila- 
yah  belum  berkembang"  --  sebuah  definisi 
mengenai  situasi  keterbelakangan  dan  berle- 
bihnya  estimasi  atas  kapasitas  proyek  ~  te- 
lah  terlaksana  dengan  baik  (Lorot  1989: 
lOff.).  Ketika  transmigran  tiba  di  lokasi 
Rimbayu  I,  II  dan  III,  mereka  menerima 
paket  jatah  beras,  minyak,  peralatan  perta- 
nian, dan  sebagainya.  Mereka  dengan  segera 
mulai  menjual  barang-barang  tersebut  untuk 
memperoleh  kebutuhan  lain  atau  meman- 
faatkannya  untuk  mengawali  pekerjaan  per- 
tanian (Evers,  Clauss  dan  Gerke  1988:  21). 

Kiranya  tidak  perlu  disinggung  bahwa 
tahun-tahun  awal  mereka  bermukim  sebagai 
transmigran  adalah  saat-saat  yang  sungguh 
berat.  Mereka  harus  menyesuaikan  diri  ter- 
hadap  lingkungan,  harus  membuka  lahan, 
harus  membiasakan  diri  dengan  tetangga 
baru  dan  membangun  jaringan  bantuan  so 
sial.  Keadaan  ini  semakin  diperburuk  de- 
ngan adanya  musim  kering  hebat  dari  tahun 
1984  sampai  tahun  1985.  Pada  laporan 
akhir,  situasi  ini  dilukiskan  sebagai  suatu 
krisis  yang  kemudian  dapat  diatasi  dengan 
adanya  campur  tangan  TAD: 

Demikianlah  para  transmigran  tidak  memiliki  la- 
han, tradisi  dan  pengetahuan  mengenai  situasi  ling- 
kungan, yang  tentunya  sangat  dibutuhkan  untuk 
proses  pembangunan.  Latar  belakang  seperti  ini 
mengakibatkan  para  transmigran  menjadi  sangat 
terbuka  terhadap  masuknya  berbagai  teknologi 
baru;  mereka  harus  mampu  bertahan.  Pengenalan 
dan  percobaan  sistem  pertanian  baru  sangatiah  di- 
mungkinkan  karena  sudah  menjadi  kebutuhan  yang 
dipersyaratkan.  Para  petani  menyambut  Program 
Pembangunan  dan  Penelitian  Sistem  Pertanian  Ter- 
padu dan  bersedia  bekerjasama  secara  erat  dengan 
staf  TAD  (Lorot  1989:  10). 


Kenyataannya,  hanya  14  hari  dari  keselu- 
ruhan  2.500  kepala  keluarga  di  Rimbayu  ter- 
pilih  sebagai  petani  percontohan,  dan  hanya 
mereka  inilah  yang  melaksanakan  percoba- 
an sistem  pertanian  terpadu.  Secara  umum, 
transmigran  dianggap  sebagai  petani  peng- 
hasil  bahan  pangan  dan  juga  sebagai  produk 
standar  kebijakan  program  transmigrasi.  Se- 
perti kutipan  laporan  TAD  tersebut,  para 
transmigran  "belum  dipersiapkan  untuk 
menghadapi  lingkungan  baru,  ...  Mereka 
menanam  padi  dan  sejumlah  kecil  jagung 
dan  ubi  kayu.  Itulah  satu-satunya  sistem  per- 
tanian yang  mereka  ketahui"  (Lorot  1989: 
17). 

Para  ahli  berpendapat  bahwa  kaum 
transmigran  adalah  petani  penghasil  bahan 
pangan,  yang  paling  sedikit  memerlukan 
waktu  lima  tahun  sebelum  mereka  berhasil 
memproduksi  surplus  bahan  pangan  untuk 
dapat  dipasarkan  (Evers  1988:  2;  KebschuU 
1986).  Pandangan  ini  sama  sekali  tidak  co- 
cok  dengan  gambaran  atau  cita-cita  dan  ke- 
giatan  transmigran  yang  sebenarnya.  Sistem 
perdagangan  aktif  adalah  sebuah  sistem 
yang  dapat  dengan  segera  terlaksana  (lihat 
Evers  dan  Schrader  1994;  Evers,  Clauss  dan 
Gerke  1988:  21ff.).  Lebih  dari  sepertiga  ke- 
luarga percontohan  telah  menjual  paling  se- 
dikit enam  jenis  hasil  bumi.  Singkat  kata, 
sistem  pertanian  tradisional  segera  mereka 
laksanakan  atas  usaha  mereka  sendiri  jauh 
sebelum  TAD  memulai  programnya.  Faktor 
penentu  dalam  hal  ini  adalah  kekeliruan  du- 
gaan  dan  gambaran  tentang  kaum  transmi- 
gran sebagai  petani  bahan  pangan,  yang 
mengakibatkan  tenaga  ahli  TAD  telah  me- 
nyepelekan  pengetahuan,  keahlian  dan  flek- 
sibilitas  dan  kapabilitas  mereka  untuk  mam- 
pu bertahan  di  atas  kaki  sendiri. 

Ingin  penulis  tekankan  sekali  lagi,  bahwa 
kita  tidak  berniat  mempertanyakan  atau 
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mempersoalkan  hal  kebijakan  memperke- 
nalkan  berbagai  sistem  pertanian  baru  ke- 
pada  para  pemukim  yang  belum  terbiasa  de- 
ngan  lingkungan  fisik  di  sekitar  mereka. 
Penulis  ingin  memperlihatkan  adanya  se- 
buah  gambaran  yang  mendasari  pemba- 
ngunan.  Pertama,  sebuah  wilayah  telah  di- 
tunjuk  dan  didefinisikan  sebegitu  rupa  se- 
hingga  menimbulkan  kesan  "sangat  terbela- 
kang".  Dan  setelah  semua  bentuk  kemajuan 
atau  perbaikan  berikutnya  mempengaruhi 
perubahan  kondisi  kehidupan  kelompok  sa- 
saran  berhasil  dicapai,  maka  segera  dinyata- 
kan  sebagai  keberhasilan  suatu  proyek.  Ke- 
dua,  bila  dilihat  dari  sudut  pandang  kaum 
transmigran,  justru  proses  ini  tampak  ber- 
beda.  Seperti  juga  halnya  orang-orang  Jawa 
lainnya  yang  miskin,  kaum  transmigran  ini 
sudah  terbiasa  dengan  kombinasi  berbagai 
sumber  penghasilan  sebagai  salah  satu  stra- 
tegi  untuk  mampu  tetap  bertahan  (Evers 
1987). 

Dengan  cepat  mereka  akan  belajar  dari 
sistem  pertanian  yang  dilakukan  oleh  te- 
tangga  pribumi  Kut^i  di  sekitar  mereka;  me- 
reka menjalani  pekerjaan  off-farm  bukan 
karena  dorongan  perasaan  putus  asa,  tetapi 
sebagai  bagian  dari  strategi  untuk  memper- 
oleh  penghasilan.  Sebuah  survei  terhadap 
sampel  dari  semua  daerah  telah  memperli- 
hatkan bahwa  sekitar  50<7o  ~  menurut  hasil 
survei  penulis  di  Rimbayu  hanya  sekitar 
30%  ~  dari  keseluruhan  penghasilan  yang 
mampu  mereka  peroleh  berasal  dari  peker- 
jaan off- farm  (Bank  Punia  1986:  XV). 

Bertalian  dengan  swadaya  kaum  tani  dan 
berbagai  program  pemerintah,  impak  dari 
kesepuluh  orang  petani  percontohan  adalah 
sangat  minim,  paling  tidak  belum  pernah  di- 
laksanakan  evaluasi  secara  resmi.  Penuhs 
cenderung  semakin  yakin  bahwa  eksistensi 
kapasitas  kaum  transmigran  untuk  meno- 


long  diri  sendiri  adalah  faktor  yang  jauh 
lebih  penting  peranaijnya  guna  meningkat- 
kan  taraf/kondisi  hidup  dalam  jangka  pan- 
jang,  bila  dibandingkan  dengan  program  pe- 
ngembangan  dan  penelitian  sistem  pertanian 
terpadu  yang  sebenarnya  bertolak  belakang 
dengan  hasil  laporan  TAD.  Evaluasi  menge- 
nai  persebaran  efek  dari  pertanian  percon- 
tohan belum  pernah  diadakan.^^ 

Para  petani  kunci  merupakan  titik  sen- 
tral  dari  program  TAD,  namun  bukan  seba- 
gai titik  sentral  bagi  pembangunan  wilayah. 
Hal  ini  terbukti  pada  beberapa  kunjungan 
resmi  yang  dilakukan  para  pengawas,  para 
peneliti  dan  pejabat  pemerintah.  Pada 
umumnya,  hasil-hasil  efek  pembangunan 
TAD  diperlihatkan  dengan  mengadakan 
kunjungan  ke  lahan  pertanian  percontohan 
yang  memang  telah  ditunjuk,  dibina  dan  di- 
jadikan  pusat  perhatian.  Pemusatan  kontak 
terhadap  pihak  tertentu  tampaknya  merupa- 
kan ciri  khas  hubungan  antar  dua  budaya. 
Seperti  halnya  hasil  pengamatan  di  berbagai 
proyek  pembangunan  di  Malaysia  (Berke 
et.al.  1978),  atau  dalam  kasus  pengembang- 
an  wisata,  diperlihatkan  adanya  kontak- 
kontak  sosial  yang  cenderung  dikonsentrasi- 
kan  pada  tokoh-tokoh  kunci  dan  bertindak 
sebagai  perantara  kebudayaan.  Hubungan 
dengan  "kelompok  sasaran"  seringkali  di- 
persempit  menjadi  kontak  dengan  "perwa- 
kilan  elite"  tertentu  yang  ada  dalam  kelom- 
pok sasaran  tersebut.  Jadi  nyata  sekali, 
bahwa  citra  atau  gambaran  klise  masyarakat 
memang  telah  direka  sebegitu  rupa  oleh  para 
ahli  setempat. 

Mengingat  bahwa  para  petani  kunci  ini 
bertindak  sebagai  yang  dianggap  kontak  te- 


'^Walaupun  demikian,  sistem  pertanian  terpadu  ini 
tetap  akan  diperluas  ketiga  propinsi  yang  Iain  di  Kali- 
mantan. 
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ladan  terhadap  kelompok  sasaran,  maka 
berbagai  mitra  kerja  dan  tenaga  ahli  lokal 
dari  Indonesia  hanya  dianggap  sebagai  pe- 
nengah  antara  para  pakar  dari  Jerman  dan 
para  pejabat  dan  aparat  pemerintah  Indone- 
sia. Namun  sebaliknya,  berbagai  organisasi 
sosial  dan  kelompok  yang  terlibat  dalam 
proyek  TAD  memperlihatkan  semua  karak- 
teristik  masyarakat  pluralistis  dari  berma- 
cam-macam  kelompok  etnis.  Karakteristik 
tim  ahli  Jerman  yang  mirip  kasta,  semakin 
merintangi  lancarnya  hubungan  sosial  di 
luar  hubungan  dinas  yang  dibutuhkan.  Se- 
tiap  kelompok  terkungkung  dalam  dunia 
subyektivitasnya  masing-masing,  terkung- 
kung dalam  sejenis  realitas  cita-cita  yang 
hanya  dapat  dimasuki  oleh  kelompok  mere- 
ka  sendiri. 


KESIMPULAN 

Bila  kita  pertimbangkan  berbagai  aspek 
permasalahan  proyek  dan  daerahnya,  maka 
akan  timbul  pertanyaan  mengenai  apa  sebe- 
narnya  wujud  utama  karakteristik  sosial  dan 
kebudayaan  perencanaan  pada  tingkat  yang 
lebih  umum.  Jawabannya  tentu  tidak  mu- 
dah. 

Perencanaan  regional  secara  terpadu 
khususnya  dan  aspek  perencanaan  pemba- 
ngunan  pada  umumnya  adalah  hasil  prose- 
dur  dan  ekspresi  pola  pikir  birokratis.  Untuk 
konteks  Indonesia,  pembangunan  -  seperti 
telah  penulis  kemukakan  sebelumnya  ~  akan 
memiliki  arti  modernisasi  dan  tatanan.  Per- 
wujudan  fisik  pemukiman  transmigrasi  ada- 


lah ekspresi  ideologi  pembangunan  sejenis. 
Jadi,  sebenarnya  telah  kita  interpretasikan 
perencanaan  ruang  pemukiman  transmigrasi 
sebagai  lambang  modernitas.  Sebaliknya, 
desa-desa  orang  Jawa  sebagai  tempat  asal 
datangnya  transmigran  dapat  kita  lihat  seba- 
gai melambangkan  nilai  keselarasan,  nilai 
kekerabatan  yang  sangat  kental  dan  nilai  ke- 
padatan  sosial  orang  Jawa. 

Para  pakar  pembangunan  memang  diha- 
dapkan  pada  keadaan  sulit,  terutama  pada 
tahap  awal  perencanaan  dan  pelaksanaan 
proyek.  Mereka  (seperti  harapan  kita  ber- 
sama)  tentu  memiliki  spesialisasi  keahlian 
yang  profesional  dan  ekstensif,  tetapi  minim 
akan  aneka  pengetahuan  mengenai  kondisi 
setempat.  Kurangnya  informasi  yang  bertali- 
an  dengan  kondisi  lingkungan  akan  mengha- 
silkan  gambaran  tentang  sebuah  "kehampa- 
an  besar".  Kurangnya  data  _sering  dianggap 
sebagai  ketiadaan  berbagai  institusi  setem- 
pat, ketiadaan  sejarah  dan  bahkan  ketiada- 
an penghuni.  Secara  singkat  dapat  disimpul- 
kan  bahwa  wilayah  tersebut  berkesan  terbe- 
lakang.  Dan  pada  gilirannya  hal  ini  akan 
bermuara  pada  penciptaan  suatu  keadaan 
yang  sangat  membutuhkan  pembangunan 
dan  campur  tangan  dari  luar.  Berpangkal 
dari  perspektif  inilah  para  ahli  membangun 
berbagai  kesan  keterbelakangan  dan  benar- 
benar  mengabsahkan  eksistensi  mereka. 

Keberhasilan  proyek  pembangunan  acap- 
kali  dipandang  sebagai  hasil  aktivitas  pro- 
yek, sedangkan  faktanya  adalah  bahwa  hal 
ini  adalah  semata-mata  merupakan  hasil  pe- 
rencanaan dan  aktivitas  jangka  panjang  dari 
penduduk  populasi  sasaran  itu  sendiri. 
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Kecenderungan  Pemikiran  Ekonomi 
ke  Arab  Pragmatisme 


Khazanah  Pemikiran  Ekonomi  Indonesia, 
Didik  J.  Rachbini  (ed.),  Jakarta:  LP3ES, 
1994,  lx  +  245  hal. 


PERTANYAAN  pokok  yang  hendak 
diangkat  dari  buku  ini  adalah,  bagai- 
mana  perkembangan  pemikiran  ilmu 
ekonomi  di  kalangan  ekonom-ekonom  di  In- 
donesia? Apakah  sejauh  ini  ada  perbedaan 
teoritis  tentang  ilmu  ekonomi  yang  ber- 
muara  pada  penciptaan  teori  baru?  Jawaban 
terhadap  dua  pertanyaan  ini  barangkali  sulit 
ditemukan,  tetapi  hipotesis  sementara  dari 
kajian  ini  cenderung  bernada  negatif.  Ini 
berarti,  tradisi  pemikiran  di  kalangan  ilmu- 
wan  kita  masih  sangat  terbatas  (kalau  tidak 
boleh  dikatakan  kurang)  sehingga  naskah- 
naskah  pidato  pengukuhan  penerimaan  ja- 
batan  guru  besar  universitas  yang  diasumsi- 
kan  menjadi  representasi  paling  layak  bagi 
perkembangan  pemikiran  ekonomi  masih 
jauh  dari  kriteria  ilmiah  teoritis.  Tidak  sedi- 
kit  dari  naskah-naskah  tersebut  sangat  dang- 
kal,  tidak  mendiskusikan  apa-apa,  merujuk 


secara  kasar  pada  text  book,  dan  barangkali 
hanya  sekedar  dipersiapkan  untuk  sebuah 
upacara  formal. 

Walaupun  demikian,  juga  tidak  sedi- 
kit  naskah  yang  berpikir  dalam  dan  sa- 
ngat intensif  membahas  fenomena  ekono- 
mi yang  kontekstual  pada  zamannya.  Dari 
naskah  pidato  yang  berpikir  dalam  itu,  10 
pidato  yang  dihimpun  dalam  buku  ini  ter- 
masuk  di  dalamnya.  Yaitu,  pidato  dari: 
Sukadji  Ranuwihardjo,   Roekmono  Mar- 
kam,  Mubyarto,  Ace  Partadiredja  (Uni- 
versitas Gadjah  Mada),  Muhammad  Hat- 
ta  (Universitas  Padjadjaran),  Sarbini  Su- 
mavi'inata,  Emil  Salim,  Sri-Edi  Swasono,  M. 
Arsjad  Anu^ar  (Universitas  Indonesia),  dan 
Nurimansjah  Hasibuan  (Universitas  Sriv^'i- 
jaya).  Perkembangan  pemikiran  ilmu  eko- 
nomi pertengahan  tahun  1960- an  misalnya 
ditandai  oleh  kuatnya  nuansa  pemikiran  il- 
mu ekonomi  politik.  Senjua  bidang  yang  ter- 
kait  dengan  persoalan  ekonomi,  khususnya 
politik  (termasuk  etik)  merupakan  bagian  in- 
tegral ilmu  ekonomi  politik.  Tujuan  norma- 
tifnya  sangat  ditentukan  oleh  ideologi,  poli- 
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tik  negara,  dan  paham  kemasyarakatan. 
Pada  posisi  inilah,  menurut  keyakinan  Hat- 
ta,  ilmu  hadir  secara  fungsional  sebagai  ba- 
sis bagi  perumusan  kebijaksanaan  pemba- 
ngunan.  Jika  tujuan  normatif  sudah  ditentu- 
kan,  ilmu  ekonomi  bisa  dihadirkan  untuk 
mengarahkan  tujuan  secara  obyektif  sehing- 
ga  fenomena  ekonomi  dapat  secara  deskrip- 
tif  dan  kasualitas  dikedepankan.  Masalah- 
masalah  ekonomi  juga  merupakan  masalah- 
masalah  kemasyarakatan  yang  bersifat  non- 
ekonomi.  Karena  itu,  secara  ilmiah  dari  ilmu 
ekonomi  harus  mempunyai  dasar  sosial  yang 
kuat,  yang  tidak  hanya  bersendi  pada  pe- 
ngetahuan  yang  positif,  melainkan  juga 
pada  keyakinan  dan  kepercayaan  yang  nor- 
matif. 

Corak  idealis  seperti  ini  menjadi  ciri  pe- 
mikiran  pada  dekade  tahun  1960- an  sebelum 
akhirnya  masuk  pada  pemikiran  yang  sangat 
pragmatis  pada  dua  dekade  berikutnya  pada 
tahun  197a-an  dan  1980-an.  Adagerak  pemi- 
kiran bagaikan  pendulum  yang  bergeser  dari 
satu  titik  ekstrem  ke  titik  ekstrem  lainnya. 
Realitas  dan  sistem  ekonomi  yang  memak- 
lumi  pandangan  ide  yang  hidup  dalam  ma- 
syarakat,  khususnya  kalangan  ilmuwan,  pe- 
mimpin  politik,  dan  birokrat-teknokrat,  bu- 
kan  hanya  dari  formalitas  dan  legalitas  yang 
ada.  Pergeseran  ini  sangat  terasa  dari  corak 
idealis  seperti  pemikiran  Hatta  menuju  co- 
rak yang  pragmatis  seperti  pemikiran  Mooy. 

Menurut  Didik  J.  Rachbini,  pandangan 
idealis  selalu  dipengaruhi  tuntutan  normatif, 
etik,  dan  pandangan  hidup.  Logika  rasional 
dan  norma  harus  dipisahkan  karena  wilayah 
analisisnya  berbeda.  Norma- norma  etik 
yang  mempengaruhi  ilmu  ekonomi  berada  di 
luar  logika  rasional  yang  biasanya  disebut 
metaekonomi.  Karena  itu,  ilmu  senantiasa 
terikat  pada  waktu,  ruang,  keadaan,  dan 
pandangan  hidup  sehingga  sulit  memisahkan 


keduanya,  ilmu  pada  satu  pihak  dan  pan- 
dangan hidup  di  pihak  lain.  Pemikiran  Hat- 
ta condong  kepada  integrasi  keduanya  di 
mana  ilmu  ekonomi  empiris  hanya  memberi 
informasi  tentang  manusia  dan  watak  eko- 
nominya.  Kegiatan  ekonomi  tidak  berdiri 
sendiri  sehingga  dengan  demikian  harus  se- 
lalu mempertimbangkan  kaitannya  dengan 
aspek-aspek  lain  di  luar  dirinya,  khususnya 
politik.  Kebenaran  logika  teori-teori  ekono- 
mi klasik  cukup  memberi  legitimasi  untuk 
diterapkan  begitu  saja  di  negara-negara  ber- 
kembang  tanpa  pertimbangan  sosial,  budaya 
dan  politik.  Sejarah  kelahirannya  dibidani 
oleh  situasi  alam  budaya  barat,  khususnya 
Inggris,  yang  pasti  berbeda  dengan  situasi 
sosial  budaya  dan  sejarah  negara-negara  ber- 
kembang.  Hatta  pun  sampai  pada  satu  kon- 
klusi  teori  ekonomi  klasik  dalam  rangkaian 
logikanya  benar,  tetapi  tidak  dapat  dibawa 
begitu  saja  ke  dalam  dunia  empiris  yang 
menghadapkan  berbagai  fakta  yang  tidak  di- 
tinjau  di  dalam  alam  abstraksi  tadi.  Di  sini 
Hatta  melihat,  nasionalisme  ekonomi  Indo- 
nesia harus  bertumpu  pada  kekuatan  sendiri 
karena  modal  asing  dianggap  sebagai  bagian 
dari  imperialisme  baru.  Sementara  itu,  ke- 
kuatan ekonomi  nonpribumi  yang  tumbuh 
cepat  dianggap  sebagai  sebuah  kesenjangan 
yang  mesti  diatasi  melalui  koperasi.  Kelas 
menengah  dari  kaum  pribumi  penting  untuk 
ditumbuhkan  dengan  membangun  badan- 
badan  usaha  di  luar  koperasi. 

Tetapi  konsep  koperasi  yang  dikemuka- 
kan  Hatta  masih  sangat  idealis  dan  cende- 
rung  kurang  relevan  karena  tujuannya  lebih 
diutamakan  bukan  mencari  untung,  melain- 
kan mencapai  keperluan  hidup  bersama. 
Tugas  yang  utama  bagi  koperasi  ialah  men- 
didik  dalam  jiwa  anggotanya  rasa  solidaritas 
dan  sikap  individualitas  yaitu  kesadaran 
akan  harga  diri  sendiri,  oleh  karena  koperasi 
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telah  ditetapkan  sebagai  sokoguru  ekonomi 
Indonesia  yang  fungsinya  merintis  jalan  ke 
arah  sosialisme  secara  fundamental.  Paham 
koperasi  di  Indonesia  menciptakan  masya- 
rakat  yang  kolektif,  berakar  pada  adat-isti- 
adat  hidup  Indonesia  yang  asli,  gotong  ro- 
yong  dan  musyawarah,  tetapi  ditumbuhkan 
pada  peringkat  yang  lebih  tinggi  sesuai  de- 
ngan  kehendak  zaman. 

Sarbini  Sumawinata  melihat  beberapa 
perumusan  konkret  tentang  masyarakat  so- 
sialis  Indonesia  telah  ada,  yaitu  ^ita-cita  ma- 
syarakat yang  adil  dan  makmur.  Baik  unsur 
makmur  maupun  adil  merupakan  ketentuan- 
ketentuan  yang  konkret,  sekalipun  dalam 
unsur  adil  melekat  nilai-nilai  subyektif  yang 
tidak  selalu  dapat  dinyatakan  secara  tegas, 
bahkan  baik  adil  maupun  makmur  dapat  di- 
nyatakan secara  kuantitatif  dalam  bentuk 
angka-angka,  misalnya  angka  pembagian 
pendapatan  (distribution  of  income)  dan 
angka  pendapatan  per  kapita.  Perumusan 
lain  yang  tidak  kurang  penting  konkretnya 
adalah  bahwa  masyarakat  sosialis  Indonesia 
digambarkan  sebagai  masyarakat  dalam  ke- 
adaan  tata  tentrem  kerta  raharja.  Dengan 
istilah  modern,  perumusan  ini  menggambar- 
kan  masyarakat  yang  makmur  penuh  de- 
ngan kesempatan  kerja  dan  setiap  warga 
akan  merasa  terjamin  secara  material  dan 
ideal  (a  prosperous  society  with  full  employ- 
ment and  social  security  for  every  indivi- 
dual). 

Dalam  pandangan  Sarbini,  pengerahan 
modal  bukanlah  semata-mata  pengumpulan 
dana  dan  tak  dapat  dipisahkan  dari  pelaksa- 
naan  pembangunan.  Introduksi  teknik  dan 
cara  produksi  baru  dalam  pertanian  me- 
mang  sangatlah  penting,  namun  yang  lebih 
penting  di  sini  adalah  pembangunan  yang. 
dirasakan  sendiri  sebagai  benar-benar  ber- 
hasil  dan  bermanfaat  dapat  membangkitkan 


unsur-unsur  dinamis  yang  terdapat  dalam 
nilai-nilai  budaya  di  lingkungannya.  Oleh 
karena  itu,  seperti  yang  diingatkan  Sri-Edi 
Swasono  lapangan  kerja  harus  merupakan 
target  nyata  dalam  perencanaan  pembangun- 
an kita.  Namun  selama  ini  orientasi  pada 
pertumbuhan  kelihatannya  masih  menonjol. 
Serius  tidaknya  resesi,  membaik  atau  mem- 
buruknya  resesi  masih  ditangkap  dalam  arti- 
an  tingkat  pertumbuhan.  Demikian  pula  di 
dalam  Repelita  kita,  misalnya  untuk  sektor 
industri,  yang  lebih  muncul  sebagai  target 
adalah  tingkat  pertumbuhan  sektor  itu.  Di 
mana  letak  lapangan  kerja?  Lapangan  kerja 
hanya  dipandang  sebagai  akibat  pertumbuh- 
an sektor  industri.  Tingkat  lapangan  kerja 
diperoleh  dari  tingkat  pertumbuhan  industri- 
nya.  Dalam  meletakkan  lapangan  kerja  se- 
bagai tujuan  utama,  Indonesia  telah  jauh 
mendahului  para  ahli  strategi  pembangunan 
Dunia  Ketiga  yang  baru  sadar  akan  makin 
relevannya  meletakkan  strategi  lapangan 
kerja  dan  yang  telah  salah  harap  terhadap 
hasil  strategi  pertumbuhan  pada  tahun  1970- 
an.  Efek  trickle  down  tidak  terjadi  dan  seba- 
gian  pengamat  ekonomi  mengatakan  bahwa 
yang  mungkin  terjadi  adalah  trickle  up. 

Dalam  hubungan  ini,  maka  membina 
sektor  informal  melalui  pendekatan  kema- 
nusiaan  merupakan  bagian  dan  dari  sudut 
human  resource  development,  merupakan 
bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pesan  pasal 
27  (ayat  2).  Isi  pasal  27  (ayat  2)  ini  berintikan 
hak  asasi  manusia,  maka  bagaimana  mung- 
kin dapat  dibenarkan  bahwa  pasal  dari  suatu 
konstitusi  ini  terkadang  dikalahkan  oleh 
peraturan  yang  lebih  rendah  (dari  pemerin- 
tah  daerah)  yang  sering  tidak  sesuai  dan  ku- 
rang adil  terhadap  sektor  informal,  misalnya 
menggusur  tanpa  memberikan  ganti  pekerja- 
an  atau  alternatif  lain  yang  sama  halalnya. 

Proses  pembangunan  sendiri  tidaklah 
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berlangsung  dalam  kehampaan  sosial.  Me- 
nurut  Emil  Salim,  pelbagai  faktor  sosial, 
seperti  tingkat  pendidikan,  tingkat  kesehat- 
an,  segi  kebudayaan  masyarakat,  irama  dan 
pola  kehidupan  desa,  rasa  dan  kesadaran 
keadilan,  ringkasnya  rupa-rupa  segi  manu- 
siawi  dan  masyarakat  turut  memberi  penga- 
ruhnya  kepada  perkembangan  pembangun- 
an.  Oleh  karena  itu,  faktor-faktor  tersebut 
patut  diperhitungkan.  Sebaliknya  disadari 
pula  bahwa  proses  pembangunan  itu  sendiri 
turut  mempengaruhi  perubahan  pada  pelba- 
gai faktor  sosial  ini,  sehingga  hubungan 
timbal-balik  antara  proses  pembangunan 
dan  faktor-faktor  sosial  dapat  terjalin.  Da- 
lam mendekati  masalah  pembangunan  yang 
kompleks  serupa  ini,  maka  dirasa  perlu  da- 
lam ilmu  perencanaan  untuk  mengabstraksi- 
kan  pelbagai  rupa  gejala  berdasarkan  pilih- 
an  atas  asumsi-asumsi  yang  diperkirakan  re- 
levan  untuk  pembangunan. 

Dalam  perencanaan  pembangunan  orang 
bekerja  dengan  sasaran-sasaran  pembangun- 
an yang  lazimnya  lebih  banyak  daripada  ter- 
sedianya  faktor-faktor  produksi,  sehingga 
menimbulkan  kebutuhan  untuk  mengada- 
kan  pilihan  dan  menuangkan  sasaran  ini 
dalam  skala  prioritas.  Terbatasnya  persedia- 
an  faktor-faktor  produksi  juga  menumbuh- 
kan  keharusan  untuk  berpikir  dalam  rangka 
pembatasan  (factor  constraints).  Dalam 
kerangka  pikir  inilah  dikaji  pengaruh  faktor- 
faktor  sosial  bagi  pembangunan.  Unsur  pe- 
rencanaan diteliti  lebih  lanjut  atas  cara-cara 
untuk  mempengaruhi  kelakuan  faktor  sosial 
agar  secara  minimal  tidak  mengganggu  pro- 
ses pembangunan  dan  maksimal  turut  men- 
dorong  pembangunan. 

Investasi  yang  tinggi  dalam  pembangun- 
an belum  akan  menjamin  terwujudnya  pem- 
bangunan secara  adil  seperti  yang  tercermin 
dalam  pola  pembagian  pendapatan.  Oleh 


karena  faktor  yang  lebih  penting  adalah  in- 
vestasi fisik  dalam  upaya  membuka  kesem- 
patan  kerja,  masalah  manusia  cenderung  di- 
abaikan.  Pada  banyak  negara  berkembang, 
ada  gejala  menunjukkan  bahwa  human  in- 
vestment kurang  berimbang  dengan  return 
of  human- investment.  Dengan  demikian, 
menurut  Nurimansjah  Hasibuan,  pengem- 
bangan  kualitas  manusia  mengalami  ham- 
batan  karena  pasar  tenaga  kerja  kurang 
memberikan  insentif.  Di  berbagai  negara 
berkembang,  ditemukan  kebijaksanaan 
upah  minimum.  Secara  teoritis,  kebijaksa- 
naan ini  merupakan  perlindungan  terhadap 
tenaga  kerja,  namun  ada  gejala  yang  menun- 
jukkan bahwa  kebijaksanaan  itu  merintangi 
kesempatan  kerja  kalau  upah  minimum  ter- 
lalu  tinggi.  Sebaliknya  dapat  juga  kurang 
merangsang,  karena  tingkat  upah  minimum 
relatif  rendah.  Lebih  dari  itu,  kebijaksanaan 
ini  dapat  disalahtafsirkan  oleh  karena  peng- 
usaha  menganggap  telah  memenuhi  kebijak- 
sanaan pemerintah,  padahal  dari  produkti vi- 
tas perusahaan  tingkat  upah  masih  dapat  di- 
tingkatkan.  Peningkatan  pendapatan  sendiri 
sangat  terkait  dengan  penggunaan  teknologi 
produksi,  setidak-tidaknya  teknologi  dengan 
spektrum  padat  karya-padat  modal. 

Dalam  pada  itu  M.  Arsjad  Anwar  meli- 
hat  kalau  kita  perhatikan  seperangkat  kebi- 
jaksanaan ekonomi  yang  digunakan  untuk 
mendukung  atau  membantu  perkembangan 
industri  negara  berkembang,  seperti  halnya 
dengan  pengalaman  negara  maju  dalam  ta- 
hap  industrialisasi  mereka,  umumnya  ter- 
kandung  tindakan  proteksi  terhadap  saingan 
impor  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  di  bi- 
dang  moneter  dan  fiskal.  Perbedaannya  ada- 
lah, di  negara  berkembang  yang  kemudian 
berhasil  mengembangkan  industri  manufak- 
turnya  sampai  mampu  bersaing  dengan  im- 
por, bahkan  meningkatkan  ekspor.  Seperti 
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Korea  Selatan,  tingkat  proteksi  serta  berba- 
gai  fasilitas  moneter  dan  fiskal  yang  diberi- 
kan  selain  relatif  tidak  besar,  pentahapan 
penurunannya  juga  jelas.  Oleh  sebab  itu, 
distorsi  harga  yang  ditimbulkan  relatif  kecil 
dan  makin  menurun  tingkatnya.  Sebaliknya 
di  negara  berkembang  yang  kurang  berhasil 
mengembangkan  industri  manufakturnya 
sampai  mampu  bersaing,  biasanya  tingkat 
fasilitasnya  juga  tidak  jelas,  sehingga  distor- 
si harga  yang  terjadi  relatif  besar  dan  ber- 
langsung  lama. 

Untuk  negara  berkembang  pengekspor 
minyak  bumi,  dampak  negatif  dan  distorsi 
harga  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  ku- 
rang terasa,  mengingat  tabungan  negara  ter- 
sebut  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  perkem- 
bangan  ekspor  minyak  bumi  yang  tingkat 
distorsi  harganya  relatif  rendah.  Namun  pe- 
ranan  minyak  bumi  dalam  total  ekspor  tiga 
negara  memang  termasuk  relatif  tidak  ting- 
gi.  Tiga  negara  tadi  merupakan  sampel  dari 
31  negara  berkembang  yang  dalam  kurun 
waktu  1970-1980  dikaji  Bank  Dunia. 

Ilmu  ekonomi  sebenarnya  berakar  pada 
ilmu  filsafat,  politik,  dan  ilmu-ilmu  sosial 
lainnya  sebagaimana  telah  dipelopori  Adam 
Smith.  Fenomena  individu  dan  masyarakat 
menjadi  dasar  perkembangan  ilmu  ekonomi 
yang  mempelajari  tingkah  laku  manusia  da- 
lam melakukan  kegiatan-kegiatan  ekonomi- 
nya,  baik  dalam  hal  produksi,  konsumsi, 
dan  sebagainya.  Tetapi  dalam  perkembang- 
annya  selama  200  tahun  terjadi  pergeseran 
fundamental  di  mana  nuansa  filsafat,  dalam 
hal  ini  dimensi  moral  dan  etikanya,  menjadi 
sangat  resesif  dan  kurang  berkembang  de- 
ngan  baik,  Sangat  berbeda  dengan  djmensi 
rasional  dari  ilmu  ekonomi  yang  berkem- 
bang sedemikian  pesatnya. 

Kecenderungan-kecenderungan  pragma- 


tisme  menjadi  semakin  dominan  tidak  hanya 
di  dalam  ilmu  ekonomi,  tetapi  juga  di  dalam 
melihat  realitas  kehidupan  itu  sendiri.  Ilmu 
ekonomi   kemudian  mengembangkan 
asumsi-asumsi  untuk  menyederhanakan  ke- 
hidupan nyata  sehari-hari  agar  mudah  di- 
analisis.  Konsep  manusia  ekonomi  yang  ha- 
nya memaksimumkan  kepuasannya  dikritik 
sebagai  amchair  speculation  atau  the  logic  of 
extreme.  Dimensi  manusia  yang  utuh  tidak 
hanya  terbatas  hanya  pada  sisi  rasionalitas- 
nya  saja  tetapi  juga  menyangkut  berbagai 
dimensi  etik  dan  moralnya.  Dengan  demi- 
kian,  model-model  ekonomi  sering  kehilang- 
an  konteksnya  dengan  kenyataan- sehari-hari 
sehingga  tidak  sedikit  ilmu  ekonomi  yang 
berkembang  sebagai  seni,  seperti  yang  dikri- 
tik Mubyarto.  Model-model  kuantitatif  se- 
ring tidak  menerangkan  apa-apa  tentang 
obyek  kehidupan  yang  disorotinya.  Inilah 
yang  dinilai  Didik  J.  Rachbini  mendorong 
pemikir  untuk  mengubah  haluannya  untuk 
kembali  ke  ilmu  ekonomi  politik  sehingga 
produk-produk  ilmu  ekonomi  yang  baru  bi- 
sa  menjadi  suluh  yang  mampu  sekaligus 
memberi  arah  pada  realitas  sejarah  ke  de- 
pan.  Dalam  sejarah  perekonomian  sendiri 
banyak  putusan-putusan  yang  tidak  berda- 
sarkan  atas  pertimbangan  rasional  sama  se- 
kali,  namun  putusan  ini  telah  mengubah  wa- 
jah  perekonomian  suatu  bangsa. 

Yang  jelas,  dalam  membangun  model- 
model  ekonominya  para  ahli  teori  dan  pene- 
liti  menghadapi  suatu  dilema.  Di  satu  pihak 
mereka  harus  mengejar  perumusan  analisis 
yang  makin  rigorous  didasarkan  pada  asum- 
si  yang  tidak  realistis  dan  kurang  relevan  de- 
ngan kehidupan  sehari-hari;  di  lain  pihak 
mereka  didorong  untuk  mengorbankan  rigor 
dan  menyajikan  analisis  yang  agak  kasar  te- 
tapi relevan  dengan  kehidupan  sehari-hari. 
Dalam  beberapa  cabang  teori  kombinasi  an- 
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tara  rigor  dengan  relevansi  ini  telah  dicapai 
meskipun  belum  memuaskan. 

Dalam  penerapan  teori  ekonomi  atas 
praktek  pembangunan  ekonomi  para  sar- 
jana  menghadapi  kesulitan-kesulitan  yang 
fundamental.  Keengganan  untuk  memper- 
soalkan  parameter- parameter  dalam  model 
ekonomi  yang  dalam  teori  konvensional  di- 
terima  apa  adanya,  karena  kita  tidak  mam- 
pu  untuk  mengukurnya  dengan  tingkat  kete- 
litian  seperti  pengukuran  variabel-variabel 
ekonomi  lainnya.  Kesulitan  ini  menurut  Su- 
kadji  Ranuwihardjo  bertambah  besar  kalau 


kita  ingat  dalam  proses  pembangunan,  pa- 
rameter itu  selalu  berubah-ubah  sesuai  de- 
ngan tahap  pertumbuhan  ekonomi.  Lebih 
jauh  lagi  bahkan  untuk  mencapai  tujuan 
pembangunan  itu  sendiri,  parameter- para- 
meter yang  kita  terima  seperti  apa  adanya 
seperti  faktor-faktor  poiitik,  sosial,  budaya, 
demografi,  dan  sebagainya  harus  kita  jadi- 
kan  variabel  dan  dijelaskan  secara  eksplisit 
ke  mana  arah  perubahannya. 


Adig  Suwandi 
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